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RINGKASAN

HUBUNGAN FUNGSE PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG DENGAN KOMIST

YUDISIAL TERHADAP PERILAKU HAKIM

Dalam penelihan i 1su hukum yang dikap adalah: (1) hobungan Mahkamah Agung
dengan Komist Yudistal dalam melaksanakan fungsi pengawasan penlaku  hakim; (2)
pelaksanaan fungst pengawasan perilaku hakim olch Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial.
Pengkajian dilakukan secara normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan
{stamte appraach} Rahan hukum yang diperpunakan dalam mengkaji penelitian tni adalah bahan
hukum primer dan bahan hukutn sekunder.

Hasil penelitian im1 membenkan jawsban bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan yang
dilakukan oieh Mahkamah Agung dengan Konmusi Yudisial yakm didasarkan pads Undang-
Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor § Tahun
20604, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2004 Dalam penclitian i di dapatkan suatu hasil bahwa kewenangan
pengawasan terhadap perilaku hakim, sclain dimiliki oleh Mahkamah Agung, juga dimiliki ofeh
Komisi Yudisial. Oleh sebab itu, telah terjadi tumpang tindih pada pelaksanaan pengawasan
terhadap penlaku hakim. Hal tersebut disebabkan baik Mahkamah Agung dan Komist Yudisial
memiliki dasar hukum yang kust, yakni diatur dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-
Undang.

Berkaitan dengan itu, hubungan hulum yang timbul daﬁ pelaksanaan fungsi pengawasan
terhadap perilaku hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial adalah
hubungan dalam pembenan rekomendas:. Pada pelaksanaan pengawasan, Komisi Yudisial tidak

dapat melakukan sendin pengawasan tanpa keterlibatan Mahkamah Agung. Hal tersebut
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disebabkan karena Komisi Yudisial bukan scbagai pelaku kekuasaan kehakiman, sehingga hasil
rekomendas) Koms: Yudisial tidak bersifat tinal dan mengikat. Hasil pengawasan dan Komisi
Yudisial wajib diserahkan kepada Ketua Muda Bidang Pengawasan (TUADAWAS), yang
selanjutnya diadakan pemesiksaan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung. Apabila dani hasil
kepiatan penpawasan dan pemenksaan yang didasarkan pada pengaduan masyarakat, setelah
- diadakan pemeriksaan olch Tim Pemeniksa, maka TUUJADAWAS dan Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung didapatkan adanya pelanggaran, maka hakim yang bersangkutan akan dijatubi
tindakan disipliner (hukuman) oleh Ketua Mahkamah Agung berdasarkan tingkatan kesajahan,
Hukuman disiplm yang diatubkan oleh Mahkamah Agung kepada hakim bersitat tinal dan

mengikat.
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SUMMARY

THE REEATIONSHIP OF THE CONTROLLING FUNCIION OF THE SUPREME OF
COURT AND THE JUDICIAL COMMISSION TOWARDS
THE BEHAVIOR OF JUDGES

The lepal 1ssues discussed 1n the study are: 1) ‘the relationship between the Supreme
Court and the Judicial Commission in performing controlling function towards the behavior of
Judges: 2) The performance of controlling function by the Supreme Court and the Judicial
Conmumission. Ht 1s 8 normative study completed by pnmary and secondary legal materials and also
the application of the statute approach. _

It should have been understood that the performance of the controlling function by the
Supreme Court and the Judicial Commussion are based on the Constitution 1945, Statute No.4 the
year 2004, Statute No.5 the year 2004, Statute No.8 the year 2004, Statute No.3 the year 2006,
Statute No.31 the year 1997, Statute No.9 the year 2004, and Statute No.22 the year 2004, The
result ot the study indicates that the nght to control the behavior of judges 1s attached to not only
the Supreme Court but also the Judicial Commission. Due to such a situation and condition like
this, an overlapping of each institution’s authority in performing the controlling function towards
the behaviors of judges 1s completely unavoidable since both institutions have thesr strong legal
support regulated in the Constitution and Statutes.

Connected with the description above, the legal relation resulted from the performance of
the controlhing ftunction towards the behaviors of judpes by the Supreme Court and the Judicial
Comnussion is a relation in giving recommendations. In performing controlling function the
Judicial Commission can not stand alone without the involvement of the Supreme Court. It must
have been deeply realized that the Judicial Commussion is not the doer of the justice power so that

recommendation is not final and binding,
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The result of the controtling of the Judicial Commission should be submitted to the Junior
Chiet’ of Controlling Department (Ketua Muda Pengawasan / TUADAWAS) and then
investigated further by the Controlling Department of the Supreme Court. If the controlling and
investigating activities by TUADAWAS and the Chief of the Controlling Department of the
Supreme Court, based on the people’s reports, prove some violation commtted by a judge, the
Chief of the Supreme Court must give a kind of disciplinary punishment. This punishment is a
final and binding,
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ABSTRACT

‘The legal 1ssues discussed in the study are: 1) The relatonship between the Supreme
Court and the Judicial Commission in performing controlling function towards the behavior of
Jjudges; 2) The performance of controlling function by the Supreme Court and the Judicial
Comnussion. it 1s a normative study completed by prunary and secondary lepal materials and also
the application of the statute approach.

By using nonnative law method, this research result give answer that execution of
controtiing tunction done by Supreme Court with Judicial Commussion based on the Constitution
of 1945, Siatute No.4 the year 2004, Statute No.5 the year 2004, Statute No R the year 2004,
Statute No.3 the year 2006, Statute No.31 the vear 1997, Statute No 9 the year 2004, and Statute
No.22 the year 2004. As for ansing out contractual terms {rom execution of” controthag tunction
to behavior of judge done by Supreme Court with Judicial Commission is relationship in gift of
recommendation. At execution of supervision, Judicial Commission can not do self supervision
without involvement ot the Supreme Court. The mentioned caused by Judicial Comnussion 1s not
as judicial power perpetrator, so that commission recommendation result judicial don't have the

character of final and binding.

Keywords: the relation of’ Supreme Court with Judicial Commussion 1n tunction of

supervision, execution of supervision to behavior of judge.
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DAFTAR ATURAN HUKUM

UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Tahun 2001

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kckuasaan Kchakiman, LN RI Nomeor 8§ Tabun
2004, TLN R1 Nomor 4358

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung LN RI Nomor 9 Tahun 2004,
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TLN RI Nomwor 3713
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Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung.
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Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republbik Indonesia No.KMA/OBU/SK/VII2006 tentang
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Keputusan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengawasan Hakim.

TESIS HUBUNGAN FUNGSI PENGAWASAN MANHAMIHWGDNBINGTYAS NOVITASARI




ADLN Perpustkaan Universitas Airlangga xXviil

PUTUSAN PENGAIDMILAN

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR
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MILIK
PERPUSTAKAAN
BABI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
PENDAHULUAN —

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan alas sistem satu atap (ome roof system) pada tahun 1999 di lembaga
peradilan membawa konsekwensi togis kepada Mahkamah Agung yakni memiliki kewenangan
penuh untuk mengeiola dan mengawast pada aspek administrasi, finansial dan organisasi
peradilan. Adapun yang dimaksud dengan sistem satu atap (one roof system) adalah suatu sistem
yang menyatukan kewenangan teknis yustisial dan kewenangan dalam pengelolaan aspek
organisasi, administrasi dan finansial dari empat hingkungan peradilan untuk berada di bawah
kekuasaan Mahkamah Agung — lepas tangan dari Pemerintah yang selama ini dijalankan olch
Departernan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Departemen Agama dan, Departemen Pertashanan
Dan Keamanan' Tujuan dari pelaksanasn sistem satu atap yakni dimaksudkan untuk
mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan terlepas dani kekuasaan pemenintah
schingga lembaga peradilan dapat menyelenggarakan fungsi justisialnya guna menegakkan
hukum dan keadifan.’ Dengan dilaksanakan sistem satu atap, maka pengawasan dan pembinaan
peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara berada di
bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Sebagai wujud atas pelaksanaan sistemn satu satu atap di lembega peradilan, maka
Pemerintah telah merubah Undang-Undang Nomorl4 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok-
Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok

Kekuasaan Kehakiman Melalui perubahan UU No 14 Tahun 1970 tersebut teish diletakkan

kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial

! Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pembinoan Sumber
Daya Manusia Hakim, 2003, hal 2.
2 Mahkamah Agung Republik Indonesia, /bid, hal 4.
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maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah satu atap di bawah
kekuasasn Mahkamah Agung.

Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001 tclah membawa perubahan penting
terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, hal ini dapat diketahui dari Konsideran pada
bagian “Menimbang” UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu yang
menyatakan:

a. bahwa kekuasaan kehakiman menurt UUD Negara Republik Indonesia 1945
merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan olch sebuah Mahkamah Agung
dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna mencgakkan hukum dan
keadilan.

b. bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoncsia 1945 telah
membawa  perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman
schingga UU No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kckuasaan
Kchakiman sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 35 Tahun
1999 perlu diadakan penyesuaian dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945

Tindak lanjut atas perubahan UUD 1945, maka UU No 35 Tahun 1999 sebagai undang-undang
pokok atas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8). Dengan demikian,
kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada
di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitust.

Sebagai konsekwensi yuridis atas pelakasanaan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945

Jjoncto Pasal 2 UU No 4 Tahun 2004, maka pada tahun 2004 Pemerintah telah mensahkan empat

(4) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perubahan penting terhadap
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penyclenggaraan kekuasaan kchakiman. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut terdin
alas;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 9)
Tentang Perubahan Atas [JU Na 15 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

2. Undang-tindang Nemor & Tahun 2004 (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 34)
Tentang Perubahan Atas UU No 2 Tahun 1986 Tentang Peradiian Umum,

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2(X6 {Lembar Negara Tahun 2006 Nomor 22)
Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

4. Undang-Undang Nomor 9 Tehun 2004 (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 35)
Tentang Perubahan Atas UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas sampai dengan akhir tahun
2006 hanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (Lembar Negara
Tahun 1997 Nomeor 84, Tambahan Lembar Negara nomor 3713) yang bulum dirubah, walaupun
secara formal dengan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 telah dilakukan pengalihan
organisasi, administratif, dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dari
Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung.

Sejalan dengan terlaksananya sistem satu atap di lingkungan peradilan, terkait dengan
adanya keinginan untuk merubah status kepegawaian hakim dari Pegawai Negeri Sipil (PNS)
menjadi Pejabat Negara, maka pada akhimya terwujud pada tanggal 30 September 1999 dengan
disahkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No 8 Tahun
1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Perbahan status kepegawaian Hakim menjadi Pejabat
Negara ditegaskan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No 43 Tahun 1999 yang menyatakan
bahwa “Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta
Ketun, Wakil Ketus, dan Hakim pada semua peradilan termasuk dalam Pejabat Negara™.

Perubahan status hakim dari Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Negara ini didasarkan pada
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fungsi hekim dalam menjalankan tugasnya justisialnya, yaitu menerima, memeriksa, dan
mengadili perkara.

Oleh karena status kepegawaian hakim telah berubah menjadi Pejabat Negara, maka
dalam melaksanakan tugasnya hakim memiliki jaminan independensi. Salah satu bentuk jaminan
independensi Pejabat Negara adalah jaminan masa kerja, Hakim sebagai Pejabat Negara tidak
depat diberhentikan dan jabatannya sebetum berakhirnya masa jabatannya, hakim hanya dapat
diberhentikan kerena sebab-sebab hukum, kecuali dalam kondisi tertentu yang dianggap fatal,
seperti terbukti melakukan tindak pidana, meninggal dunia, atau mengundurkan dan jabatan atas
kemauannya sendiri. Dengan demikian, hakim sebagai Pejabat Negara tidak dapat diberhentikan
dari jabatannya hanya karena dorongan pendapat umum atau dorongan kekuasaan politik’,

Bertolak dan uraian diatas, jelﬁs bahws perubahan sistem dua atap menjadi satu atap
beserta segala segenap peraturan implementasinya, telah membawa perubshan yang mendasar
dan signifikan bagi fungsi Mahkamah Agung bukan hanya sebagai puncak penyelenggaraan dan
pengelolaan atas administrasi, personil, dan finansial serta sarana dan prasarana bagi scluruh
badan-badan peradilan dibawahnya. Hal ini juga telah mengakibatkan lebih luas dan besamnya
organisasi dan fungsi kekuasaan Mahkamah Agung dibandingkan sebeium diberlakukan satu
atap.! Dalam hal ini Gunanto Suryome mengatakan bahwa: *

“Dengan bertambah fuas dan besamya kekuasaan Mahkamah Agung ini, disatu pihak

Mahkamah Agung dan jajaran kehakiman harus dijamin kemerdekaannya dalam

menjalankan kekuasaannmys, namun lain pihak Mahkamah Agung dituntut untuk
meningkatkan kinerja peradilan”.

? Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kertas Kerja Pembaharuan Sisiem Pembinaan Sumber
Daya (SDM} Hakim, 2003, hal 55.

* Scbelum dibertakukan satu atap, pengelolaan dan penyelenggaraan atas administrasi, finansial,
rekruitmen dsn mutasi hakim.dan organisasi di bawah pengswasaan Kchekiman (sckarang Departemen
Hukum Dan Perundang-Undangan), sedangkan Mahkamah Agung hanya berwenang mengawasi teknis
yustisial.

* Gunanto Suryono, Peranan Pengawasan Sebagai Upaya Penyeimbang Kekuasaan Kehakiman
Yang Merdeka Diam Rangka Peningkatan Kinerja Peradilam, Makalah Yang Disajikan Oleh Ketua Muda
Pengawesan Mahkamah Agung Dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung R.I Dengan Jajaran
Pengadilan Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia, Batam, 10-14 Desember 2006, hal 2.
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Sehubungan dengan mciuasnya hidang tugas yang dikelola Mahkamah Agung. maka
dalam hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang negatif sebagai akibat atas penerapan satu atap.
Sampai pada saat ini Mahkamah Agung beserta pengadilan yang berada di tingkat bawah masih
mendapatkan sorotan negatif dani berbagai pihak, terutama yang berkenaan dengan kualitas dan
integritas para hakim. Adanya beberapa kasus yang tejadi di iembaga peradilan mulai dari
maraknya mafia peradialan (judicial corruption), kasus suap sampai dengan tindakan-tindakan
yang tidak profesional (unprofessional conduct) sechingga menyebabkan sebagian kalangan
masyarakat menganggap bahwa kondisi terscbut tidak terlepas dari kelemahan sistem dalam
organisasi pengadilan, terutama kelemahan sistem dalam pengawasan integritas dan pembinaan
kualitas hakim.® Kondisi tersebut menyebabkan kinerja pelaku kekuasaan kehakiman dalam
mcnagakkan hukum den keadilan di Indonesia dinilai belum dapat memenuhi harapan pars
pencan keadilan “justice seckers™ atau “yutisiabelen”. Untuk memulihkan kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga peradilan, Mahkamah Agung harus melakukan upaya-upaya untuk
meningkatkan kualitas dan kinerja seluruh jajaran pengadilan, serta memperkokoh integritas
hakim, diantaranya melalui perbaikan sistem pengawasan imtegritas dan kinerja hakim,

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) UU No 4 Tahun 2004 juncto Pasal 32 UU No 5
Tahun 2005, Mahkamah Agung melakukan pengawasan terhadap tingkah faku dan perbuatan
para hakim di semuas lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya. Dalam rangka
mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim, Mahkamah Agung telah membentuk dan
menjalankan sistem pengawasan melekat dan fungsional. Namun pada kenyataannya,
pelaksanaan sistem pengawasan internal yang dijalankan oleh Mahkamah Agung terdapat
berbagai kelemahan yang telah mengakibatkan pengawasan secara internal tidak dapat berjalan

dengan optimal.

® Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetak Biru Pembaruan Makkamah Agung R 1, 2003,
haf 85.
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Dalam Buku Cetak Biru Mahkamah Aguny terdapat empat (4) kelemahan pengawasan terhadap
tingkah laku hakim yang diiakukan secara intemal yang disebabkan adanya faktor-faktor sebagai
berikut:’

I. Produk dan mekanisme penpawasan internal pada umumnya tidak untuk konsumsi
publik, tatapi hanya bersifat internal.

2. Adanya semangat membela korps, schingya sulit bersifat obyektif dalam melakukan
investigasi terhadap anggota kelompok sendiri yang melakukan pelanggaran karena
adanya rasa solidenitas atau in group felling

3. Kurangnya tranparansi dan akuntabilitas dan proses majelis kehormatan hakim dan
hakim agung. Disamping itu, tidak ada kewajiban bagi mejelis kehormatan hakim
untuk mempublikasikan hasil pemeriksaannya.

4, Proses investigasi oleh lembaga terhadap anggotanya cenderung diwamai conflict of
interest, schingga hasilnya kurang kredibel.

Disamping hal-hal tersebut diatas, sehubungan dengan pelaksanaan sistem satu atap di

lingkungan peradilan, sebush internal independence tanpa ada lembaga khusus yang bersifat
independen yang turut mengawasi pelaksanaan kekuasaan kehakiman dapat menyebabkan abuse
of power, dan pads akhimya askan menimbulkan monopoli atas kekuasaan kehakiman oleh
Mahkamah Agung. Hal ini discbabkan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi ncgara
berwenang sepenuhnya atas penyelenggaraan dan pengawasan atas organisasi pengadilan,
administrasi, finansial, teknis peradilan, dan termasuk mengawasi perilaku hakim. Berkaitan
dengan monopoli kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung, Philipus M.Hadjon
menyatakan bahwa: *

“Pengawasan secara mutlak yang ditakukan oleh Mahkamah Agung terhadap semua

badan peradilan yang berada di bawahnya dapat menimbulkan “abuse of power” dan

dianggap sebagai suatu “potential danger”™ yang akhimya menjurus pada

“rechtstyran” atau “judicial tyran” sehingga sistem yang demikian justru akan
melemahkan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka™.

7 Mahkamah Agung Republik Indonesia, fbid, hal 87.

® Philipus M.Hadjon, Lembaga Tertinggi Dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Menurut
Undang-Undang Dasar 1945 (Suatu Analisa Hukum Dan Kenegaraan), PT Bina limu Surabays, 1992,
hal 67. .
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Bertolak dari adanya kekhawatiran tentang munculays judicial tyrani dan kelemahan-
kelemahan pengawasan intermal yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, yang menycbabkan
pengawasan tidak dapat berjalan dengan optimal, maka diperlukan scbuah lembaga yang
independen yang fungsinya berkaitan dengan penyclenggarsan kekuasaan kahakiman.

Melalui Perubahan Ketiga UUD 145 yang ditaksanakan pada tahun 2001, daiam Bab 1X
telah mengintrodusir sustu lembaga baru yang fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan
kekuasaan kehakiman yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga ncgara yang
bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya, yaitu dalam mengusulkan pengangkatan
hakim agung dan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku
hakim. Berkenaan dengan pembentukan Komisi Yudisial, Andi Syamsu Alam mengemukakan
bahwa:’

“Salah satu tujuan pembentukan Komisi Yudisial atau Judicial Commission adalah untuk

memberikan pembinaan badan peradilan di Indonesia. Lembaga Komisi Yudisial

dimaksudkan sebagai kontro! agar tidak terjadi tirani pada Mahkamah Agung”.
Lebih lanjut, hal yang sama dikemukakan oleh Agustin Terss Narang, yang menyatakan
bahwa:'*

“Gagasan wacana yang kuat dan adanya keinginan panyatuan atap bagi hakim di Tahun

1998, namun pada kenyataannya pemisahan yang tegas antara fungsi yudisial dan fungsi

eksekutif tersebut, khususnya antara Mahkamah Agung dengan Departemen Kehakiman

tidak berjalan secara efektif. Hal tersebut disehabkan adanya kekhawatiran akan
timbulnya monopoli kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung, untuk memecahkan

masalsh tersebut maka dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat 2001

meialui Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negars Republik Indonesia 1945

{(UUD 1945) diatur keberadaan Komisi Yudisial”.

Dengan demikian tujuan pembentukan Komisi Yudisial di Indonesia memiliki dua (2} alasan

yang bersifat krusial, yakni:

¥ Andi Syamsu Alam, Reformasi Peradilan Agama, 2004, hal 8.
'® Agustin Teras Narang, Reformasi Hukum, Pustaka Sinar Harahap, Jakaria, 2004, hal 61.
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1. Untuk mencegah adanya rechtstyrani stau judicial tyrani olch Mahkamah Agung
setelah diterapkannya sistem satu atap.

2. Untuk mencegah praktek mafia peradilan (judiciol corruption) yang telah menjamur
di lembaga peradilan Indonesia.

Berkenaan dengan tujuan pembentukan Komisi Yudisial, Wim Voeraans dalam

penelitiannya yang dibukukan dengan judul “Komisi Yudisial Di Berbagai Negara Uni Eropa”
menyatakan bahwa:''

“Keberadaan lembaga semacam Komisi Yudisial merupakan lembaga yang berfungsi
sebagai lembaga perantara pemerintah dan lembaga peradilan. Adapun tujuan
pembentukan lembaga Komisi Yudisial ini adalah untuk menjamin kemandirian lembaga
peradilan. Pengaturan tentang fungsi, wewenanang, dan penamaan lembaga Komisi
Yudisial (atau biasa disebut ‘Councils for the Judiciary™ atau “Council for the
Magistrature™) berbeda antara satu negara dengan negara fainnya, karena hal tersebut
ditentukan olch kontek sosial dan ketatanegaraan suatu negara serta perkembangan
kuitural yang telah dilalui negara tersebut”™,

Lebih lanjut Wim Voernans memaparkan bahwa: '

“Negara-negara di Eropa Selatan, seperti Perancis, Italia, dan Spanyol lembaga semacam
Komisi Yudisial cenderung memiliki kewenangan terbatas, yaitu rekritmen hakim,
mutasi dan promosi, serta pengawasan dan pendisiplinan hakim, Sementara di negara-
negara Eropa Barat, seperti Swedia, Irlandia, dan Denmark lembaga semacam Komisi
Yudisial memiliki kewenangan yang lebih luas, yakni tidak hanya rekritmen hakim,
mutasi dan promosi hakim, serta pengawasan dan pendisiplinan hakim. Namun, juga
berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap administrasi pengadilan, keuangan
pengadilan, bahkan sampai dengan mancjemen (pendistribusian) perkara. Di Belanda,
Komisi Leemhuis memiliki kewenangan dan tugas yang luas dibandingkan negara-negara
di Eropa Selatan maupun Eropa Barat, yaitu mulai menjadi pelaksana tugas pembuatan
kebijakan (urusan eksternal, kebijakan pemilihan hakim, pemberian naschat kepada
Departemen Kehakiman, kebijakan penelitian, dan lain sebagainya), kewenangan yang
berkaitan dengan manajemen (akomodasi dan keamanan, administrasi dan organisasi),
prosedur anggaran (kebijakan anggaran, tata cara pendistribusian anggaran, dan
justifikasi pembelanjaan anggaran), dan wewenang lain yang berkaitan dengan
pendisiplinan, proses pengangkatan hakim, serta kenaikan pangkat dan penempatan
hakim”

" Wim Voermans, Komisi Yudisial Di Berbagai Negara Uni Eropa. Diterjemahkan oleh Adi
Nugroho dan M Zaki Hussein, Jakarta, Lembaga Kajian dan Advolasi untuk Independensi Peradilan-LeIP,
2002.

12 Wim Voermans, Ibid, hal 137.
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Dari hasil penclitian tersebut diatas, Wim Voernans menyimpulkan bahwa, insentif yang penting
untuk mendirikan Komisi Yudisial di hampir semua negara yeng diteliti adalah untuk memajukan
independnsi peradilan.

Eksistensi Komisi Yudisial dalam sistem ketatancgaraan" Indonesia secara
konstitusional diatur dalam Pasai 24B UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Komisi Yudisial
bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai
wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluburan martabat, serta
perilaku hakim™. Dengan demikian, Komisi Yudisial memiliki dua (2) fungsi, yaitu:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung.

2. Menjaga dan mencgakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.
Scbagaimana yang diketahui, bahwa dalam Pasal 24B UUD 1945 tidak menggunakan

istilah “fungsi” dalam menjabarkan tugas Komisi Yudisial, akan tetapi menggunakan istilah
“wewenang”, hal ini terdapat perbedaan makna dalam penggunaan istilah antara “fungsi”,
“wewenang”, dan “tugas”. Berkenaan dengan penggunaan istilah “fungsi”, Harjono menyatakan
bahwa:*

"Istilah “fungsi” mempunyai makna yang lebih luas dibandingkan dengan tugas. Jika kata
“tugas”™ akan digunakan, akan lebih tepat untuk menyebutkan aktivitas-aktivitas yang
diperlukan supaya fungsi tersebut dapat terlaksana, sebab fungsi banyak memerlukan
aktivitas, sehingga fungsi tersebut dapat terlaksana, Sebuah aktivitas pertu dilakukan oleh
secbuah fembaga untuk mendukung terlaksananya sebuah fungsi. Hubungan antara
aktivitas dan terlaksananya sebuah fungsi merupakan hubungan necessary, artinya
sesuatu yang dibutuhkan adanya, agar sesuatu yang diharapkan dapat terlaksana. Sebuah
aktivitas oleh scbush lembaga, schingga hubungan antars lembaga dengan aktivitas
tersebut sangat erat sekali dan dapat dikatakan tidak diperlukan iembaga kalau aktivitas
terscbut tidak diperiukan™. '

" jstilah Sistem Ketatanegaraan menurut pendapat Taufik Sri Soemantri adalah hubungan timbal
balik antar lembagn-lembaga negara yang terdupat deslam undang-undang dasar untuk mencapai tujuan
seperti yang dirumusken dalam Pembuksan Undang-Undang Dasamya, Lembaga Negara Dan State
Auxiliary Bodies Dalam Sistem Ketatanegaraan Menurnd UUD 1945, Makalah Yang Disampaikan Dalam
Dialog Hukum Dan Non Hukum: “Penataan State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Ketatanegaraan”,
Departemen Hukum & HAM R.1-Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum
Universitas Airffanggs, Surabaya, 26-29 Juni 2007, hal 3.

" Harjono, Dikutip oleh Abudul Rasyid dalam Disertasi Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan
Implikasinya Dalam Sistem Keiatanegaraan Republik indonesia, Program Pascasarjana — Universitas
Airlangga, Surabaya, 2005, hal 121.
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Dalam penggunaan istilah “wewenang"”, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa: "*
"Penggunaan istilah “wewenang atau kewenangan™ sering disejajarkan dengan istilah
“bevoegdheid”. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara istilah wewenang dengan
bevoegheid, perbedaan terletak dalam karater hukumnya. Istitah Belanda “bevoegheid™
digunakan baik dalam keonsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat.
Sedangkan istilah kewenangan atav wewenang scharusnya digunakan dalam selafu dalam
konsep hukum publik.

Lebih lanjut, Phifipus M.Hadjon menyatakan bahwa:

“Istilah “wewenang”dikaitkan dengan suatu hak, dan “tugas” selalu dikaitkan dengan
“kewajtban”. Dengan demikian, sustu tugas dikatakan merupakan suatu keharusan untuk
dilaksanakan sedangkan wewenang dapat dilakukan dan dapat tuga tidak dilakukan™,
Berpijak pada pengertian terscbut diatas, maka istilah “hubungan fungsi® dalam
penelitian ini adalah hubungan timbal balik atau interdependensi terhadap bagian dan keseluruhan
tugas dan wewenang di bidang pengawasan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan

Komisi Yudusial.

Ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 febih lanjut dijabarkan dalam Pasal 34 ayat (3)

UU No 4 Tahun 2004 yang secara tegas menyatakan bahwa “dalam rangka menjaga kehormatan,

keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan olch Komisi

Yudisial yang diatur dalam wundang-undang”. Adapun undang-undang sebagaimana yang

dimaksud oleh Pasal 34 ayat (4) UU No 4 Tahun 2004 adalah Undang-Undang Notnor 22 Tahun

2004 tentang Kornisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415). Dalam UU No 22 Tahun 2004,

ketentuan hukum yang mengatur secara eksplisit tentang pengawasan terhadap hakim adalah

Pasal 13 huruf b yang menyatakan bahwa “Komisi Yudisial mempunyai wewenang menegakkan

kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim™.

Berkenaan dengan pengawasan perilaku hakim yang dijalankan oleh Komisi Yudisial,
dalam ketentuan Pasal 22 ayat (I) huruf e UU No 22 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa

“Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada

'* Phitipus M.Hadjon, Tentang Wewenang, Majalah HukumYuridika, Desember, 1997.
¢ Philipus M. Hadjon, Opcit, 1992, hal ix.

TESIS HUBUNGAN FUNGSI PENGAWASAN MANHAMIHWGDNBINGTYAS NOVITASARI




ADLN Perpustkaan Universitas Airlangga

H

Mahkamah Agung, serts tindasannya disampatkan kepada Presiden dan  DPR™.
Istilah“disampaikan™ sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1} huruf ¢ yang
menyatakan hasi] pemeriksaan dari Komisi Yudisial itu disampaikan kepada Mahkamah Agung
perlu dikaji lebih dalam, karena istilah “disampaikan™ mempunyai makna yuridis bukan hanya
sehedar memberikan informasi tentang basil pengawasan, akan tetapr istilah “disampaikan™ pada
pelaksanaannya, laporan dari Komisi Yudisial harus segera ditindakianjuti oleh Mahkamah
Agung,.

Beranjak dari uraian diatas, tampak bahwa wewenang lain Komisi Yudisial yakni dalam
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang
diwujudkan melalui tugas mengawasi perilaku hakim ini, memiliki hubungan dengan fungsi
pengawasan yang dilaksanakan oich Mahkamah Agung. Hubungan fungsi pengawasan antara
Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial timbul karena Pasal 24B ayat (1) telah memberi
kewenangan secara langsung untuk tunut mendukung Mahkamah Agung dalam melakukan tugas
pengawasan terhadap perilaku hakim.

Kewenangan pengawasan terhadap perilaku hakim di Indonesia, selain dimiliki oleh
Mahkamah Agung, juga dimiliki oleh Komisi Yudisial, karena itu telah terjadi tumpang tindih
(overlapping) kewenangan dalam melaksanakan pengawasan'’, hal ini disebabkan karcna
wewenang pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial diatur

dalam Undang-tUndang Dasar dan peraturan perundang-undangan.

V7 Beberapa langkah Komisi Yudisial yang telah memicu kontroversi antara lain mengusulkan
selcksi ulang seluruh hakim agung yang berjumish 49 (cmpat puluh sembilan) orang seraya membuat
pemyataan bahws hakim agung yang menolak scleksi ulang adalah hakim agung yang bermasalah
mempublikasikan hakim agung dan hekim yang bermasalsh tanpa disertai data yang akurat dan
mengeluarkan pernyataan resmi melalui media massa tentang hakim nakal yang terlibat dengan mafia
peradilan di Indonesia, Kompas, 8 Maret 2006.
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B. Rumusan Masalah *
Dari uraian scbagaimana yang tertuang dalam bagian latar belakang diatas, maka isu hukum
yang dikaji dalam penclitian ini adalah:
}. Hubungan Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi
pengawasan terhadap perilaku hakim.
2. Pelaksanaan pengawasan perilaku hakim yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan

Komisi Yudisial,

C. Tujusn Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji dasar normatif pengeturan yang berkaitan dengan hubungan pengawasan
perileku hakim yang dilakukan olch Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam
Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

2. Mencan dan menemukan pelaksanaan pengawasan antara Mahkamah Agung dan Komisi
Yudisial terhadap perilaku hakim dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang
relevan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

D. Manfast Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk:

1. Memberikan masukan secara umum guna pengembangen llmu Hukum dan secara khusus
dalam bidang hukum Tata Negara terutama yang terkait dengan hubungan fungsional
Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dalam pengawasan perilaku hakim.

2. Memberikan masukan bagi pemerintah dan Komisi Yudisial untuk melakukan perumusan
kembali Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang berkaitan

dengan norma-norma pengawasan terhadap periiaku hakim.
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3. Memberikan penjelasan tentang hubungan fungsi pengawasan antara Mahkamah Agung
dan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim, sehingga dapat tercipta suatu hubungan

pengawasan yang mandin tetapi saling berkait (independent but interrelated).

E. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Sesuai dengan substansi permasalahan hukum yang hendak dikaji dalam penelitian ini,
maka tipe penelitian yang dipunskan adalah Penelitian Hukum Normatif'* yakni suatu penelitian
yang terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum,
2. Peadekatan Masalsh
Penelitian hukum (legal research) ini dilakukan dengan metode sesuai dengan karakier
yang khas dari ilmu hukum (urisprudence) yang berbeda dengan ilmu sosial (social science).
Adapun metode yang digunakan dalam penclitian hukum ini adalah dGengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan (starute approack) dan pendekatan konseptual (conceptual
approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk melakukan meneliti
peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman,
sehingga diperoleh kejelasan tentang hubungan antara Mahkamah Agung dengan Komisi
Yudisial terkait dengan “fungsi”™ dan “wewenang” dalam pelaksanaan pengawasan terhadap
perilaku hakim,
3. Sumber Bahan Hukam
Bahan-bahan penclitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sckunder. Bahan
hukurn primer yang dimaksud dalam bentuk: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004 temtang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor § Tahun 2004

tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradiian Umum,

' philipus M.Hadjon, Pengkajian fimu Hukum, Makalah Pelatihan Metode Hukum Normatif,
Universitas Atrlangga, Surabaya, 1997, h 20,
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Undang-tUndang Nomor 3 Tshun 2006 temang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradiian
Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Putusan
Mahkamah Konstitusi Repubiik Indonesia Nomor: 005/ PUU-1V/ 2006 Tentang Pengujian UU
No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan peraturan pelaksana lainnya.

Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang mendukukng bahan primer seperti
buku-buku teks, artike! dalam berbagai majalah ilmiah atau jumal hukum penclitian di bidang
hukum, dan makalah-makalah yang disampaikan dalam berbagal bentuk pertemuan seperti
diskusi, seminar, lokakarya, dan lain-lain.

4. Prosedur dan Pergumpulan Babhan hekem

Bahan hukum primer berupa .pcmluran perundang-undangan dikumpulkan dengan
metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulikan dengan sistem kartu
catatan {(card system), baik dengan kartu ikhtisar (memuat ringkasan tulisan sesuai dengan
aslinya, secara garis besar, dan pokok karangan yang memuat pendapat asli penulis), kartu
kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan).

5. Peagumpumpulan dan Analisa Bahan hakum

Terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder telah dikumpulkan
(inventarsisasi), kemudian dikelompokan (dikategorisasi). Hal ini kemudian dikaji dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) untuk memperoleh gambaran
taraf sinkronisasi dari semua bahan hukum. Selanjutnya bahan hukum yang telah diklasifikasi dan
disistimatisasi tersebut dipelajari, dikaji, dan dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang

dikekumkakan oleh para ahli, dan akhirnya dianalisis secara normatif.
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F. Sistematika Pertanggungjawaban
Hasil penelitian ini dituangkan daiam empat bab, yakni Bab I, Bab 1I, Bab IIi, dan Bab IV,

Susunan dan urutan bab per bab didasarkan atas pertimbangan: jawaban atas masalah pertama
akan diuraikan dalam bab dua, dan jawaban atas masalah yang kedua akan diuraikan dalam bab
ketiga.

Bab | (Pendahuluan) terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pertanggungjawaban.

Bab i merupakan jawaban atas isu hukum yang pertama, yaitu hubungan Mahkamah
Agung dengan Komisi Yudisial dalam malaksanakan fungsi pengawasan periiaku hakim. Pada
Bab Il .ini akan dijelaskan mengenai dasar hukum pengawasan perilaku hakim, pengawasan
perilaku hakim oleh Mahkamsh Agung, dan pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial.

Bab I merupakan jawaban atas isu hukum yang kedua, yaitu Pelaksanaan Pengawasan
Perilaku Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial. Pada Bab 11l ini akan dibahas
tentang pelaksanaan pengawasan perilaku hakim oleh Mahkamah Agung, rapat penentuan tindak
lanjut atas temuan dalam kegiatan pengawasan perilaku hakim oiech Mahkamah Agung,
pelaksanaan pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial, dan perbandingan pelaksanaan
pengawasan perilaku hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Bab IV merupakan Penutup dari seluruh penuangan hasil penelitian. Di dalamnya

disimpulkan hasil penelitian ini berikut pemberian saran-saran yang relevan.
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BAB i1
HUBUNGAN MAHKAMAH AGUNG DENGAN
KOMISI YUDISIAL DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI

PENGAWASAN PERILAKU HAKIM

A. Ketentusn Hukum Pengawasan Perilaka Hakim

Ketentuan hukum pengawasan perilaku hakim yang pertama didasarkan pada ketentuan
Pasal 24A ayat (1) juncto Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945 (disingkat UUD 1945), karena dan ketentuan kedua pasal terscbut sclanjutrya dapat
diketahui bahwa secara normatif terdapat dua lembaga negara yang berwenang melakukan
pengawasan terhadap perilaku hakim. Menurut ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang
menyatakan bahwa “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan
mempunysi wewenang lainnya yang diberikan undang-undang”, sedangkan Pasal 24B ayat (1)
menyatakan bahwa “Komnisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan
pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilake hakim”™,

Dalam ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 tidak menyebutkan secara eksplisit
bahwa yang dimaksud dengan “wewenang lain” adalah wewenang Mahkamah Agung dalam
melakukan “pengawasan”. Ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 menyebutkan secara tegas
hanya ada dus kewenangan konstitusional'” yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, yaitu:

1. Wewenang mengadili pada tingkat kasasi; dan

¥ Menurut Philipus M.Hadjon, kewenangan konstitusional adalah pembentukan wewenang dan
distribusi wewenang ditctapkan dalam UUD, Makalah * Tentang Wewenang”, Yuridiks, Fakuitas Hukum-
Universitas Airangga, Surabays, 2004, hal 2.
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2. Wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bewah undang-undang
terhadap terhadap undang-undang.

Rumusan kalimat yang berbunyi “wewenang lainnya yang diberikan undang-undang™ merupakan
kewenangan tambahan yang secara konstitusional didelegasikan kepada pembentuk undang-
undang untuk menentukan sendiri. Artinya, kewenangan tambahan ini tidak termasuk dalam
kewenangan konstitusioan! yang diberikan oleh UUD. Perwujudan dan “wewenang lainnya™
dibentuk oleh pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu
“wewenang lainnya”, khususnya yang berkaitan dengan fungsi pengawasan Mahkamah Agung,
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dijabarkan dalam beberapa
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Agung yang terkait dengan wewenang
pengawasan tertw:iap hakim di lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara bukan merupakan
bagian dari kewenangan konstitusional, karena wewenang tersebut  diatur berdasarkan undang-
undang,

Hal ini berbeda dengan pengawasan hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, bahwa
di dalam ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 disebutkan secara tegas , yaitu:

I. Wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung

2. Wewenang lainnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran

martabat, serta perilaku hakim,

Sehubungan deugan wewenang yang kedua yang berbunyi “wewenang lain dalam rangka
menjaga dan mencgakkn kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”, yang apabila
dijabarkan akan tampak sebagai berikut:

1. Menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

2, Menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim
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Dari penjabaran diatas, kata “menjaga” diwujudkan dalam dalam tugas “pengawasan”, dan pada
kata “mencgakkan” diwujudkan dalam tugas “pendisiplinan”. Dalam hal im Mahkamah
Konstitusi berpendapat bahwa:™

“Apabila ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 diuraikan secara terperingi,
diuraikan sebagai berikut:
I. Wewenang lain dalam rangka “menjaga” kehormatan, keluhuran martabat,
serta peritaku hakim.
2. Wewenang lain dalam “menegakkan™ kehormatan, keluhuran martabat, serta
perilaku hakim.
Dengan demikian, maksud dari Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 diatas adalah
seluruhnya merujuk pada kode etik dan kode perilaku hakim. Bedanya adalah kata
“menjaga” bersifat preventif, sedangkan  kata “menegakkan”  bersifat
“korektif"dalam bentuk kewenangan untuk mengajukan rekomendasi kepada
Mahkamah Agung. Kewenangan korektif yang demikian dapat bermuara dapat
dilakukannya tindakan represif yaitu apabila rekomendasi yang diajukan oieh
Komisi Yudisial kcpada Mahkamah Agung ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung
dengan penjatuhan sanksi dalam hal Mahkamah Agung menilai rekomendasi
tersebut beralasan”.

Berpijak pada ketentuan Pasal 24B ayat (i) UUD 1945, wewenang Komisi Yudisial
berkaitan dengan pelaksanan kekuasaan kehakiman, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim
agung dan wewenang lainnya dalam rangka menjaga dan mencgakkan kehormatan, keluhuran
martabat, serta perilaku hakim. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi Yudisial hanya
berwenang melakukan pengawasan sebatas pada“perilaku hakim” saja. Artinya, bahwa
kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana yang dimasudkan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD
1945, walaupun dalam batas-batas tertentu dapat diartikan sebagai pengawasan, akan tetapi
kewenangan tersebut bukan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan,
melainkan hanya tugas pengawasan terhadap individu fungsionaris hakim. Hal im didasarkan
pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 juncto Pasal 2 UU No 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi™

® pytusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 005/PUU-IV/ 2006 Tentang
Pengujian UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
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Dengan demikian, sebagat pelaku kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung beserta badan
peradilan yang berada di bawahnya, dan Mahksmah Konstitusi merupakan penyelenggara
kekuasaan kehakiman yang merdeka schingga dalam melaksanakan kewenangan justisialnya
lembaga peradilan tidak dapat diawasi oleh lembaga negara yang lain.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 24A ayat (1) juncto Pasal 248 ayat (1) UUD
1943, ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengawasan terhadap perilaku hakim dijabarkan
dalam peraturan perundang-undangan pada lingkup kekuasaan kehakiman. Adapun ketentuan
peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai ketentuan hukum pengawasan periizku
hakim yakni: UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; UU No 5 Tahun 2004
tentang Mahkamah Agung, UU No 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum; UU No 3 Tahun
2006 tentang Peradilan Agama, UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; UU No 9
Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi
Yudisial.

1.1 UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasazn Kehakiman

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran
Negara Republilik Indonesia Tehun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4358) merupakan hasi! perubahan yang dilakukan secara komperhensif dari
UU No 35 Tehun {999 tentang Perubahan Atas UU No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan
Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dengan beriakimya undang-undang ini, maka
pengawasan dan pembinaan pada lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara berada di bawah
kekuasaan Mahkamah Agung. Hal ini disecbabkan karena setelah perubahan UUD 1945 telah
membawa perubahan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman Disamping perubahan yang
menyangkut kelembagaan penyelenggaraan kekussaan kehakiman, UUD 1945 telah
mengintrodusir suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan

kehakiman, yaitu Komisi Yudisial.
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Pclaksanaan fungsi pengawasan oleh Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 11 ayat (1}
yang menyatakan bahwa “Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi berwenang
melakukan pengawasan terhadap keempat lingkungan peradiian sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2)". Selanjutnya, dalam Pasal 11 ayat {4) yang menysatakan bahwa
“Mahkamah Apgung melakukan pengawasan tertinggl atas perbuatan pengadilan dalam
tingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan undang-undang™.

Daiam ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat {4) terdapat kalimat Mahkamah Apung
scbagai “pengadilan negara tertinggi” dan “pengawasan tertinggi”. Pada kalimat “pengadilan
negara tertingi” mengadung arti bahwa Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara
tertinngi dari lingkungan peradilan umum, Hingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, dan lingkungan peradiian tata usaha negara, dan peradilan lain yang berpuncak ke
Mahkamah Agung. Sebagai peradilan negara tertinggi dimaksudkan tidak ada lagi badan
peradilan lain yang lebih tinggi dan Mahkmah Agung, Hal ini membawa konsekwensi yunidis
bahwa, putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi adalah putusan yang
mempunyai kekuatan hukum yang ietap dan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial
(kekuatan untuk dilaksanakan). Dalam Pasal 11 ayat (1) sebagaimana yang telah dipaparkan
diatas, terdapat frasa “keempat lingkungan peradilan”. Penyebutan “keempat lingkungan
peradilan” ini tidak tepat karena berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 ditentukan adanya
badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Badan-badan yang
fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman adalah badan peradilan lain diluar
peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, yaitu
peradilan niaga, peradilan HAM, peradilan anak, peradilen tindak pidana korupsi, peradilan
pemutusan hubungan sengketa, peradilan perikanan,

Berkenaan dengan “pengawasan tertinggi” yang dilakukan oleh Mahkamah Agung,
dalam Penjelasan Pasal 11 ayat (4) yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan

“pengawasan tertinggi” dalam ketentuan ayat ini meliputi pengawasan internal Mahkamah
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Agung terhadap semua badan peradilan yang berada di bawahnya”™. Dalam hal ini, Bagir
Manan mengemukakan bahwa:*'

*Ada tiga macam pengawasan Mahkamah Agrung terhadap pengadilan yaitu:

I, Pengawasan yustisial terhadap putusan atau penetapan pengadilan atau
penetapan majelis hakim. Pengawasan ini dalam bentuk upaya hukum
{kasasi, perlawanan, atau peninjauan kembali sebagai upaya hukum iuar
biasa).

2. Pengawasan tingkah laku hakim, baik datam beracara maupun tingkah laku
hakim yang akan merusak inicgrtitas pengadiian.

3. Pengawasan administrasi pengadilan. Pengawasan ini meliputi  baik
administrasi terhadap penyelenggaraan peradilan (seperti  ketertiban
register perkars, biaya perkare, cksckusi), dan kectertiban administrasi
umum {scperti agministrasi kevangan dan kepegawaian).

Dengan demikian, Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi dan sebagai pengawas
tertinggi berwenang menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap ieknis yustisial,
tingkah laku hakim, dan administrasi peradilan terhadap seturuh badan peradilan yang berada di
bawahnya.

Sehubungan dengan pengawasan terhadap perilaku hakim sebagaimana yang telah
diuraikan diatas, yakni dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Pengawasan
terhadap perilaku hakim yang dilaksanakan olch Komisi Yudisial diatur dalam ketentuan Pasal 34
ayat (4) yang menyatakan bahwa “Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta
perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam
undang-undang”. Dengan demikian, Pasal i1 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (3) UU No 4 Tahun
2004 merupakan pelaksanaan wewenang lain dari ketentuan Pasal 24A ayat (1) juncto Pasal 248
ayat (1) UUD 1945.

Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung
sebagaimana yang diatur pada Pasal 11 ayat (4) lebih lanjut dijabarkan dalam UU No 5 Tahun
2004, UU No 8 Tahun 2004, UU No 3 Tahun 2006, UU No 31 Tahun 1997, dan UU No 9 Talun

2004, dan pelaksansan atas pengawasan terhadap perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi

?! Bagir Manan, Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Dalam Undang-Undang Nomor
4 tahurn 2004, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2005, hal 86.
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Yudisial scbagaimana yang diatur pada Pasal 34 ayat (3) UU No 4 Tahun 2004 lebih lanjut

dijabarkan dalam UU No 22 Tahun 2004.

1.2 UU No S Tabuno 2005 tentang Mahkamah Agung

Pengawasan di lembaga peradilan khususnya konsep pengawasan perilaku hakim secara
umum merupakan bagian dar fungsi Mahkamah Agung vang didasarkan pada Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung juncto Undang-Undang Nomor S Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung .
Berdasarkan ketentuan UU Nomor 14 Tahun 1985 jo UU Nomor 5 Tahun 2004, fungsi-fungsi
yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yaitu meliputi:

. Fungsi Peradilan (Justitiele Functie) diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU No § Tahun 2004,
yaite memertksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili,
pennohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan untuk memperoleh kekuatan hukum
tetap, dan sengketa perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Repubiik
Indonesia.

2. Fungsi Mengatur {RegelendeFunctie) diatur dalam Penjelasan Umum UL No 14 Tahun 1985,
yaitu membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosangan hukum yang
diperlukan bagi kelancaran jalannys peradilan.

3. Fungst Penasehat (Adviserende Functie) dan Pertimbangan Hukum diatur dalam Pasal 35 UU
No 14 Tahun 1985, sedasngkan kewenangan Mahkamah Agung untuk memberikan
pertimbangan hukum diatur dalam Pasal 37 UU No 14 Tahun 1985, , yaitu memberikan
naschat kepada Presiden dalam hal pemberian dan penolakan grasi serta memberikan
pertimbangan hukum baik diminta maupun tidak kepada Jembaga negara lain.

4. Fungsi Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Pengaturan
materiil tentang pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh
Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 11 ayat {2) huruf b dan ayat (3) UU No 4 Tahun 2004
jo Pasal 31 UU No 5 Tahun 2004. Pengaturan lebih lanjut tentang hukum acara tentang
pengujian hukum materiil dimuat dalam Peraturan Mahkamah Agung {PERMA) No 1 Tahun
1983. Akan tetapi untuk menyesuaikan dengan berbaga: perkembangan yang terjadi PERMA
No 1 Tahun 1983 diganti dengan PERMA No | Tahun 1999, dan kemudian diubah kembali
dengan PERMA No ] Tahun 2004,
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Pengujian hak uji materiil ke Mahkamah Agung menurut PERMA No | Tahuni999 dapat
dilakukari melalui dua jalur, yaitu gugatan dan permohonan keberatan, Sementara dalam
PERMA No | Tahun 2004 pengajuan hak uji matenii ke Mahkamah Agung hanya dapat
ditakukan melalui permohonan keberatan.

5. Fungsi Pengawasan dan Pembinaan (JToeziende Functie) diatur dalam Fasal 32 UU No 5
Tahun 2004, yaitu Mahkamah Agung melakukan pengawasan dan pembinaan tertinggs alas
perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya.

6. Fungsi Administratif (Administrative Functie) diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU No 4 Tahun
2004, yaitu mengelola administrasi keuangan dan organisasinya sendin dari semua
lingkungan peradifan yang berada di bawahnya. Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) UU No 4
Tahun 2004 merupakan konsekwensi dan penyatua-atapan lembaga peradilan.

Berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan perilaku hakim, dengan didasarkan paada
fungsi-fungsi Mahkamah Agung di atas, pengawasan perilaku hakim termasuk dalam fungsi
pengawasan (Toeziende Functie). Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung
tersebut diatur dalam Pasal 32 UU Nomor 5 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa:

(1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan
peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan  kekuasaan
kehakiman.

{2) Mahkamah Agung mengawusi tingkah laku dan parbuatan para hakim di semua
lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.

(3) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan hal-hal yang
bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua Lingkungan Peradilan.

(4) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, tegoran, atau peringatan yang
dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan

(5) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) sampai
dengan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan
memutus perkara.
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Denigan demikian berdasarkan Pasal 32 UU No § tahun 2004 wewenang pengawasan dan
sekaligus pembinaan yang dilakukan ofeh Mahkamah Agung sebaga pengadilan negara tertinggi
meliputi:

1. Pengawasan lertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di
bawahnya berdasarkan undang-undang,.

2. Pengawasan dan pembinaan tcrtingg,i. terhudap penyelenggaraan peradilan di semua
lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman,

3. Mengawasi tingkah laku dan perbuatan hakim di semua lingkungan peradilan dalam
menjalankan tugasnya.

4. Berwenang meminia keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan
dari semua lingkungan peradilan.

5. Berwenang memberi petunjuk, tegoran, atau penngan yang dipandang periu kepada
Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan.

1.3 UU No 8 Tabun 2004 Tentang Peradilan Umoum
Ketenuan pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap perilaku hakim
di lingkungan peradilan umum diatur dalam ketentuan Pasal 13, yang menyatakan bahwa:

(1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh  Mahkamah
Agung. '

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak boleh
mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Adapun yang dimaksud dengan “Pengawasan Umum” dalam Pasal 13 ayat (1) adalah

meliputt pengawasan melekat (built in control) yang dilakukan oleh Mahkmah Agung
(Penjelasan Pasal 13ayat (1) UU No 8 Tahun 2004). Dengan demikian Pasal 13 UU No 8 Tahun
2004 merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 11 ayat (4) UU No 4 Tahun 2004

tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 32 UU No § tentang Mahkamah Agung.

B pasal 11 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
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1.4 UL No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
Ketentuan pengawasan yang dilakukan oieh Mahkamah Agung terhadap perilaku hakim
di lingkungan peradilan agama diatur dalam ketentuan Pasal 5, yang menyatakan bahwa:
(1} Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung
(2} Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam avat (1) tidak boleh

mengurangi kebebasan hakim dalam memenrksa dan memutus perkara.

1.5 UU No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Ketentuan hukum pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap hakim di
lingkungan peradiian muliter diatur dalam ketentuan Pasal 44 UU No 3] Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa:

(1) Pengadilan Militer Utama melakukan pengawasan terhadap:

a. penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan pengadilan militer, pengadilan militer
tinggi, dan pengadilan militer pertempuran di daerah hukumnya masing-masing.
b. tingkah laku dan perbuatan para hakim dalam menjalankan tugasnya.

(2) Pengedilan militer utama berwenang untuk meminta keterangan temang hal-hal yang
bersangkutan dengan teknis peradilan dari pengadilan militer, pengadilan militer tinggi,
dan pengadilan militer perternpuran.

{3) Pengadilan militer utama memberi petunjuk, teguran, atau peningatan yang dipandang
periu kepada pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, dan pengadilan militer
pertempuran.

(4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) tidak
boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

(5) Pengadilan militer utama meneruskan perkara yang dimohonkan kasasi,  peninjauan
ulang, dan grasi kepada Mahkamah Agung.
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1.6 UU No 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Ussha Negara

Ketertuan hukum pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap penlaku hakim
yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 13 UU No 9
tahun 2004 tentang Peradiian Tala Usaha Negara, yang menyatakan bahwa:

(1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dilakukan oleh Ketua Mahkamah
Agung,

(2) Pembinaan dan pengawasan scbagaimana yang dimasud pada ayat (1) tidak boleh
mengurangt kebebasan hakim dalam memerniksa dan memutus perkara.

Bertolak dari uraian diatas, adanya frasa yang menyebutkan “badan peradilan yang
berada di bawahnya™ sehagaimana yang terdapat dalam Pasal 24A ayat (2} UUD 1945 yang
kemudian dijabarkan dalam Pasal 11 ayat (4) UU No 4 Tahun 2004 dan Pasal 32 UU No § Talun
2005, merupakan suatu bentuk penegasan bahwa Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaku
kekuasaan kehakiman yang membawshi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usahs
negara. Frasa tersebut mengandung pengertian bahwa secara melekat (inherent) Mahkamah
Agung mempunyai fungsi sebagai pengawas tertinggi dari seluruh badan peradilan di semua
lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Ruang lingkup pengawasan dimaksud mencakup
tingkup bidang teknis justisial, lingkup teknis administrasi, maupun lingkup perilaku hakim yang
berkaitan pedoman perilaku. Mengenai frasa “badan peradilan yang berada di bawahnya™ dalam
hubungannya dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan pelaksanaan pengawasan oleh
Mahkmaah Agung, Bagir Manan mengemukakan bahwa:™

“Baik dalam Pasal 24 ayat {2) UUD 1945 maupun Pasal 2 UU No 4 Tahun 2004 didapati

frasa .....oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di
bawahnya. Frasa ini tidak boleh diartikan ads hubungan hierarki antara Mahkarnah
Agung dengan berbagai lingkungan peradilan tingkatan lebih rendah. Masing-masing
lingkungan badan peradilan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri sesuai
dengan lingkungan wewenang masing-masing. Hubungan dengan Mahkamah Agung
semata-mata hubungan yang ditetapkan undang-undang yang meliputi hubungan upaya

B Bagir Manan, Ibid, 2005, hal 93.

TESIS HUBUNGAN FUNGSI PENGAWASAN MANHAMIHWGDNBINGTYAS NOVITASARI




ADLN Perpustkaan Universitas Airlangga

27

hukum dan hubungan pengawasan. Walaupun sistem satu atap memberi wewenang

penuh pada Mahkamah Agung menentukan mutasi dan promosi hakim, tetap tidak boleh

diartikan sebagai hubungan hieraski melainkan sckedar hubungan fungsionai™.

Dengan demikian, dari kelima undang-undang sebagaimana yang telah diuraikan diatas,
jelas bahwa Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi dari peradilan yang berada di
bawahnya berwenang melakukan pengawasan yang meliputi pengawasan terhadap tcknis judisial,
pengawasan administratif, maupun pengawasan periiaku hakim scbagaimana yang ditentukan
dalam Pasal 24A ayat (2) UUD 1945, yang dijabarkan dalam Pasal 1] ayat (4) UU No 4 Tahun
2004, Pasal 32 UU No § Tahun 2004, Pasaf 13 UU No & Tahun 2005, Pasal 5 UU No 3 Tahun

2006, Pasal 44 UU No 31 Tahun 1997, dan Pasal 13 UU No 9 Tahun 2004,

1.7  UU No 22 Tabua 2004 Tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembararan Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4415) merupakan pelaksanasn dari Pesal 24B ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 34 ayat (3)
UU No 4 Tahun 2004. Tujuan utama pembentukan UU No 22 Tahun 2004 terdapat dalam
Konsideran Menimbang huruf b yang menyatakan behwa “Komisi Yudisial melakukan
pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan
keluhuran mertabat, serta menjaga perilaku hakim”.

Sehubungan dengan pencrapan prinsip checks and balances dalam mewujudkan
hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung scbagaimana yang terdapat dalam
Penjelasan Umum UU No 22 Tahun 2004, pada aline ke-tiga yang menyatakan bahwa:

“Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberikan

landasan hukum yang kuat bagi reformasi di bidang hukum, yakni dengan memberikan

kewenangan kepada Komisi Yudisial urtuk mewujudkan checks and balances. Walaupun

Komisi Yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman namun fungsinya berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman”.
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Berkaitan dengan penerapan prinsip checks and balances dalam pola hubungan lingkup intemal
kekuasaan kehakiman, Bagir Manan mengemukakan bahwa:™*

“Dan kedua wewenang kedua sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 24B ayat (1) UUD
1945, yakni “wewenang lain dalam dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta perilaku hakim™, secara substantif wewenang ini berkaitan
dengan pencgakikan disiplin dan etik, dan Komisi Yudisial tidak memiliki wewenang
melaksanakan sendiri putusannya, melainkan hanya mengajukan usul penjatuhan sanksi
kepada pimpinan Mahkamah Agung dan Mahkamsh Konstitusi. Mengingat kekuasaan
wewenang ini berups “usul’maka makin memperkuat argumentasi, bahwa Komisi
Yudisial adalah hanya sebagai badan “advisory”. Hal ini secmakin diperkuat dengan tata
cara pemeriksaan yang menentukan:

I. Kewajiban menjaga kerahasian keterangan, dan

2. Pemeriksaan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memenksa dan

memutus perkara (Pasal 22 ayat (2) UU No 22 Tahun 2004)

Dalam memperjelas hubungan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial, lebih Janjut
Bagir Manan mengernukakan bahwa:**

“Dua wewenang yang diberikan UUD kepada Komisi Yudisial bukan wewenang
ketatanegaraan karena tidak dalam kedudukan yang bertindak untuk dan atas nama
negara. Selain tidak konstitutif, wewenang-wewenang tersebut tidak merupakan
wewenang penunjang bagi alat perlengkapan negara yang lain (Mahkamah Agung,
Presiden, dan DPR). Karena bukan wewenang yang bersifat ketatanegaraan maka Komisi
Yudisial sebagai iembaga negara tidak termasuk alat perlengkapan negara. Hal ini
sekaligus membedakan kedudukan Mahkamah Agung dan Mahkameh Konstitusi di satu
pihak dengan Komisi Yudisial di pihak lain. Atlas dasar wewenang yang diberikan UUD,
Komisi Yudisial secara fungsional adalah “awxiliary agency” stau “awxiliary agent”
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan disiplin dan etika
hakim. Dengan demikian, hubungan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
di satu pihak dengan Komisi Yudisial di pihak lain bukaniah termasuk dalam hubungan
ketatanegaraan schingga tidak bersifal staatsrechrlijk, melainkan sebagai hubungan
atributif yang bersifat menunjang dan bersifat administratif belaka™

Dengan merujuk pada pendapat tersebut diatas, maka penerapan prinsip “checks and balances™
untuk mewujudkan hubungan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial adalah tidak
benar, karena sebagai komisi negara, sifat tugas Komisi Yudisial secara fungsional bukan sebagai
pelaku kekuasaan kehakiman namun sebagai penunjang Mahkamah Agung dalam menegakkan

disiplin dan etik hakim.

¥ Bagir Manan, Hubungan Keiaianegaraan Mahkamah Agung Dan Mahkamak Konstitusi
Dengan Komisi Yudisial (Suatu Pertanyaan), Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun Ke XXI No 244
Maret 2006, IKAHI, hal 10.

* Tbid, hal 10.
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Mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang kewenangan Komisi Yudisial dalam
melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim, diatur daiam Pasal 13 huruf b yang
menyatakan bahwa: “Komisi Yudisial mempunyai wewenang menegakkan kehommnatan dan
keluhuran martabat seria menjaga perilaku hakim. Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan
sebagmimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Pasal 20 menyatakan bahwa “ Dalam
melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial
mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangks menegakkan
kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”. Dengan dimikian, Pasal 20
UU No 22 Tahun 2004 ini merupakan pasal yang secara tegas menyebutkan bahwa wewenang
Komisi Yudisial dalam mencgakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku
hakim diwujudkan dalam bentuk “pengawasan”. Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan
scbagaimana dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan
sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi (Pasal
21).

Dengan demikian, dani ketentuan Pasal 13 huruf b, Pasal 20, dan Pasal 21 jelas tidak
terdapat hubungan fungsional maupun hubungan struktural dalam penyelenggaran kekuasaan
kehakiman, namun timbul pola hubungan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim, yakni
dalam ha! pemberian usul penjatuhan sanksi oleh Komisi Yudisiai kepada Mahkamah Agung,

Berdasarkan Pasal 22, dalam melakukan tugas pengawasan terhadap perilaku hakim,
Komisi Yudisial:

{1) Dalam melaksanakan pelaksanaan Pasal 20, Komisi Yudisial:

a. Menerima laporan masyarakat tentang periiaku hakim

b. Meminta laporan secara berkala kepada peradilan berkaitan dengan perilaku hakim

¢. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim

d. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik
perilaku hakim, dan
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¢. Membuat laporan hasi pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan
kepada Mahkamah Agung dan / atau Mahkamah Konstitusi, serta tindasannya
disampaikan kepada Presiden dan DPR.

(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Komisi
Yudisial wajib:

a. Mentsati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. Menjaga kerahasiaan keterangan vang sifstnya merupakan rahasia Komisi Yudisial
yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota,

{3) Pelaksanaan tugas sebaimana dimaksud pada ayat (i) tidak boleh mengurangi kebebasan
hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

(4) Badan peradilan dan hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta Komisi
Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap perilaku hakim dalam jangka waktu paling
lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak wanggal permintaan Komisi Yudisial tersebut
diterima. |

(5) Dalam hal peradilan atau hakim tidsk memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (4), Mahkamah Agung dan / atau Mshkamah Konstitusi wajib memberikan
penciapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan
atau data yang diminta.

(6) Dalam hal badan peradilan atau hakim telah diberikan peringatan atau paksaan sebagaimana
yang dimaksud pada ayat (5) tetap tidak melaksanakan kewajibannya, pimpinan badan
peradilan atau hakim yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang kepegawaian.

(7) Semua keterangan dan data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) bersifat rahasia.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas sebaimana yang dimaksud pada
ayat (1) diatur oleh Komisi Yudisial,

Berkenaan dengan pengawasan terhadap perilaku hakim yang dilaksanakan oleh
Komisi Yudisial, baik pada ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kechakiman juncto Pasal 13 huruf b UU No 22 Tshun 2004 tentang Komisi
Yudisial scbagaimana yang telsh diuraikan diatas, tidak menjelaskan secara tegas dan
limitative mengenai istilah “perilaku hakim”. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU

No 2004 juncto Pasal 13 huruf b UU No 22 Tahun 2004 telah bertentangan dengan asas
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kepastian hukum karena kedua pasal tersebut tidak terdapat batasan-batasan yang tegas dan
tolak ukur yang jelas dalam menilai perilaku hakim yang diperbolehkan dan yang dilarang.

Sehubungan dengan istilah “perilaku hakim™ Philipus M.Hadjom menyatakan
bahwa:™

“Pengertian perilaku hakim (behavior) dapat diartikan sama dengan kepatutan
perilaku hakim yang dalam hal ini tidak boleh dikaitkan dengan hakim dalam
menjalankan fungsi yustisialnya. Kepatuhan perilaku hakim sebagai pejabat
penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya harus selalu didasarkan pada
asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UU
No 28 Tahun 1999 Teniang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dan
Korupsi, Kolusi, Dan Necpotisme. Apabila dalam hal perilaku aparmat (idak
menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, smaka hal tersebut dapat dikatakan
sebagai maladministrasi. Res judicata dapat dilakakuan melajui dengan cara
memeriksa suatu putusan mengenai legal reasoning putusan, bukan dikaitan dengan
memeriksa perilaku hakim pada saat membusat suatu putusan. Apabile kualitas
putusan tersebut dinifai tidak atau kurang mencerminkan keadilan dan kepastian
hukum, maka dalam hal ini berkaitan dengan mampu atau tidak mampu seorang
hakim secara akademis dalam membual suatu putusan”.

Sedangkan mengena istilah “perilaku hakim”, Bagir Maaan mengemukakan bahwa:*’

“Pada ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No 4 Tahun 2004 dan Pasal 13 huruf (b) UU
No 22 Tahun 2004 bermaksud menegaskan ketentuan UUD, Pasal 24B yaitu
mengenai “wewenang ain” Komisi Yudisial yaitu “ dalam rangka menjaga dan
mencgakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”, Berdasarkan
Pasal 34 ayat (3) UU No 4 Tahun 2004, maka wewenang lain tersebut (hanya)
mengenai pengawasan, dan hanya berlaku untuk Hakim Agung dan hakim. Hal-hal
yang menyangkut kehormatan, keluhuran mariabat dan perilaku harus diartikan
sebagai perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk dalam perbuatan mengadili atau
yang lazim yang disebut dengan “teknis yustisial”. Dengan bahasa schari-har, yang
diawasi oleh Komisi Yudisial adalah perbuatan atau tingkah laku yang berkaitan
dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme”.

Bertolak dari pendapat yang dikemukakan oleh Philipus M.Hadjom dan Bagir Manan
diatas, maka yang dimaksud dalam pengertian “perilaku hakim”sebagaimana yang terdapat datam

Pasal 34 ayat (3) UU No 4 Tahun 2004 juncto Pasal 13 huruf b UU No 22 Tahun 2004 tidak

% Philipus M.Hadjon, Penataan Kembali Hubungan Dan Kewenanagan Pengawasan Komisi
Yudisial Didasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-1V/2006, Makalah Yang Disampaikan
Pads Dialog Nasional Hukum Den Non Hukum: “Penataan State Auxiliary Bodies Dalam Sistem
Ketatanegaraan”, Disclenggarakan Oleh Departemen Hukum Dan HAM R.I-Badan Pembinaan Hukum
Nasional Bekerjasama Dengan Fakultas Hukum Airlanggs, Surabaya, 26-29 Juni 2007.

77 Bagir Manan, Op Cit, 2005, hal 227.
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boleh dikaitkan dengan tuges hakim dalam pemnbuatan putusan. Pelaksanaan fungsi pengawasan
perilaku hakim yang dijalankan olech Komisi Yudisial tidak boleh dikaitkan dengan tugas hakim
dalam menjalankan fungsi yustisiainya, yakni dalam memenksa dan memutus perkara. Dengan
demikian, pelaksanaan pengawasan yang menyangkut tentang kehormatan, keluhuran martabat,
dan perilaku hakim harus didasarkan pada tolak ukur vang jelas, sehingga tidak melanggar asas
kekuasaan kehakiman vang merdeka scbagaimana yang secara jelas dan tegas diatur dalam
konstitusi, yaitu datam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945,

RBertolak dan uraian diatas, jelas bahwa Pasal 13 huruf b, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22
UU No 22 Tahun 2004 hanya mengatur tentang tata cara pelaksanasn pengawasan hakim,
sedangakan penjabaran dan pelaksanaan “wewenang lain Komisi Yudisial” sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, terkait dengan kaidah-kaidah hukum yang
mengatur tentang ruvang lingkup pengawasan peniaku hakim (terutama yang menyangkut kaidah-
kaidah materiilnya), tolak ukur dalam menilai kehormatan dan keluhuran martabat, dan wujud
konkrit dari istilah perilaku hakim, terbukti pengaturannya tidak ada kejelasan dalam UU No 22
Tahun 2004.

Ketidakjelasan yang dari pengaturan pasal-pasal yang berkaitan dengan fungsi
pengawasan dalam UU No 22 Tahun 2004 telah mengakibatkan tafsiran yang tidak tepat, bahkan
bertentangan dengan UUD 1945, karena telah menimbultkan penafsiran yang kemudian menjadi
sikap resmi Komisi Yudisial sendini bahwa penilaian perilaku hakim dilakukan melalui penilaian
terhadap putusan hakim. Hal ini dilaksanakan dalam praktik sebagaimana tercermin dalam aksi
Komisi Yudisial sebagai berikut: |

1. Surat Komisi Yudisial kepada Ketua Mahkamah Agung Nomor 1284/P.KY/2006
bertanggal 2 Mei 2006 berisi antara lain telah meminta penjelasan atas keptusan
MA.RI Nomor KMA/03/SK/2006 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa D.L Sitorus, kerena dalam
hal int Komisi Yudisial berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan atau
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konsiderans keputusan yang diambii olch Ketus Mahkamah Agung tidak sejafan
dengan diktum putusan.

2. Surat Komisi Yudisial kepada Ketua Mahkamah Apung Nomor 143/P.KY/V2006
bertangga! 17 Mer 2006 tentang rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap Majelis
Hakim terdakwa Edward C.W Noloe, setelah memeriksa Ketua dan anggota Majelis
Hakim perkara tersebut karena adanya informasi bahwa Majelis Hakim tersebut telah
memutus perkara terdakwa-terdakwa dengan putusan bebas,

3. Pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mengadili
kasus korupsi dengan terdakwa Harini Wiyoso.

4. Pemeriksaan terhadap Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili
kasus korupsi di lingkungan DPRD Propinsi Banten.

5. Pemeriksaan terhadap Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili
kasus korupsi, yang menjatuhkan hukuman di bawah hukuman minimal (hasil
pemeriksaan masih dalam proses pembahasan). '

6. Pemeriksaan terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang mengidili
kasus pencbangan hutan dengan terdakwa Adelin Lies.

Dari keenam langkah yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial diatas menunjukkan bahwa
Komisi Yudisial telah melakukan intervensi terhadap penyelenggaraan kekuasasn kehakiman,
yaitu melakukan pengawasan justisial dengan cara memeriksa putusan hakim. Pengawasan yang
berlaku secaras universal di semua sistem hukum yang dikenal di dunia terhadap putusan
pengadilan adalah bahwa putusan pengadilan tidak bolch dinilai oleh lembagza lain kecuali
melalui mekanisme upaya hukum sesuai dengan hukum acara yang berlaku (melalui proses
banding dan kasasi) dan melalui mekanisme eksaminasi evaluasi putusan scbagaimana yang
diatur oleh Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5§ Tahun 1966
tentang Pedoman Tentang Fungsi Hierarkis Badan-Badan Pengadilan/Hakim-Hakim Dan Tata
Laksana Administratif Badan-Badan Peradilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum.

Pelaksanasn pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial yang dilakukan dengan
cara memeriksa putusan hakim tersebut diatas dapat dikatakan sebagai contempt of court, yaitu
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sctiap perbuatan yang yang menghalengi penegakkan hukum atau mengurangi wibawa dan atau
martabat pengadilan yang tidak langsung terjadi di luar sidang pengadilan™. Langkah-langkah
pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tersebut merupakan suatu bentuk intervensi
terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, schingga langkah-langkah tersebut dapat
memperlemah penerapan asas kekuasaan kehakiman.

Berkenaan dengan penerapan asas “kekuasaan kehakiman yang merdeka™, timbul suatu
pertanyaan “apakah terdapat perbedasan makna antara “merdeka (independen)” dan “bebas
{freedom)” dalam penyelenggaraan kckuasaan kchakiman, dan apakah hubungannya makna
“merdeka” dan “bebas™ dalam pelaksanaan fungsi peradilan oleh hakim?, Berkaitan dengan
pelaksanaan asas kekuasaan kehakiman, Philipus M Hadjon menyatakan bahwa:™

“Dalam menegakkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, pada pelaksanaannya azas
kemerdekaan sangat tergantung dart  komponen-komponen struktural yang
menunjangnya. Komponen fungsional terdiri atas: bebas dari (freedom from) campur
tangan, dan bebas untuk (fredoom for) melaksanakan fungsi peradilan serta
dihormatinya asas kekebalan hukum, yaitu “no represial for their decision”. Sedangkan
komponen-komponen struktural terdiri atas: struktur dan organisasi lembaga-lembaga
negara, struktur dan organisasi peradilan, sistem seleksi {calon) hakim, dan status
kepegawaian hakim”

Dengan merujuk pads ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal | UU No 4
Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang
merdeka untuk menyclenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia™. Dari uraian tersebut dapat
disimpulkan bahwa makna “medeka (independens)” dalam penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman ditujukan pada lembaga atau badan peradilan yakni bahwa dalam malaksanakan
fungsi justisial lembaga peradilan harus merdeka dari intervensi kekuasaan negara lain,
sedangkan makna “bebas™ ditujukan kepada para hakim selaku institusi yang bekerja pada
fembaga peradilan dalam menjalankan fungsi justisialnya, yaitu bebas dari campur tangan dari

kekuasaan lain dan bebas untuk menjalankan fungsi justisialnya, yaitu menerima, memeriksa,

* Philipus M.Hadjon, 1992, Op Cit, hat 73.
* Philipus M.Hadjon, Opcit, 1992, hal 58,
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mengadili dan memutus suatu perkera. Dengan demikian mekna “merdeka”™ dan “bebas™
merupakan suatu syarat mutiak dan juga sebagai suatu jaminan yang harus diberikan kepada
hakim selaku pejabat penyelenggara kekuasaan kehakiman dan berbagai bentuk campur tangan
baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila Dengan demikian, prinsip
kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan prinsip yang paling pokok yang harus dijunjung
tinggi olch Mahkamah Agung dan Komisi Yudisiai dalam meiaksanakan fungsi pengawasan
terhadap perilaky hakim.

Sehubungan dengan ketidakjelasan kaidah hukum tentang fungsi pengawasan terhadap
perilaku hakim dalam UU No 22 Tahun 2004 sclain yang telah dipaparkan diatas, ketidakjelasan
kaidah hukum tentang fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Komist Yudisial juga terdapat
dalam rumusan kalimat pada Passl 13 huruf b juncto Pasal 20 UU No 22 Tahun 2004, Dalam
kctentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Komisi Yudisial bersifat
mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang
lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku
hakim”, sedangkan dalam rumusan kalimat Pasal 13 huruf b UU No 22 Tahun 2004 yang
menyatakan bahwa “Komisi Yudisial mempunyai wewenang menegakkan kehormatan dan
keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”, Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 20 UU No
22 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “Dalam menjalankan wewenangnya sebagaimana yang
dimaksud daflam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan
terhadap perilaku hakim dalam rangka mencgakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta
menjaga perilaku hakim”. |

Terhadap rumusan kalimat dalam ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang
menyatakan bahwa “menjaga dam menegakkan kehormatan, kelubursm mariabat, serts
perilaku hakim” telah dibalik oleh Pasal 13 huruf b ayat (1) juncto Pasal 20 UU NO 22 Tahun

2004 menjadi “menegakkan kehormatan dan keluheran martabat serta menjaga perilakn
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hakim™. Dengan terbaliknya rumusan kalimat tersebut, maka ketentuan Pasal 13 huruf b juncto
Pasal 20 UU No 22 Tahun 2004 dapat menimbulkan bias dan atau menciptakan intepretasi hukum
yang sangat iuas dan bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Ketidakjelasan norma
hukum yang dirumuskan ke dalam aturan hukum sebagaimana yang terdapat pada Pasal 13 huruf
b juncto Pasal 20 merupakan norma kabur (vague norm), yaitu dalam sebuah aturan hukum di
dalamnya terdapat pengertian yang isinya tidak dapat ditetapkan secara persis, schingga
lingkupannya tidak jefas. * Datam hal ini yang dimaksud dengan kaidah hukum atau norma
hukum dan aturan hukum, menurut JWJL.H. Bruggink dalam buku “Reflcksi Tentang Hukum”™
menjeiaskan bahwa:

“Kaidah hukum tidak hanya memainkan peranan dalam hubungan antara pember
perintah (pembentuk undang-undang) dan penerima perintah {justisiabel), melainkan
mempunyai jangkauan yang lebih fuas. Kaidah hukum adalah kaidah sosial yang hidup
dalam masyarakat hukum, yang berkaitan dengannys para justisiabel mempertautkan
harapan-harapan {ckspectation)} yang szh, terlepas dar apakah aturan hukum itu secara
langsung ditujukan kepada mercka atau tidak. Juga dalil bahwa suatu perumusan tertentu
dan kaidah huxum mewujudkan prototipe dari aturan hukum, hanya dapat dipertahankan
dari sudut suatu teonn hukum khusus tertentu Aturan-aturan hukum tampil dalam
berbagai perumusan yang berbeda-beda, dan orang hanya dapat mempertahankan teori
hukum yang demikian dengan misalnya mengadakan pembagian artifistal antara
peraturan yang mandiri dan perturan yang yang tidek mandiri. Arti peraturan hukum pada
akhirnya tidak dapat dibace hanya berdasarkan pada semata-mata bentuk sintatik dan
aturan itu sendiri. Tentu saja, jika ingin mempunyai arti, aturan hukum harus disusun
(dirumuskan) dalam bentuk sintatik yang tepat, tetapi kaidah hukum sebagai arti dari
aturan hukum dibentuk oleh konteks bahasa maupun konteks iuar bahasa. Aturan hukum
yang sama dibaca dan suatu optik yang berbeda oleh pembentuk undang-undang, para
hakim dan para justisiabel, yang berdasarkannys mercka dapat menderivikasi kaidah-
kaidah hukum yang berbeda-beda”.

Berkenaan dengan nomma kabur sebagaimana yang terdapat pada ketentuan Pasal 13
huruf b juncto Pasal 20 hal ini tefjadi karena terdapat pertentangan antara norma atau kaidah
hukum dengan undang-undang, sehingga hal ini menimbulkan konflik norma. Menurut Arief
Sidharts yang dimaksud dengan konflik norma yaitu suatu situasi dimana terdapat dua norma

adalah sah (valid), dimana yang satu memerintahkan serangkaian tingkah laku tertentu

¥ JJ.H.Burggink alih bahasa Arif Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, PT Citra Aditya Bhakti,
Bandung, 1999, hal 117.
* Ibid, hal 119.
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yang bertentangan (inkompetibel) dengan yang diperintahkan oleh yang disebut pertama
tadi, dipandang sebagai suatu kontradiksi logikzal. * Sehubungan penyelesaian konflik norma,
Philipus M.Hadjon dan Txtiek S.Djatmiati menyatakan bahwa: ™

“Dalam menghadapi satu kasus hukum, bisa terjadi ada 2 atau lebih undang-undang yang
secarg bersama-sama diterapkan pada kasus tersebut. Persoalan muncu! kalau terdapat
pertentangan antara norma dan undang-undang tersebut. Maka periu ditetapkan norma
mana yang harus ditetapkan.Langkah yang ditempuh adalah penyelesaian konflik norma.
Ada tipe penyelesalan berkaitan dengan asas preferensi hukum (yang meliputi asas lex
superior, asas lex specialis, dan asas lex posterior), yaitu 1) Pengingkaran (disavowal), 2)
Reintepretasi, 3) Pembatalan (/mvalidation), 4) Pemulihan (Remedy).
i. Pengingkaman (disavowal}
Langkah ini merupakan suatu paradok, dengan mempertahankan bahwa tidak ada
konflik norma.
Seringkali itu terjadi berkenaan dengan asas lex specialis dalam konflik pragmatis
atau dalam konflik logika diintepretasi secara pragmatis. Suatu contoh yang iazim
yaitu membedakan wilayah hukum seperti antara hukum privat dan hukum publik,
dengan berargumentasi bahwa 2 bidang hukum tersebut diterapkan secara terpisah,
meskipun dirasakan bahwa antara kedua ketentuan tersebut terdapat konflik norma.
2. Reintepretasi
Dalam kaitan pencrapan 3 asas preferensi hukum harus dibedakan yang pertama
adalah reintepretasi, yaitu dengan mengikuti asas-asas preferensi, mengintepretasi
kembali norma utama dengan cara yang lebih fleksibel.
Cara yang kedoa dengan mengintepretasi norma preferensi, dan kemudian
menerapkan porma tersebut dengan menyampingkan norma yang lain,

3. Pembatalan {Invalidation)
Ada 2 macam yaitu: 1. Abstrak Formal, 2. Praktikal
Pembatalan abstrak dan formal dilaksanakan misalnya oleh suatu lembaga khusus,
kalau di Indonesia pembatalan Peraturan Pemerintah ke bawah dilaksanakan oleh
Mahkamah Agung.
Pembatalan praktikal, yaitu tidak menerapkan norma tersebut di dalam kasus konkrit.
Note: Di Indonesia, dalam praktek peradilan dikenal dengan menyampingkan.
Contoh dalam kasus Tempo hakim menyampingkan Peraturan Menteri Penerangan
oleh karena bertentangan dengan Undang-Umdang Pers.

4. Pemulihan (Remedy)
Mempertimbangkan pemulihan dapat membatalkan satu ketentuan.
Misal: dalam hal satu noma yang unggul dalam arti Overruled Norm, berkaitan
dengan aspek ekonomi maka sebagai ganti membatalkan norma yang kalah, maka
dengan cara memberikan kompensasi.

Dengan demikian, langksh untuk menyclesaikan konflik norma yang terdapat dalam

Pasal 13 huruf b juncto Pasal 20 UU Tahun 2004 terhadap Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah

2 Arif Sidharts, Hukum Dan Logika, Cetakan kedua, 2002, hal 28.
* Philipus M.Hadjon dan Tatiek S.Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gajdah Mada University Press,
2005, hal 31-32.
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dengan menggunakan asas preferensi hukum /ex superior. Berdasarkan asas lex superior derograt
legt generali, pasal-pasai yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan yaitu Pasal 13 huruf b,
Pasal 20, Pasal 2], dan Pasal 22 UU No 22 Tahun 2004 harus dibataikan. Dalam hal ini
pembatalan (invalidation) telah dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah
Konstitusi yang terbuka untuk umum pada harn Rabu, 23 Agustus 2006,

Berkaitan dengan fungsi pengawasan Komisi Yudisial, dalam hal ini Mahkamah
Konstitusi berpendapat bahwa:

- Menimbang bahwa “Pasal 20 UU Komisi Yudisial sebagai penjabaran Pasal 24B ayat (1)
UUD 1945 berbunyi “Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 hwruf b, Komisi Yudisial mempunyai tugas pengawasan terhadap perilaku hakim
dalam rangka menegakkan kehormaian dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku
hakim dapat diuraikan menjadi:

i. Pengawasan teshadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan
dan keluhuran martabat,
it. Pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menjaga perilaku hakim,

Sementar itu, Pasal 13 huruf b yang dirujuk oleh Pasal 20 menyatakan bahwa “Komisi
Yudisial mempuriyai wewenang menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta
menjuga perilaku hakim”. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 24B ayat (1) yang
menyatakan bahwa “...... ... mempuryai wewenang lain dalam rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakin”. Dengan demikian
lingkup wewenang lain dalam rumusan Pasal 20 UU Komisi Yudisial berbeda dari
rumusan Pasal 24B ayat (1} UUD 1945 yang menimbulkan implikasi ketidakpastian
hukum (rechtsonzekerheid) dalam pencrapannya. Karena Pasal 24B ayat (1) UUD 1945
menentukan bahwa “ wewenang lain” Komisi Yudisial adalah dalam rangka menjaga dan
menegakkan yang dapat diartikan buksn hanya tindakan preventif atau korektif, tetapi
juga meningkatkan pemahaman, kesadaran, kualitas, dan komitmen profesional yang
bermuara pada tingkat kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim yang
diharapkan. Hal tersebut bukan hanya timbul dari pengawasan, tetapi juga dari
pembinaan dan pendidikan etik profesional bagi para hakim, termasuk pendidikan
tentang etika hakim pada masyarakat. Dalam konteks yang demikian itulah hubungan
kemitraan (partenership) antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mutlak
diperiukan tanpa mempengaruhi kemandirian masing-masing”.

~ Menimbang bahwa pelaksana fungsi pengawasan yang lahir dari ketidakpastian hukum
(rechtsonzekerheid) sebagai akibat dari tidak adanya norma yang jelas tentang ruang
lingkup pengertian perilaku hakim dan pengawasan teknis justisial terkait dengan batas-
batas akuntabilitas dari perspektif perilaku hakim dengan kemandirian hakim dalam
melaksanakan tugas justisialnya, secara kasat mata merupakan intervensi terhadap
kekuasaan kehakiman berupa pressure atau tekanan yang bersifat langsung atau tidak
langsung, karena Komisi Yudisial memposisikan tafSiran sendini sebagai tafsiran hukum
yang benar,
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~ Menimbang penjabaran konsep pengawasan dalam UUKY menimmbulkan ketidakpastian
hukum karena yang scharusnya menjadi objek dan wewenang lain KY menurut Pasal 24B
ayat {1) UUD 1945 adalah pelaksanaan kode etik dank ode perilaku hakim dalam rangka
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Oleh
karena ity harus ada kejelasan terlebih dahulu norma yang mengatur tentang pengertian
dan ruang lingkup perilaku hakim, terutama yang menyangkut kaidah-kaidah matenilnya,
termasuk kepastian siapa yang membuat kode etik dan penlaku yang dimaksud. Hal-hal
tersebut tidak diatur sama sckali dalam UUKY. Yang diatur secara nnci justru hanya
menyangkut pengawasan. Ketidakjeiasan yang demikian mengakibatkan ketidakpastian
karena semcntara penpawasan diatur secara rinci, sedangkan perilaku hakim sebagal objek
pengawasan yanp hendak diawasi justru tidak jelas. Ketidakjelasan dimaksud
mengakibatkan tafsiran yang tidak tepat bahkan bertentangan dengan UUD 1645, karena
telah menimbulkan penafsiran yang kemudian menjadi sikap resmi KY scndin bahwa
penilaian perilaku hakim dilakukan melalui penilaian terhadap putusan hakim™.

Pendapat Mahkamah Konstitusi diatas merupakan ratio decidendi untuk menolak pelaksanaan
fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Komisi Yudisial scbagaimana dirumuskan dalam
ketentuan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 UU No 22 Tahun 2004.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

-~ Pasal | angka 5 sepanjang mengenai kata-kata “Hakim Mahkmah Konstitusi”

- Pasal 20, yang berbunyi “datam melaksanakan Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial mempunyai
tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan
kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim™,

-~ Pasal 21, yang berbunyi “untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatunan
sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atan Mahkamah Konstitusi.

— Pasal 22 ayat {1) huruf e, yang berbunyi * [Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 20, Komisi Yudisial membuat laporan hasil pemeriksaan yang
berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah
Konstitusi, serta tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

- Pasal 22 ayat (5), yang berbunyi “Dalam hal peradilan atau hakim yang tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4}, Mahkamah Agung dan/atau Mahkmah
Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim
untuk memberikan keterangan atau data yang diminta.

— Pasal 23 ayat {2), yang berbunyl “Usul penjatuhan sanksi sebagaimana yang dimaksud pada
avat (1) huruf a beserta alasan dan kesalahannya bersifat mengikat, disampaikan oleh Komisi
Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi”.
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~ Pasal 23 ayat (3), yang berbunyi “Usul penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b danhuruf ¢ diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/atau
Mahkamah Konstitusi™,

-~ Pasal 23 ayat (5), yang berbunyi “Dalam hal pembelaan diri ditolak, usul pemberhentian
hakim diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada Presiden
paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pembelaan diri ditolak oleh Majelis Kehormatan
Hakim®™.

~ Pasal 24 ayat (1), yang berbunyi “Komisi Yudisial dapat mengajukan usul kepada Mahkamah
Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas
prestasi dan jasanya dalam mencgakkan kehormatan dan keluhuran martabat scrta menjaga
perilaku hakim™.

- Pasal 25 ayat (3), sepanjang menganai kata-kata “dan/atau Mahkamah Konstitusi”

- Pasal 25 ayat (4), sepanjang menganai kata-kata “dan/atau Mahkamah Konstitusi™,

~ UU Repubiik Indonesia Ndmor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 89, Tambahan lLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4415) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

~ Pasal 34 ayat (3} UU No 4 Tahun 2005 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004,
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) tidak mempunyai
kekuatan bokum yang mengikat,

Bertolak dan uraian diatss, jelas bahwa kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi
Yudisial dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim scbagaimana yang diatur
dalam Pasal 24A ayat (1) juncto Pasal 248 ayat (1) UUD 1945, dan selanjutnya secara eksptisit
dijabarkan dan dilaksanakan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman telah menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan
pengawasan, hal ini disebabkan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sama-sama memilki
dasar hukum yang kuat, yaitu UUD 1945 dan undang-undang Oleh sebab itu, guna

menghindarkan tumpang tindih dalam menjalankan kewenangan dalam melfakukan fungsi
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pengawasan, maka sebagai konsekwensi lebih lanjut pangaturan tentang Komisi Yudisial dalam

UUD 1945 harus ditempatkan di luar Bab 1X-Kekuasaan Kchakiman *

B. Pengawasan Perilaku Hakim Olek Mahkamah Agung

Dengan semakin meluasnya kewenangan Mahkamah Agung seteiah pemberiakuan sistem
penyatu-atapan, maka diperlukan pengawasan dan pembinaan yang solid terhadap lembaga
Mahkzmah Agung beserta jajaran pengadilan yang berada di bawahnya yang meliputi lingkungan
peradilan umum, peradilan agama, peradilan peradilan militer dan peradilan tata usaha negara .
Hal ini bukan disebabkan olech adanya sorotan negatif dari berbagai pihak kepada lembaga
peradilan, akan tetapi pengawasan merupakan satu-satunya cara yang memiliki akses langung
untuk menegakkan integritas, citra, dan wibawa pengadilan sebagai lembags yang terhormat,
Disamping itu pembinaan merupakan sarana strategis untuk membangun sumber daya menusia
hakim yang profesional dan memiliki integritas moral.

Walaupun secara jelas dan tegas bahwa jaminan kekuasaan kehakiman diatur dalam
konstitusi”’ dan undang-undang organik lainnya, namun dalam pelaksanaannya sangat tergantung
pada kualitas, integritas, dan kinerja sumber daya manusia hakim sebagai penyelenggara
kekuakasaan kehakiman. Hal ini juga dikemukakan oleh Philipus M.Hadjon yang menyatakan
bahwa:*

“Walaupun menurut Undang-Undang Dasar dan  undang-undang kekuasaan

kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dari campur tangan siapapun

dalam menyelenggarakan peradilan, akan tetapi dalam kenyataan hal itu tergantung
pada pribadi hakim”.

M Philipus M. Hadjon, Penataan Kembali Hubungan Dan Kewenanagan Pengawasan Komisi
Yudisial Didasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.0QS/PUU-IV/2006, Op Cit, 2007,
** Jaminan dalam mencgakkan kekuasaan kehakimean distur secara tegas dalam Pasal 24 ayat (1)
UUD 1945 yang menyatakan bahwa “ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
mydmlgnmlmn peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan™.
Philipus M.Hadjon, Pengamtar Hukum Administrasi Indonesia-introduction to the Indonesian
Administration Law, Gajdah Mada University Press, 2002, hal 296,
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Dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, setiap kekuasaan termasuk kekuassan
kehakiman selalu rentan dan mengandung potensi untuk disalahgunakan (misbruik van recht) dan
dilaksanakan dengan melampaui wewenang (defournament de pouvoir).”” Hal tersebut sesuai
dengan apa dikatakan oleh Balinfente bahwa setiap kekuasaan tanpa disertai pengawasan maka
cepal atau lambat kekuasaan tersebutl akan disalahgunakan™ (geen macht zonder toeziht) dan
Acton yang mengatakan bahwa “power tends 10 corrupt™”* Menurut Bagir Manaan hal ini dapat
terjadi karena dua hal, yaitu:**

1. Kekuasaan mengadung hak dan kewajiban (recht en hevoegdheids)
2. Hak dan wewcnang tersebut memberi posisi lebih terhadap subjek yang dituniut atau para
pencari keadilan.

Untuk menghindarkan kekiasaan kehakiman dari penyalahgunaan kekuasaan, diperlukan
pengawasan dan sekaligus pembinaan kepada sumber daya manusia pelaku kekuasaan kehakiman
terutama kepada hakim. Salah satu tujuan dan pelaksanaan fungsi pengawasan perilaku terhadap
hakim adalah untuk mencegah atau mendeteksi terjadinya suatu perilaku yang tidak diinginkan
atau perilaku yang dilarang. Dalam hal ini pembenahan terhadap sistem pengawasan internal
Mahkamah Agung perlu dijakukan karena adanya dua (2) alasan penting, yakni:*

1. Sistem pengawasan merupakan satu-satunya sistem yang memiliki akses langsung

untuk menegakkan integritas hakim dan personel pengadilan.

2. Dengan meluasnya kewenangan Mahkamah Agung sebagai konsekuensi penerapan
penyatu-atapan (one roof system), dibutuhkan sistemn pengawasan yang lebih solid,
karena adanya kewenangan-kewenangan baru tersebut juga membuka kemungkinan
terjadinya penyimpangan dan penyelewengan.

" Ahmad Kamil, Managemen Perubahan Paradigma Kepemimpinan Peradilan Pasca Sartu Atap
Di Bawah Mahkamah Agung R I, Majalah Hukum Varia peradilan No 239 Agustus 2005, hal 17,

** Ahmad Kamil, Tbid, hal 19,

* Bagir Manan, Kedudukan Penegak Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,
IKAH]I, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke XXI No.243, Febuari, 2006, 9.

4 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kajian Pengembangan Sistem, Mekanisme serta Tata
Kerja, Pengawasan, Penilaian Kualitas dan Kinerja Hakim, 2005, hal 13,
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Scbagaimana yang telsh diuraikan diatas, dengan berpijak pada ketentuan Pasal 11 ayat
{(4) UL No 4 Tahun 2004 jurncto Pasal 32 UU No 5 Tahun 2004, secara melekat (inherent)
Mahkamah Agung mempunyai fungsi pengawasan tertinggi dari seluruh badan peradilan yang
berada di bawahnya. Adapun dasar hukum Mahkmah Agung dalam melakukan pengawasan
terhadap empat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya yaitu:

. Pasal 24 ayat (2) juncto Pasal 24A ayat (1) UUD 1945
2. Pasal 11 ayat {(4) Ul) No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kchakiman
3. Pasal 32 UU No 5 Tahun 2003 tentang Mahkamah Agung
4. Pasal 13 UU No 8 Tahun 2004 tentang Peradifan Umum
5. Pasal 5 UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
6. Pasal 44 UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
7. Pasal 13 UU 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Dari ke-enam peraturan perundang-undangan tentang penyelenggamsn kekuasaan kehakiman

diatas tidak mengatur secara cksplisit mengenai struktur dan mekanisme pengawasan, maka
dalam hal ini diperlukan suatu peraturan perundang-undangan lebih lanjut umtuk dijadikan
sebagai petunjuk-petunjuk oleh Mahkmah Agung dalam melakukan fungsi pengawasan.

Sebagai tindak lanjux dari Pasal 11 ayat (4) UU No 4 Tahun 2004 juncto Pasat 32 UU No
5 Tahun 2004, maka pada tanggal 24 Agustus 2006, Mahkamah Agung telah menetapkan
Keputusan Ketua Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA / 080/ SK / VHI 7 2006
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Peradilan. Pada dasarnya Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Peradilan merupakan peturjuk bagi para pejabat di
lingkungan lembaga peradilan dalam melakukan tugas pengawasan, baik dalam metode
pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional. Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka
semua ketentuan tentang pelaksanaan pengawasan di lingkungan lemgeba peradilan sepanjang

yang telah diatur dalam keputusan ini dinyatakan tidak berlaku fagi.*'

“ Dalam Konsideran, Bagian Memutuskan Angka Ketiga Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor: KMA/GBI/SK/VII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dy
Lingkungan Lembaga Peradilan
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Berdasarkan Keputusan Kctua Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA / 080/
SK / VIII / 2006, pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk:

8. Memperoleh informasi apakah penycienggraan teknis peradilan, pengelolaan
administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan
sesuai sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan

lugas-lugas peradilan.
¢. Mencegah terjadinya penyimpangan, maladministrasi, dan ketidakefisienan

penyelenggaraan peradilan,
d. Menilai kinerja aparat pelaku kekuasaan kehakiman.

Pengawasan di lingkungan peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bertujuan untuk
dapat mengetahui kenyatasn yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimipinan
Mahkamah Agung, dan atau pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan
yang diperlukan menyangkut pefaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan
kinerja pelayanan publik pengadilan.
Disamping itu pengawasan yang dilakukan secara intemal yang dilakukan oleh Mahkamah
Agung di lingkungan peradilan berfungsi untuk:
a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana
mestinya, dan aparat pengadilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
¢. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan

yang meliputi: kualitas putusan, penyelessian perkara yang cepat, dan biaya
perkara yang murah.
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Dalam menajalankan fungsi pengawasan terhadap perilaku hekim, Mahkamah Agung

berpegang teguh pada prinsip-prinsip:*’

8. lndependensi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan semata-mata untuk
kepentingan lembaga peradilan, tanpa ditumpangi olch kepentingan-kepentingan
lainnya.

b. Objektifitas, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan menggunakan
kriteria-kniteria yang tclah ditentukan sebelumnya yang antara lain adalah: hukum
acara, peraturan perundang-undangan yang terkait, petunjuk-petunjuk Mahkmah
Agung, Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim (Code af Conducr).

¢. Kompeteasi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan oleh aparat/personil
yang ditunjuk untuk itu dengan wewenang, pertanggungjawaban, dan uraian tugas
yang jelas,

d. Formalistik, dalam pangertian bahwa dalam pengawasan dilakukan berdasarkan
aturan dan mekanisme yang telah ditentukan,

¢. Koordinasi, dalam pengertian bahwa pengawasan yang dilakukan dengan
sepengetahuan pihak-pihak terkait untuk mencegah terjadinya Over-Lapping.

f. Integrasi dan Sinkronisasi, dalam pengertian bahwa pengawasan dilakukan dengan
melibatkan pihak-pihak yang terkait untuk mencegah terjadinya tumpang-tindih dalam
melakukan pengawasan.

g Efisien, Efektif, dsn Ekomomis, dalam pengcrtian bahwa pengawasan harus
dilakukan dengan waktu yang cepat, biaya yang ringan, dan dengan hasil yang
bermanfaat secara maksimal.

Adapun yang menjadi objek pengawasan hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung

meliputi:

2 Lampiran 1 Huruf E Nomor (2), Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: KMA / 080 / SK / VIII / 2006 Tentang Pedoman Peisksanaan Pengawasan Di Lingkungan
Lembaga Peradilan,
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1. Seluruh Satuan Kerja / Unit di lingkungan Mahkamah Agung R 1
2. Semua Pengadilan Tingkat Banding dari keempat lingkungan peradifan
3. Semua Pengadilan Tingkat Pertama dari keempat lingkungan peradilan.

Ruang lingkup dan sasaran pengawasan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung meliputi:

1. Bidang Teknis Peradilan, pengawasan dalam bidang ini  bertujuan untuk
meningkatkan kemamguan tekhnis hakim dalam menangani perkara dan mengontrol
kualitas putusan. Dalam hal int, untuk mengukur kemampuan teknis yudisial hakim
terdapat tiga (3) hal yang dijadiken kriteria penilaian, yaitu mehiputi: penguasaan
ilmu hukum serta nalar hukum, penguasaan hukum metenil dan formil, serta
penguasaan teknis persidangan.

2. Bidang Administrasi dan Finansial Peradilan, pengawasan ini bertujuan untuk
meningkatkan pelayanan hukum kepada pencasi keadilan (justiceseekers).

3. Bidang perbuatan dan tingkah (aku hakim dan pejabat kepaniteraan serta pegawai
pengadilan, pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan integritas, kepribadian,
dan professionalitas.

Berkaitan dengan ruang lingkup pengawasan diatas, dengan mengacu pada Pasal 9 Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA /005 / SK / [11 / 1994 Tentang Pengawasan dan Evaluasi
atas Hasil Pengawasan Olch Mahkamah Agung, unsur-unsur yang termasuk dalam pengawasan
adalah:

1. Pengawasan dalam bidang tekhnis yudisial, yaitu meliputi:
a. Kemampuan teknis dalam menangani perkara
b. Penyusunan berita acara sidang
¢. Pembuatan dan penyisian dafiar kegiatan sidang
d. Tenggang waktu penyelesaian perkara
¢. Penyelesaian minutasi
f. Kualitas putusan
g Minutasi
2, Pengawasan dalam bidang administrasi peradilan, yaitu meliputi: :
a. Tertib prosedur penetimaan perkara
b. Tertib registrasi perkara
¢. Tertib keuangan perkara
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d. Tertib pemeriksaan buku kcuangan perkara
¢. Tertib kearsipan perkara
f. Tertib pembuatan laporan perkara
g. Eksekusi putusan

3. Pengawasan dalam tingksh laku hakim, dalam pengawasan ini, berdasarkan pada
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/OG6/SK/II/1994 Tentang
Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan Oleh Mahkamah Agung dibagi
menjadi dua, yang terdini dari aspek periiaku dalam kedinasan dan aspek perilaku
diluar kedinasan.
3.1 Perilaku dalam kedinasan, yang meliputi:

a. Kesctiaan
b. Ketaatan

prestasi

a o

Tanggung lawab
¢. Kejujuran
f. Kerjasama
g. Prakarsa dan Kepemimpinan.
3.2 Perilaku di luar kedinasan, yang meliputi:
a. Tertib Keluarga

b. Hubungan dengan masyarakat

Berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan terhadap tingkah leku hakim yang dilakukan
oleh Mahkmaah Agung, secara normatif pengawasan terhadap perilaku hakim didasarkan pada
Pasal 32 ayat (2) UU No 14 Tahun 1985 yang kemudian dirubah dengan UU No 5 Tahun 2004
yang menyatakan bahwa “Mahkmah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di
semua lingkungan Peradilan dalam menjalankan tugasnya” Dalam hal ini Wildan Suywthi
mengemukakan bahwa:*’

“Yang dimaksud dengan pengawasan terhadap tingkah jaku perbuatan hakim/pejabat

peradilan dalam hal ini adalah pengawasan terhadap tingkah laku perbuatan (pekerjaan)
pengadilan-pengadilan dan para hakim serta paniters, yang mengurangi kewajaran

“ Wildan Suyuthi, Etika Profesi Kode Etik, Dan Hakim Dalam Pandangan Agama, Makalah
Yang Disampaikan Pada Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim, dan Makalah
Yang Berkaitan, Mahkamsah Agung Republik Indonesia, 2006, hai 81.
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jalannya peradilan. Pelaksanaan pengawasan di bidang perilaku pejabat peradilan (hakim
dan pecjabat kepaniteraan) dilakukan berdasarkan temuan-temuan, penyimpangan-
penyimpangan yang dilakukan oleh hakim dan panitera, baik yang ditemukan atas dasar
laporan hasi pengawasan internal, maupun atas dasar laporan masyarakat, media massa,
dan lain-lain pengawasan eksternal. Bila ditemukan adanya indikasi-indikasi
penyimpangan atau laporan penyimpangan, maks scgera diadakan pengawasan
mendadak dengan mengadakan pemeriksaan atas kebenaran atau laporan tersebut”.
Bertolak pada urmian diatas, dalam menjalankan pengawasan terhadap perbuatan dan
tingkah laku hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tidak semata-mata dilakukan hakim
ketika menjalankan tugas kedinasan schani-hari, akan \ctapi pengawasan terhadap perbuatan para
hakim juga dilakukan di luar kedinasan, yaitu ketika hakim berinteraksi dengan masyarakat.
Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi pengawasan, terdapat tiga (3) aspek yang
berhubungan erat dengan pengawasan perilaku hakim yaitu:*

I. Struktur organ pengawasan.
2. Metode pengawasan.

3. Acuan yang dipergunakan dalam melakukan pengawasan.

1. Struktur Organ Pengawasan Mahkamah Agung
Perubahan UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang dirubah menjadi UU

No 5 Tahun 2004 telah merubah secara signifikan pada struktur organisasi Mahkamah Agung,
termasuk organisasi pengawasannya.

Semula berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No 14 Tahun 1985, pimpinan Hakim
Agung hanya terdiri dani seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, akan tetapi dengan ketentuan
Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU No § Tahun 2004 ditentukan bahwa pimpinan Mahkamah Agung
terdin dan seorang Ketua Mahkamah Agung dan dua orang Wakil Ketua, yaitu Wakil Ketua
Bidang Yudisial dan Wakil Ketua Non Yudisial. Wakil Ketua Bidang Yudisial membawahi
Ketua Muda Perdata, Ketua Muda Pidana, Ketua Muda Agama, Ketua Muda Militer, dan Ketua
Muda Tata Usaha Negara, sedangkan Wakil Ketua Non Yudisial membawahi Ketua Muda

Pengawasan dan Ketua Muda Pembinaan. Disamping itu, kalau dalam Pasal 27 UU No 14 Tahun

4 Mahkamah Agung R.1, Op Cit, 2005, hat 90.
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1985 ditentukan bahwa Panitera Mahkamah Agung merangkap jabatan Sckretaris Jenderal
Mahkmsah Agung, maka dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU No 5 Tahun 2004, ditetapkan
adanya secrang Sekretaris di Mahkamah Agung dan ketentuan Pasal 27 UU No 14 Tahun 1985
dihapus. Ini berarti, istilah Sekretaris Jenderal ditiadakan dan Panitera tidsk lagi merangkap
jabatan Sckertaris: jabatan Panitera dan Sekretanis dipisahkan,

Dalam Pasal 25 ayat (3) UU No $ Tahun 2004 dutetapkan pada Schkertanat Mahkamah
Agung dibentuk beberapa Direktorat Jenderal dan Badan yang dipimpin oleh beberapa Direktur
Jenderal dan Badan yang dipimpin olch beberapa Direktur Jenderal. Dan dalam Pesal 25 ayat (5)
UU No 5 Tahun 2005 ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata
kerja Sekretariat dan Badan pada Mahkumah Agung ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas
usui Ketua Mahkamah Agung.

Berkaitan dengan struktur orgamsasi Mahkamah Agung, telsh diterbitkan Peraturan
Presiden No 13 Tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan
Peraturan Presiden No 14 Tahun 2005 tanggal 31 Januan 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah
Agung. Kedua Peraturan Presiden tersebut selanjutnya dijabarkan oleh Mahkamah Agung dengan
mengeluarkan keputusan sebagai berikut:

i. Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/O18/SK/TH/2006 tanggal 14 Maret 2006
tentang Organisast dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung R.1

2. Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/SEK/07/SK/T1/2006 tanggal 13 Maret
2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekertariat Mahkamah Agung R 1

Ditinjau dari sudut administrasi pengawasan, maka berdasarkan Peraturan Presiden No
13 Tahun 2005 dan Keputusan Sekertariat Mahkamah Agung R.I Nomor: MA/SEKA7/111/2006
telah ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

I. Pasal 4 huruf d Peraturan Presiden No 13 Tahun 2005 juncto Pasal 4 huruf d
Keputusan Sekertariat Mahkamah Agung R.I Nomor: MA/SEK/AQ7/11/2006
menetapkan bahwa dalam Sekertariat Mahkamah Agung ditetapkan adanya sebuah
Badan Pengawasan.
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2. Pasal 14 Peraturan Presiden No 13 Tahun 2005 menctapkan bahwa “Badan Pengawas
ini dipimpin oleh sebuah Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sckertaris Mahkamah Agung.

3. Pasal 16 Peraturan Presiden No 13 Tahun 2005 juncto Pasal 257 Keputusan
Sekertariat Mahkamah Agung R.] Nomor: MA/SEK/07/H1/2006 menetapkan Badan
Pengawas bertugas membantu Sekertari Mahkamah Agung dalam melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan di
semua lingkungan peradilan.

Adapun yang dimaksud dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung, berdasarkan
Keputusan Ketua Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA /080 / SK /7 VIl / 2006
adalah satuan kerja pengawasan fungsional pada Mahkamah Agung yang melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Ingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di
semua lingkungan peradiian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Presiden No 13 Tahun 2005 juncto Pasal 258
Keputusan Sckertariat Mahkamah Agung R.1 Nomor: MA/SEK/A7/111/2006, Badan Pengawasan
Mahkamah Agung menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di
lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan Peradilan di
bawah Mahkamah Agung.

2. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung dan
Pengadilan di semua lingkungan peradilan dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

3. Pelaksanaan administrasi Badan Peradilan.

Dalam Pasal 259 Keputusan Sekertariat Mahkamah Agung R.I Nomor: MA/SEK/07/111/2006
juga mengatur organisasi Badan Pengawasan Mahkamah Agung, yang terdini atas:

1. Sekertariat Badan Pengawasan.
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2. Inspcktorat Wilayah [, wilayah pengawasannys meliputi; Nanggroe Aceh
Darussalam, Sumatera Utara, Riaw, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan,
Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung,

3. lInspektorat Wilayah I, wilayah pengawasannya meliputi : Banten, DKI1 Jakarta
(termasuk unit organisasi yang ada di Mahkamah Agung), Jawa Barat, Jawa Tengah,
Daerah Istimewa Jogyakarta, Jawa Timur, dan Bali

4. Inspekiorat Wilayah IH, wilayah pengawasan meliputi: Kalimantan Barat,
Kalimantan Tengah, Kalimantan Sclatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi
Utara, Sulawasi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

S. [Inspektorat Wilayah 1V, wilayah pengawasan meliputi: Nusa Tenggara Barat, Nusa
Tenggra Timur, Maluku, Maluku Utara, dan lrian Jaya.

Menurut Keputusan Sekertariat Mahkamah Agung R.1 Nomor: MA/SEK/07/111/2006
tersebut, pada setiap inspeklorat wilaysh, ditempatkan suatu Kelompok Jjabatan Fungsional |
Auditor. Dengan demikian, Peraturan Presiden No 13 Tahun 2005 dan Keputusan Sekertariat
Mahkamah Agung R.I Nomor: MA/SEK/07/111/2006 tersebut, berarti telah meningkatkan status
keiembagaan Asisten Bidang pengawasan dan Pembinaan menjadi sebuah Badan. Schingga, di
lingkungan Mahkemah Agung ada dua (2) lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan
fungsional, yaitu Ketus Muda Pengawasan yang berada di bawah kendali Wakil Ketua Muda
Mahkamah Agung Bidang Non Yudisia! dan Ketuz Muda Pembinaan yang berada di bawsah
koordinasi Sekertaris Mahkamah Agung.

Mengingat jumiah personal hakim yakni sebanyak 7500 personel yang berada di empat
lingkungan peradilan beik pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding yang
tersebar di seluruh Indonesia, yang hal ini berakibat pada rentang kendali kontrol (spend of
control) Mahkamah Agung menjadi sangat luas. Oleh karena ity, dalam rangka lebih
mengoptimalkan fungsi pengawasan hakim di daerah, Mahkamah Agung dapat memberikan
kewenangannya kepada Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan (voor post) Mahkamah
Agung dalam pengawasan terhadap tingkah laku hakim di daerah. Hal tersebut bertujuan untuk

meningkatkan fungsi pengawasan dan pembinsan sebagai alat penyeimbang kekuasaan
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kchakiman yang merdeka guna mewujudkan hakim yang memilki integritas dan kepribadian yang
tidak tercela, jujur, adil, profesional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 UU No 4 Tahun
2004 Temang Kekuasaan Kehakiman.'* Berkaitan dengan urgensi pengawasan tingkah laku
hakim di daerah, Sudsrio R.Suwarno mengemukakan bahwa:*
“Pengawasan yang paling efektif dilaksanakan adalah pengawasan melekat (yakni
pengawasan yang dilakukan oleh pengadilan tingkat banding tanpa menunggu
perintah dari Ketua Mahkamsh Agung R.1), apalagi di era tanparasi ini lembaga
peradilan berpacu dengan waktu publikasi atas pengawasan oleh masyarakat.
Statement atau keterangan awal dari tingkat pengadilan banding akan mengeleminir
alau memperjelas atau menetralisir berita negatif yang ditujukan kepada lembaga
peradilan, sekalipus merupakan koridor atas “kebebasan” dan para hakim. Atay
dengan kata lain kecepatan bertindak berdasar wewenang pengawasan yang telah
diberikan oleh undang-undang dengan jalan memberikan petunjuk, teguran, dan
peringatan kepada hakim; kedalam merupakan unsur pembinaan, kefuar merupakan
refleksi atas kesungguhan pimpinan pengadilan pada khususnya, dan Pimpinan
Mahkamah Agung pada umumnya untuk mengangkat citra dan wibawa peradilan”.
Pendelegasian wewenang olch Mahkamah Agung kepada Pengadilan Tinggi untuk
melakukan pengawasan hakim di dacrah, secars khusus diatur dalam Pasal 32 ayat (3) UU No 5
Tahun 2004 yang menyatakan bahwa “Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan
tentang hal-hal yang bersangkutan dengan tekhnis peradilan dari semua lingkungan peradilan”,
Sclanjutnya pemberian wewenang dari Mahkamah Agung kepada Pengadilan Tinggi tersebut
diuraikan dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (3) UU No 5 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa
“Kewenangan untuk melaksanakan pengawasan oleh Mahkamah Agung dapat di delegasikan
kepada Pengadilan Tingkat Banding di semua lingkungan peradilan”. Dalam hal ini UU No 5
Tahun 2005 tidak mengatur dan merinci secara spesifik mengenai aturan pengawasan dan
pendelegasian kewenangannya, dalam hal ini scharusnya Mahkamah Agung berinisiatif untuk
mengatumya sendin lebih lanjut.
Dasar hukum Pengadilan Tinggi dalam melakukan pengawasan hakim di bawah wilayah

hukumnya, yaitu:

“ Sudarto Radyo Suwamo, Aspek Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Sumber Daya Peiaku
Kekuasoan Kehakiman, Makalah Yang Disampaikan Dalam Rapat Kesja Nasional Mahkamsh Agung
WJ&MP&M]MWWMMWM;M&M&

Ibid, hal 8.
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1. Pasal 53 Ul No 8 Tehun 2004 tentang Peradilan Umum

Pasal 53 UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Pasal 44 Ul No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Pasal 52 UU No 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

AW

Adapun isi pokok dari pasal-pasal terscbut diatas adaiah sebagai berikut:

}. Ketus Pengaditan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku
H{akim, Panitera, Sckretanis, dan Jurusita di daerah hukumnya.

2.  Ketua Pengadilan Tinggi di daergh hukumnya melakukan pengawasan terhadap
jalannya peradilan di tingkat Pengadiian Tingkat Pertama dan menjaga agar peradilan
diselenggarakan dengan scksama dan sewajarmya.

3. Dalam meclaksanakan pengawasan, Ketua Pengadilan dapal memberikan petunjuk,

tegoran, dan peringatan yang dipandang periu.
4. Pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam mernertksa dan

memutus perkara.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1988 tanggal 18 Febuan
1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas Antara Ketua Pengadilan Tinggi/ Negan dan Wakil
Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri (juga terdapat dalam lampiran mengenai bagan Pembinaan
Peradilan “Court Management™) dicantumkan bahwa sasaran pengawasan yang dilakukan oleh
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negari ada tiga, yaitu mengenai:

1. Keuangan (money) baik dalam keuangan perkara maupun anggran nutin.

2. Personalia {men), yang dilakukan berkaitan dengan moralitas dan kemampuan teknis
maupun adniinistratif terhadap hakim, pejabat/pegawai kepaniteraan maupun
kesekertanatan,

3. Peralatan (material).

Mengingat unit pengawasan fungsional di tingkat pertama dan pengadilan di tingkat
banding belum terbentuk seperti unit pengawasan fungsional seperti di Mahkamah Agung, maka
dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan di Pengadilan Tingkat Banding baru dibentuk Hakim

Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang, sedangkan berdasarkan Instruksi
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Mahkamah Agung No.MA/KUMDIL207/VHV 1994 di pengadilan tingkat pertama baru

dibentuk Hakim Pengawas Bidang.*’

2. Metode Pengawasan Perilaku Hakim Oleb Mabkamah Agung

Berkaitan dalam pelaksanakan fungsi pengawasan Mahkamah Agung scbagai lembaga
peradiian tertinggi negara beserta badan peradilan yang berads di bawahnya telah melaksanakan
beberapa jenis pengawasan. Jenis pengawasan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung diatur
dalam Lampiran | Keputusan Ketua Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA / 080 /
SK / VIH / 2006, yaitu:**

1. Peagawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri, dalam hal
ini pengawasan yang dilakukan oleh Mahkmah Agung yang mencakup 2 (dua) bentuk
pengawasan, yaitu :

a. Pengawasan Melekat (Built in Control), adalah scrangkeian kegiatan yang bersifat
pengendalian yang terus-mencrus dilakukan atasan [angsung terhadap bawahannya secara
preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan berjalan secara cfektif dan efisien
sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundan-undangan yang berlaku.
Pclakasanaan melekat ini dilaksanakan oleh setiap pimpinan satuan organisasi
lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di semua lingkungan peradilan,

b. Pengawasan Fungsional, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan
ditunjuk sccara khusus (exclusively assigned) untuk melaksanakan tugas tersebut dalam
satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk ite. Dilingkungan lembaga peradilan,
pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung
Repubiik Indonesia.

Dalam hal ini Mahkamah Agung pada tahun 2001 telah membentuk Ketuz Muda
Pengawasan dan Pembinaan sebagai respon tuntutan masyarakat. Disamping itu, pada
tahun 2002 pertama kalinya Mahkamah Agung secara formal memiliki unit pengawasan

7 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung R.1, Op Cit,
hal 98,

“ Mohammad Arif, Aspek Pengawasan Dan Pembinaan Terhodap Sumber Daya Manuasia
Pelaku Kekuosoan Kehakiman, Makalah Yang Disampaikan Pada Rapat Kerja Nasions! (RAKERNAS)
Mahkamah Agung R.1 Dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingiamgan Peradilan Seluruh Indonesia, 2006,
hal 4.
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fungsional dengan dibentuknya Supporting Unit Asisten Bidang Pengawasan dan

Pembinaan.

2. Pengawasan Eksternal, dilakukan oleh :

a. Komisi Yudisial, berdasarkan Pasal 24B UUD 1945 yang menyatakan bahwa
“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangakatan
hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan
mencgakkan kehormatan, kefuhuran martabat, serta perilaku hakim”, Wewenang
lain yang terdapat dalam Pasal 24B UUD 1945 ini bermuara pada pengawasan
perilaku (condunct) hakim.,

b. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu pengawasan cksternal khusus terhadap

penggunaan keuangan yang berasal dari anggaran rutin APBN.

Dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, metode yang digunakan oleh Mahkamah

Agung yakni meliputi:”

Pengawasan Melekat (Budlt in Control), yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan
langsung terhadap bawahan dalam setiap pelaksanaan tugas dari pejabat / personel
pengadilan. Dalam melaksanaan pengawasan melekat yang dilakukan oleh Mahkamah
Agung mengacu pada Pasal 3 Instruksi Presiden No |5 tahun 1983 yang menyatakan
bahwa:

a. Melalui penggrisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan
fungsi beserta uraian yang jelas

Melalui perincian kebijaksanaan pelaksanaan

&

c. Melalui rencana kerja yang jelas

d. Melalui prosedur kerja yang jelas

¢. Melalui pencatatan hasi kerja serta pelaporannya

f. Melalui pembinaan pesonil.

Pemantauan Pemberitaan, yaitu metode pengawasan yang dilakukan melalui
pemantauan secara rutin (setiap hari) pemberitaan ataupun “surat pembaca” di beberapa
media local dan nasional untuk memperoleh data atau informasi mengenai ada tidaknya
dugaan pelanggaran perilaku yang dilakukan oleh Pejabat / Personel Pengadilan,
Pemeriksaan Rutin adalah pengawasan yang dilaksanakan ol¢h Badan Pengawas
mahkmaah Agung, Pengadilan Tingkat Banding, dan Pengadilan Tingkai Pertama secara

“ Mahakamah Agung R.I, Op Cit, hat 24-26
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rutin terhadap penycienggaraan peradilan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
Lingkup kerja dalam metode pengawasan int adalah dengan melakukan pemeriksaan
secara rutin dan menganalisis dokumen atau laporan-laporan pengadilan yang relevan
untuk melihal ada tidaknya dugaan pelanggaran perilaku yang ditakukan oleh Pejabat /
Persone! Pengadilan, baik pemeriksaan dengan mendaiangi pengadilan atau berdasarkan
dokumen atau laporan yang dikirim pengadilan Mahkamah Agung.

4. Peneriman Pengaduan Masyarakat, dalam ha!l ini pengertian “masyarakat” meliputi
masyarakat perorangan, kelompok masyarakat, lembaga-lembaga negara lain, pihak luar
negeri, seria institusi-institusi swasta. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Penanganan
Pengaduan adalah rangkaian proses penanganan atas pengaduan yang ditujukan terhadap
instansi, atau pelayanan publik, atau tingkah laku aparat pengadilan dengan cara
monitoring, dan atau observasi, dan atau konfirmasi, dan atau Kklarifikasi, dan atau
investigasi (pemeriksaan) unfuk mengungkapkan benar tidaknya hal yang diadukan
tersebut.

3. Acuzan Dalam Penilsian Perilaku Hakim

Salah satu tujuan dari pelaksanaan fungsi pengawasan adalah untuk mencegah atau
mendeteksi terjadinya suatu perilaku yang tidak diinginkan atau perilaku yang dilarang. Oleh
karena itu, dalam melakukan pengawasan setiap lembaga harus mempunyai acuan atau pedoman
yang digunakan sebagai kontrol atas perilaku baik yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan “di
dalam” maupun “di luar™ kedinasan.

Sebelum Pedoman Perilaku Hakim dibuat oleh Mahkamah Agung, acuan yang dijadikan
sebagai tolak ukur mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan olch seorang hakim
adalah berpedoman pada Ut No 14 Tshun 1985 Tentang Mahkamah Agung, UU No 2 Tahun
1986 Teantang Peradilan Umum, UU No § Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU
No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan UU No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan
Militer. Undang-undang tersebut tidak mengatur secara eksplisit mengenai perbuatan yang
dilarang bagi hakim, yang apabila perbuatan tersebut dilanggar membuat seseorang hakim dapat
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diberhantikan dengan tidek hormat. Tata Cara pendisiplinan hakim mengacu pada Peraturan
Pemerintah No 30 Tahun 1980 Tamang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri.
Peraturan lainnya mengenai perilaku hakirn yang menjadi rujukan adalah Kode Etik
Profesi Hakim {Code of Ethic) yang dibuat pada tahun 2002 oleh lkatan Hakim indonesia
{IKAHI), yaitu aturan yang tertulis yang harus dipedomi oleh setiap hakim Indonesia dalam
melaksanakan tugas profcsi sebagal hakim. Adapun maksud dan tujuan dan Kode Etik Profesi
Hakim (Code of Ethics) adalah:*
1. Sebagai Alat:
a. pembinaan dan pembentukan karakter hakim
b, pengawasan tingkah laku hakim
2. Sebagat Sarana:
a.  kontrol sosial
b. mencegah campur tangan ekstra judicial

¢. mencegah timbulnya kesalah pahaman dan kenflik antar sesama angota dan
antara anggota dengan masyrakat,

3. Memberikan jaminan peningkatan moralitas hakim dan kemandirian fungsional bagi
hakim.

4. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan.

Kode Etik Profesi Hakim ini mengatur secara khusus mengenai perilaku hakim, namun
kode etik profesi hakim ir1 memiliki kelarahan sehingga tidak dapat digunakan sebagai pedoman
oleh Mahkamah Agung untuk menindak hakim yang telah melakukan pelanggaran. Hal ini
discbabkan karena:

1. 1Isi Kode Etik Profesi Hakim masih dalam tataran prinsip-prinsip yang belum secara
tegas meneyebutkan perilaku mana yang boleh dilakukan oleh hakim dan perilaku
mana yang dianggap menyimpang.

2. Kode Etik Profesi Hakim tersebut dikeluarkan oleh organisasi hakim (IKAHI), bukan
oleh Mahkamah Agung

% Jkatan Hakim Indonesia (IKAHI), Pasal 2 Kode £tik, Anggran Dasar dan Rumah Tangga
Thatan Hakim indonesia, 2001.
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Bertolak dari uraian diatas, pada tanggal 30 Mci 2006 Mahkamah Agung telah
menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/ 104A / SK /
XI1 / 2006 Tentang Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct). Pedoman Perilaku Hakim
{Code of Conduct) terdiri atas sebelas (10) butir prinsip pedoman perilaku hakim. Pedoman
Penlaku Hakim ini dirﬁaksudkan untuk mengatur mengenai etika perilaku hakim yang
diperbolehkan, dilarang, dan diwajibkan baik di dalam maupun di luar kedinasan. Dari uraian
mengenai Kode Etik Profesi Hakim (Code of Ethics) dan Pedoman Perilaku Hakim (Code Of
Conducty menimbulkan pertanyaan “apakah perbedaan antara Kode Etik (Code of Ethics) dengan
Pedoman Peniiaku Hakim (Cade of Conduct)T".

Kode Etik Profesi Hakim, menunjuk pada kata “Etik"yang berkenaan dengan harapan
atau cita-cita yang memiliki tujuan ideal yang dicoba untuk dicapai yaitu untuk sedapat mungkin
untuk menjadi hakim yang baik.’' Sedangkan Pedoman Perilaku Hakim merupakan aturan untuk
mengatur mengenai tingkah laku hakim yang diperkenankan, dilarang, dianjurkan atau yang tidak
dianjurkan, batk di dalam maupun di luar kedinasan. Dengan demikian Pedoman Perilaku Hakim
(Caode of Conduct) adalah penjabaran dari Kode Etik Profesi Hakim (Code of Ethic) yang menjadi
pedoman bagi hakim Indonesia sebagai pejabat kekussaan kehakiman (ambisdrager vam
rechielijkemacht) yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela yang baik dalam
menjalankan tugas profesinya untuk mewuyjudkan keadilan dan kebenaran maupun dalam
pergaulan sebagai anggota masyarakat harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam
kepatuhan dan ketaatan kepada hukum.”

Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) mengatur mengenai perilaku hakim batk di
dalam maupun di luar kedinasan. Adapun yang dimaksud dengan “Perilaku di dalam

kedinasan"adalah sikap dan perilaku pejabat / personcl pengadilan ketika sedang atau dalam

M Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi No.
005 / PUU-1V / 2006 Tentang Pengujian UU No 22 Tahun 2006 Tentang Komisi Yudisial dan UU No 4
Tahun 2004 Temang Kekuasaan Kehakiman.
52
Thid.
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rangka menjaiankan tugas kedinasannya, sedangkan yang dimaksud dengan “Perilaku di luar
kedinasan” adalah sikap dan perilaku pejabat / personel pengadilan ketika tidak sedang
menjalankan tugas kedinasannys, termasuk sikap dan perilaku dalam bermasyarakat dan
berkeluarga. Datam hal ini pengawasan perilaku yang dilakukan oleh Mahkamah Agung meiiputi
pangawasan peritaku di dalam maupun di luar kedinasan, terhadap:*’

1. Hakim pada semus lingkungan dan tingkatan pengadilan, termasuk hakim agung.
2. Panitera dan pegawai penpadiian pada semua lingkungan dan tingkatan pengadilan.

Sikap hakim yang tercermin dalam lambing hakim yang dikenal dengan “Panca Dharma
Hakim™, yang ditambangkan dalam kartiko, cakra, candra, sari dan tirta merupakan cerminan
perilaku hakim yang harus scnantiasa berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil,
bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, serta jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
melendasi semua prinsip-prinsip dalam pedoman bertingkah laku hakim,™ Ketaqwaan bermakna
percaya dan tagwa scsuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab.Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa akan mendorong
hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab dalam mengemban jabatan yang mulia.

Pedoman Perilaku Hakim {Code of Conduct) memuat serangkaian prinsip-prinsip dasar
sebagai moralitas dan wajib dijunjung tinggi olch para hakim Indonesia baik di dalam maupun di
luar kedinasannya. Prinsip-pinsip tersebut kemudian dirinci dan dijabarkan sebagai berikut:*

1. Berperilaku Adil, makna adi! hakekatnya adalah menempatkan sesuatu pada

tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang di

dasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya. Penerapannya

antara lain ;

3 Kajian Pengembangan Sistem, Mekanisme serta Tata Kerja Pengawasan, Penilaian Kualitas
dan Kinez'a Hakim, Mahkamah Agung R.L 2005, hal 13
Sudikno Mertokusume, Penemuan Hukum (Sebuah Pengamiar), Liberty, Yogyakarta, Edisi
Kedua, Cetakan Ketiga, Agustus, 2004, hal 34,
55 Mahkamsh Agung R.1, Pedoman Perilaku Hakim, 2006
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1.1 Seorang hakim tidak boleh memberikan kesan bshwa salah satu pihak yang
tengah berperkara berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi
hakim tersebut,

1.2 Seorang hakim harus memberikan hak yang sama kepada setizp orang yang
mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum, atau advokat yang ditunjuk
oleh para pthak untuk didengar keterangannya.

2. Berperilaku Jujur, dalam hal ini kejujuran bermakna biasa dan berani menyatakan
bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Dengan kejujuran akan
dapat mewujudkan sikap pribadi yang tidak berpihak kepada siapapun berkaitan
dengan tugas atau profesinys, tidak menerima sesuatu pemberian dan atau
menjanjikan sesuatu kepada para pihak.

Penerapan antara lain:

2.1 Seorang hakim harus memastikan bahwa tindakannya, baik di dalam maupun di
luar sidang pengadilan dapat mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan
masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara terhadap sikap
ketidakberpihakan (netralitas) hakim yang bersangkutan dan jembagn Peradilan
secara umum.

2.2 Seorang hakim tidak boleh meminta etau menerima hadiah , dan harus
memastikan bahwa keluarga hakim untuk tidak meminta dan menerima janji,
hadish, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atas manfaat dari pihak yang
sedang berperkara dan pithak yang memiliki kepentingan baik secara langsung
maupun lidak langsung lerhadap suatu perkara yang sedang diadiliatau
kemungkinan kuat akan diadili oleh oleh hakim tersebut Dari ketentuan dalam
butir ini terdapat pengecualian adalah pemberian yang berasal dari saudara atau
teman atau pihak lain dalam kesempatan tertentu seperti dalam acara perkawinan,
ulangtnhmhaﬁbmrkﬁgamaan,upacamadapt,papisalmatmpuingatan
lainnya, selama dalam jumlah yang wajar serta selayaknya dapat dipahami tidak
dimaksudkan untuk mempengaruhi hakim dalam melaksanakan tugas-tugas
peradilan.

2.3 Seorang hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Ketua Muda
Pengawasan Mahkamah Agung peling lambat tiga puluh (30) hari kerja sejak
tanggal gratifikasi tersebut diterima.
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3. Berperilaku Arnif dan Bijaksane, prinsip ini bermakna bertindak sesuai dengan
norma-norma yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan situasi dan
kondidi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindekannya.
Perilaku arif dan bijaksana mendorong dan terbentuknya pribadi yang berwawasan
luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan santun,
Penerapan antara lain:

3.1 Seorang hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai
substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan.

3.2 Scorang hakim yang diberikan status dan tugas resmi dari pengadilan dapat
menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur suatu pengadilan atau
informasi lain yang tidak berhubungan dengan masalah substansi putusan dari
suatu perkara tertentu,

3.3 Seorang hakim tidak boleh memberikan keterangan pendapat, komentar, knitik,
atau pembenaran suatu terbuka atas suatu putusan pengadilan yang belum
memiliki kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun, kecuali dalam sebuah
forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk publikasi dalam vangka
mempengaruhi putusan hakim di perkara lain yang sejenis yang tengah
berlansung persidangannya.

3.4 Seorang hakim tidak boleh menjadi anggota atau prgurus dari pertain politik
atau secars terbuka menyatakan dukungannya kepada salah satu partai politik.
Hakim tidak boleb pula terlibat dalam segala kegiatan yang dilakukan partai
politik yang dapat menimbulkan anggapan kuat bahwa ia mendukung partai
tersebut.

4. Bersikap Mandiri, pada prinsip ini bermakna bahwa kemampuan bertindak sendiri
tidak tergantung pada pihak lain, bebas dari campur tengan, dan bebas dari pengaruh
siapapun. Kebebasan peradilan adalah prasyarat terhadap aturan hukum dan suatu
jaminan mendasar atas suatu persidangan yang adil. Oleh karena itu seorang hakim
aspek perorangan, struktur, maupun kelembagaan,

Penerapannyan antara lain;

4.1 Seorang hakim wajib menjalankan tugas judisialnya secara bebas atas dasar

fakta-fakta dan bebas dari pengaruh luar, bujukan, tekanan, ancaman baik
langsung maupun tidak fangsung.
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4.2 Scorang hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lernbaga
cksekutif maupun legeslatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam
kemandinan (independesi) hakim dan badan peradilan.

4.3 Seorang hakim wajib babas dari scgala bentuk tekanan dalam pengambilan
keputusan.

4.4 Seorang hakim wajib berperilaku baik pguna memperkuat kepercayaan
masyarakat terhadap badan peradilan.

Berintegritas Tinggi, prinsip ini bermakna mempunyai kepribadian utuh tak
lergoyahkan yang tewujud pada sikap setia dan tangguh terhadap nilai-nilai atau
norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Mempunyai integritas tinggi
akan mendorong dan terbentuknya pribadi yang berani menepis godaan dan menolak
segala bentuk intervensi dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk
menegakkan kebenaran dan keadilan.

Pencrapannya antara lain:

5.1 Seorang hakim tidak bolch mengadili suatu perkara dimana hakim terscbut
memilki konflik kepentingan, baik karena hubungan personal dan kekeluargaan,
hubungan finansial, hubungan pckerjaan, organisasi dan kepartaian atau
hubungan-hubungan lain yanrg patut diduga dapat mengakibatkan adanya konflik
kepentingan atau adanya dugaan pendangan telah terjadi konflik kepentingan.

5.2 Scorang hakim harus bersikap terbuka mengenai kepentingan pribadi, dan
melakukan upaya-upaya yang masuk akal untuk memberikan informasi mengenai

th

kepentingan-kepentingan pribadi yang berhubungan dengan ada atau tidaknya
konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara,

5.3 Seorang hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak
langsung dengan advokat, penyidik, dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus-
kasus yang tengah ditangani oleh hakim. Selair itu, hakim sepatutnya membatasi
hubungan crat, baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat yang kerap
memiliki kasus di wilayah hukum pengadilan tempat hakim tersebut menjabat.

5.4 Seorang pimpinan pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang wajar
dengan lembaga ekselastif dan legeslatif. Pimpinan pengadilan dapat memberikan
keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum selama hal tersebut tidak
berhubungan dengan suatu perkara yang tengah disidangkan atay tergang suatu
masajah hukum yang diketahuinya akan diajukan ke pengadilan.
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6. Bertanggung Jawsab, prinsip ini bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik
mungkin yang menjadi {ugas dan wewenangnya serta memiliki keberanian untuk
menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut.

Penerapan antara lain:

6.1 Seorang hakim tidak boleh menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi
hakim atau pihak lain.

6.2 Seorang hakim tidak boleh mengungkapkan atau menggunakan informasi yang
tidak ditujukan untuk umum yang didapat dalam kepastiannya sebagai hakim,
untuk kepentingan pribadinya yang tidak ada hubungannya dengan tugas-tugas
peradilan.

7. Meajunjung Tinggi Harga Diri, dalam prinsip ini manusia melekat martabat dan
kehormatan yang harus dipertahankan dan harus dijunjung tinggi. Prinsip
menjunjung tingt harga diri senantiasa akan menjaga kehormatan dan manabatnya
sebagai aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

Pencrapannya antara lain:

7.1 Seorang hakim harus menjaga kewibawaannya serta menfaat lembaga pengadilan
dan profesinya dengan bersikap layak

7.2 Seorang hakim sebatknya tidak berprofesi sebagai advokat yang berpraktek di
pengadilan tempat dimana ia terakhir menjabat, setidak-tidaknya selama dua (2)
tahun setelah ia pensiun.

8. Berdisiplin Tinggi, makna yang terkandung dalam prinsip ini adalah ketaatan peda
norma-norma atau kaidah-kaidah untuk mengemban amanah serta kepercaysan
masyarakat pencari keadilan.

Penerapannya antara lain;

8.1 Seorang hakim wajib menunjukkan atas hak-hak dari para pihak akan proses
peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

8.2 Seorang hakim yang menjadi Ketua Pengadilan wajib mendistribusikan perkara
kepada hakim secara adil, dan diwajibkan menghindart pendistribusian perkara
kapada hakim yang memiliki konflik kepentingan.

9. Berperilakn Rendah Hati, pada prinsip ini beymakna bahwa kesadaran akan
keterbatasan-keterbatasan kemampuan diri, dan jauh dari keangkuhan.

Pencrapannya antara lain:

9.1 Seorang hakim dalam melaksanakan tugas wajib berperilaku yang rasional,
realistis, serta menghindari perilaku yang arogan dan otoririter.

TESIS HUBUNGAN FUNGSI PENGAWASAN MANHAMIHWGDNBINGTYAS NOVITASARI



ADLN Perpustkaan Universitas Airlangga

64

9.2 Scorang hakim scnantiasa wajib menunjukkan perilaku yang berbudi pekerti
yang luhur baik dalam mciaksanakan tugas justisial, maupun dafam kehidupan
sehan-han.

10. Bersikap Profesional, pada prinsip ini bermakna bahwa suatu sikap yang dilandasi
oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan yang
didukung oleh pengetahuan, ketrampilan, dan wawasan yang luas.

Penerapannya antara lain:

10.1 Seorang hakim wajib mengutamakan tugas justisialnya diatas kegiatan yang

lain.

10.2 Seorang hakim wajib melaksanakan tugas justisialnya secara profesioinal.

10.3 Scorang hakim wajib menghindan tenjadinya kekeliruan dalam mengambil

putusan, atau mengabatkan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak

atan dengan sengaja membuat peniimbangan yang menguntungkan lerdakwa
atau para pihak dalam mengadiii perkara yang ditanganinya.
Kesepuluh (i0) prinsip tingkah laky yang dituangkan dalam Pedoman Perilsku Hakim

“Code of Conduct” digunskan sebagai acuan stau landasan oleh Mahkamah Agung dalam
meiakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Pedoman Penrilaku Hakim ini disahkan oleh
Mahkamah Agung dengan mengadopsi dan The Bangalore Principle on the Judiciary. Dengan
demikian, dengan telah terbentuknya Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan sumber nilai
moralitas hakim yang dapat dijadikan sebagai acuan dan tolak ukur yang digunakan Mahkmah
Agung dalam menilai perilaku yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan atau tidsk
layak dilakukan oleh hakim baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Disamping Pedoman Peritaku Hakim yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung
sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Komisi Yudisial juga telah membuat Pedoman Etika
Perilaku Hakim yang dipergunakan sebagai acuan untuk menilai perilaku hakim.Dalam Pedoman
Hakim yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial memuat 11 prinsip tingkah laku hakim yang
diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan atau tidak layak dilakukan oleh hakim baik di dalam
maupun di luar kedinasan. Dalam hal ini terdapat perbedaan prinsip mengenai materi pengaturan

pelaksanaan perilaku hakim antara pedoman perilaku hakim yang ditebitkan oleh Mahkamah
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Agung dengan pedoman perilaku hakim yang diterbitkan oleh Komist Yudisial. Adapun
perbadaan tersebut adalah, dalam pedoman perilaku hakim versi Mahkamah Agung tidak
memasukan prinsip menjunjung tinggi kesetaraan di depan hukum dan memperbolehkan hakim
menerima hadiah dalam kesempatan tertentu (perkawinan dan ulang (ahun) dalam jumlah yang
wajar, sedangkan pedoman perilaku hakim versi Komisi Yudisial memuat dan mengatur prinsip
menjunjung tinggi kesetaraan di dapan hukum dan melarang penuh segala macam beatuk hadiah
dalam scgala kesempatan.™

Mengenai hal terscbut diatas, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD
1945 yang menyatakan secara tcgas bahwa “Kekuasaan kehakiman hanya dilakukan oleh
Mazhkamah Agung dengan lingkungan peradilan yang berads di bawahnya, serta oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi”, maka Pedoman Perilaku Hakim yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial
tidak dapat dipergunakan sebagai acuan dalam menilai perilaku hakim. Hal ini discbabkan karena
Komisi Yudisial bukan sebagai lembaga pelaku kekuasaan kehakiman, dan secara fungsional
Komisi Yudisial hanya sebagai pendukung Mahkamah Agung dalam menegakkan disiplin dan
etik hakim, sehingga Komisi Yudisial tidak berwenang untuk menerbitkan dan menetapkan
Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct). Dengan demikian, sebagai landasan normatif
Komisi Yudisial dalam mengawasi perilaku hakim harus didasarkan pada Pedoman Perilaku

Hakim yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung.

% Bandingkan dengan Pedoman Etika Perilaku Hakim dalam Lampiran pada butir 2.2, Pedoman
Etik Perilaku Hakim, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2006, hal 124.
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C. Pengawasan Perilake Hakim Oleh Komisi Yuodisial

Keberadaan lembags Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B Perubahan Ketiga UUD
1945 yang kemudian dalam pelaksanaannya diatur dalam UU No 22 Tahun 2004 Temang Komisi
Yudisial. Dalam aspek pengawasan perilaku hakim, tugas Komisi Yudisial dinilai memiliki peran
yang penting dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhiuran martabat, serta
peniaku hakim.

Sehubungan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006
yang membatalkan semua pasal-pasal yang menyangkut peiaksanaan fungsi pengawasan perilaku
hakim dalam UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pasal 34 ayat (4) UU No 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka kegiatan pengawasan terhadap perilaku hakim
yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tidak dapat dijalankan secara optimal. Sampai pada
penelitian hukum disusun masih betum diadakan revisi dalam rangka peyempumaan pada UU
Komisi Yudisial, sehingga dalam hal ini telah terjadi kekosongan hukum dalam rangka
pelaksanaan fungsi pengawasan pertlaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Dalam uraian yang telah dibahas diatas, dengan berpijak pada ketentuan Pasal 24 ayat (2)
dan ayat (3) UUD 1945 fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial hanya sebatas
pada “perilaku hakim™. Olch karena Komisi Yudisial bukan lembaga yang menjalankan
kekuasaan kehakiman, maka Komisi Yudisial tidak berwenang melakukan pengawasan yang
menyangkut tekhnis yustisial (pokok perkara), hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh
Jimmly Asshiddigie bahwa:”

“Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak etik norma hukum (code of law), melainkan

lembaga penegak norma etik (code of ethics). Komisi Yudisial hanya berurusan dengan

soal kehormatan, keluhuran martabat, dan perifaku hakim, bukan dengan lembaga
peradilan atau lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional™

Berkaitan dengan wewenang dan tugas Komisi Yudisial, menurut Pasal 13 UU No 22

Tahun 2004 menyatakan bahwa “Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

! Jimmly Asshiddigie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,
Konstitusi Press, Cetakan Kedus, 2006, hal 188,
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4. Mengusulkan pengangakatan hakim agung kepada DPR;dan

b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.
Selanjutnya dalam Pasal 20 menyatakan bahwa “dalam melaksanakan wewenang scbagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan
penpawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran
martabat serta menjaga pertlaky hakim™

Berkenaan dengan mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim
menurut Pasal 22 yang menyatakan bahwa
(1) Dalam melaksanakan pelaksanaan Pasal 20, Komisi Yudisial:

Menecrima laporan masyarakat tentang perilaku hakim

Meminta laporan secara berkaia kepada peradilan berkaitan dengan peritaku hakim
Melakukan pemeriksaan terhadap dugnan pelanggaran perilaku hakim

Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik
perilaku hakim, dan

¢. Membuat laporan hasi pemeniksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada
Mahkamah Agung dan / atau Mahkamah Konstitusi, serta tindasannya disampaikan
kepada Presiden dan DPR.

aooe

(2) Daiam meclaksanakan pengawasan scbagaimana yang dimaksud dalam ayat (i), Komisi

Yudisial wajib:

&. Mentaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. Menjaga kershasiaan keterangan yang sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang
diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.

(3) Pelaksanaan tugas sebaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurang) kebebasan
hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

(4) Badan peradilan dan hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta Komisi
Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap perilaku hakim dalam jangka waktu paling
lambat 14 (empat belas) han terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial tersebut
diterima.

(5) Dalam hal peradilan atau hakim tidak memenuhi kewsjiban sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (4), Mahkamah Agung dan / atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan
penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atay hakim untuk memberikan keterangan
atau data yang diminta.
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(6) Dalam hal badan peradilan atau hakim telah diberikan peningatan atau paksasn sebagaimana
yang dimaksud pada ayat (5) tetap tidak melaksanakan kewajibannya, pimpinan badan
peradilan atau hakim yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang kepegawaian.

(7) Semua keteranpan dan data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) bersifat rahasia.

{8) Kctentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud
pada ayat {1) diatur oleh Komisi Yudisial.

Berpijak pada Pasal 22 angka | huruf ¢ yang menyatakan bahwa “Memanggil dan
meminta keterangan dan hakim yang diduga melanggar kode ctik perilaku hakim” maka secara
substantif tugas Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi pengawasan hanya berkaitan
dengan pelanggan perilaku hakim terhadap Code of Conduct. Dani ketentuan Pasal 22 tersebut
diatas jelas bahwa secara substantif wewenang yang berkaitan dengan pencgakkan disiplin dan
etik, Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas cksternal tidak memiliki wewenang untuk
melaksanakan sendiri putusannya melainkan hanya mengajukan usul penjatuhan sanksi yang
disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 20 angka 8 UU No 22 Tahun 2004, maka
Komisi Yudisial telah membuat dan mensahkan Peraturan Komisi Yudisial No | Tahun 2006
Tentang Tata Cara Pengawasan Hakim. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai:

1. Laporan pengaduan (keluhan publik)

2. [nformasi yang berisi laporan dari badan peradilan mengenai perilaku hakim

3. Penctapen (status laporan dan informasi)

4. Pemeriksaan, yang mengatur pemanggilan dan permintaan keterangan dari hakim
yang di duga telah melanggar Pedoman Perilaku hakim

5. Penctapan ofeh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang memaksa badan
peradilan badan peradilan atau hakim umtuk memberikan data atau keterangan
pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim, serta kemungkinan sanksi kepegawaian jika
menolaknya.
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6. Pengambilan keputusan, yang mencakup puls tentang laporan pemeriksaan dan
rekomendasinya kepada Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi dengan
tembusan kepada DPR dan Presiden

7. Sanksi atas hasil pengawasan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Komisi Yudisial Nomor | Tahun 2006 yang
menyatakan bahwa “Laporan adalah masalah-masalah yang disampaikan oleh Masyarakat kepada
Komisi Yudisial yang berisi dugaan pelanggaran kehormatan, keiuhuran martaba, serta perilaku
hakim”. Selanjutnya, dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Laporan diajukan mefalui
Sekertaris Jenderal™.

Bertolak pada ketentuan Pasal 22 angka [ huruf a UU No 22 Tahun 2004 juncio Pasal 3
ayat (1) Peratwran Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2006 dapat diketahui bahwa jenis dari
laporan yang dijadikan scbagai dasar dalam melakukan pengawasan terhadap adanya dugaan
pelanggaran atas perilaku hakim adalah laporan pengaduan yang berasal dari aduan mansyarakat
(kaluhan masyarakat). Artinya, dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, Komisi
Yudisial bergantung dengan adanya pengaduan dari masyarakat. Dengan demikian, jelas bahwa
apabila tidak ada laporan pengaduan dari masyarakat maka Komisi Yudisial tidak dapat
melakukan pengawasan terhadap perifaku hakim,

Berkaitan dengan adanya laporan dari masyarakat, dalam hal hal ini terdapat beberapa
kendala yang dihadapi oleh Komisi Yudisial dalam pelaksanaan tugas pengawasan, yaitu:

1. Laporan pada umumnya dibuat oich masyarakat hanya cebagai ungkapan
ketidakpuasan masyarakat terhadap sebuah putusan hakim yang diniiai bersifat
subjektif.

2. Belum semua masyarakat mengetahui dan memahami tentang wewenang dan tugas
Komisi Yudisial yang berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan hanya sebatas
pada perilaku hakim, schingga tidak sedikit pengaduan dari masyarakat yang
meminta Komisi Yudisial membatalkan sebuah putusan atau menunda eksekusi
terhadap sebuah putusan.
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Dalam mngkas mclaksanakan fungsi pengawasan techadap perilaku hakim, Komisi
Yudisial membentuk suatu organ pengawas yaitu Biro Pengawasan Hakim yang terdiri atas dua
(2) bagian, yaitu Bagian Pengaduan dan Pelaporan dan Bagian Penanganan Kasus. Pada Bagian
Pengaduan dan Pelaporan bertugas:™

a. Menenma laporan dari masyarakat tentang adanya pelenggaran perilaku hakim

b. Meminta laporan secara berkala pada badan peradilan yang berkaitan dengan perilaku

hakim.
Dalam menangani laporan masyarakat, Bagian Pengaduan dan Pelaporan Komisi Yudisial
menggunagakan pendekalan nomor regristasi / nomor urut laporan dan juga menggunakan
pendekatan skala prontas, antara lain jika laporan tersebut menjadi sorotan publik “public
interest”, menyangkut kepentingan rnasyarakat luas atau dilaporkan oleh sebuah lembaga negara /
instansi pemerintah, sedangkan Bagian Penanganan Kasus memiliki tugas sebagai berikut:™

a. Menerima, memeriks<a, dan meneliti kelengkapan dari laporan pengaduan masyarakat,

b. Membuat surat penetapan pemetiksaan dan berita acara pemeriksaan yang kemudian
dimintakan tanda tangan kepads Ketua Komisi Yudisial,

¢. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim yang diduga
melanggar pedoman penilaku hakim “code of conduct”.

d. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan
kepada Mahkmah Agung serta tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Sechubungan dengan proses pemeriksaan dan penyelidikan atas adanya dugaan
pelanggaran perilaku hakim, tanpa harus berbenturan dengan independenst hakim, membutuhkan
pemahaman dan pengalaman yang mendalam yang tidak dapat dilakukan oleh Komisi Yudisial
sendin tanpa dukungan pengawasan internal di lingkungan Mahkamah Agung. Dalam hal ini,

Mahksmah Konstitusi berpandapat bahwa:*

¥ Komisi Yudisial R.I, Rencana Aksi Komisi Yudisial R.I Bidang Pengawasan Kehormatan,
Keluburan Martabat, Dan Perilaku Hakim, Butetin Satu Tahun Komisi Yudisial, 2006, hal 27.
[
fbid, hal 51.
% Pendapat Hukum dalam Putusan Mahkamakam Konstitusi Republik Indonesia Nomor
Q05/PUU-IV2006.
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“Sebagai komisi ncgara, sifat tugas Komisi Yudisial terkait dengan fungsi kekuasaan
kehakiman, yaitu wewenang dalam pengangkatan hakim agung dan mempunyai
wewenang lain dalam rangka menjaga dan mencgakkan kehormatan, keluhuran martabat,
serta perilaku haki. Oleh karena ity, keberadaan komisi negara yang demikian biasa
discbut sebagai “auxiliary state organ” atau “auxiliary agencies” dalam sistem kekuasaan
kehakiman.Namun, oleh karena persoalan pengangkatan hakim agung, dan persoalan
kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hbakim itu dianggap sangat penting, maka
ketentuan mengenai hal tersebut dicantumkan dengan tegas dalam UUD 1945,
Kedudukan komisi negara ini tidak berada di bawah pengaruh Mahkamah Agung ataupun
dalam dikendalikan oleh cabang-cabang kekuasaan negara lainnya. Dengan kemandirian
yang dimaksud tidaklah berarti tidak diperlukan adanya koordinasi dan kerja sama antara
Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Dalam konteks ini, hubungan antara Mahkamah
Agung dan Komisi Yudisial dapat dikatakan bersifat mandiri tetapi saling terkait
(independent dan interrelated)”.

Pendapat hukum dari Mahkamah Konstitusi diatas memperkuat argumentasi bahwa
Komisi Yudisial sebagai pendukung atau “supporting ogan™ dari Mahkamah Agung, maka dalam
menjalankan fungsi dan tugas pengawasan terhadap perilaku hakim, peraturan tata cara
pengawasan hakim yang dibuat oleh Komisi Yudisial wajib menyesuaikan pada aturan Pedoman
Pelaksana Pengawasan di Lembaga Peradilan yang dibuat oleh Mahkamah Agung. Terkait
dengan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim yang dijalankan oleh Mahkamah
Agung dengan Komisi Yudisial, Sudarto Radyo Suwarase mengemukakan bahwa: *

“Dalam meiaksanakan tugas pengawasan baik Mahkamah Agung maupun Komisi

Yudisial harus berjalan dengan sinkron scsuai dengan batas-batas yang jelas dengan

memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pengawasan harus menggunakan kriteria yang sama, yaitu:

- Pedoman Perilake Hakim (Ethic of Conduct)

- Peraturan Disiplin

~  Peraturan Perundang-Undangan,

Pengawasan tidak boleh melanggar prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Pengawasan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan

memutus perkara.

4. Pengawasan harus dilaksanakan secara hati-hati agar tidak menjadi Contemp of
Court.

5. Pengawasan internal harus didahulukan dan pengawasan ekstemal harus mendukung
pengawasan eksternal”,

N

® Sudarto Radyo Suwamo, Aspek Pengawasan Dan Pembinaan Terhadap Sumber Daya Manusia
(SDM) Pelakn Kekuasaan Kehakiman, Makalsh Yeng Disampaikan Delam Rapet Kerja Nasional
Mahkamah Agung R0 Dengan Jajaran Pengadilan Empat Linglamgan Peradilan Seluruh Indonesia, 2006,
hal 5.
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Pendapat scbagaimana yang dikemukakan olch Saderto Radyo Suwazrno diatss merupakan
pcmbatasan daiam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim yang dijalankan
oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, dan sckaligus sebagai penegasan bahwa
pengawasan cksternal yang dijalankan oleh Komisi Yudisial merupakan pendukung Mahakamah
Agung dalam mencggakkan ctika dan disiplin hakim.

Bertolak dan uraian diatas, jelas sifat tugas Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi
pengawasan adalah bersifat sebagai pelengkap atau “komplementer” dari pengawasan internal
yang dijalankan olch Mahkamah Agung. Artinya bahwa tugas menjaga dan menecgakkan
kehormatan, keluhuran martabat,serta perilaku hakim bukan merupakan kewenangan eksklusif
yang hanya dimiiliki oleh Komisi Yudisial, namun Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara
tertinggl dari seluruh badan peradilan yang berada di bawahnya berwenang menjalankan
pengawasan yang bersifat “melekat” terhadap bidang administrasi, finansial, organisasi peradilan,
tekhnis yuridis, dan perbuatan hakim beserta seluruh pegawai pengadilan. Fungsi pengawasan
yang dijalankan oleh Komisi Yudisial merupakan pengawasan ekstermnal yang dalam hal ini
dilakukan untuk turut mendukung Mahkamah Agung dalam penegakaan disiplin dan etik hakim
sesuai dengan kesepuluh (10) prinsip yang termuat dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of
Conduct).

Dengan berpijak pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada di bawahnya yang berada dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan
agama, lingkunga peradiian militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi®, maka secara fungsional Komisi Yudisial jelas bukan sebagai pelaku
kekuasaan kahakiman, schingga dalam hal ini membewa dua (2) konsekwensi yuridis, yaitu:

1. Secara substantif, Komisi Yudisial tidak berwenang melaksanakan sendiri

putusannya, melainkan hanya mengusulkan penjatuhan sanksi yang disampaikan
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kepada pimpinan Mahkamah Agung (Pasal 22 ayat (1) huruf e UU No 22 Tahun
2004).

2. Rckomendasi usul penjatuhan sanksi yang diberikan oleh Komisi Yudisial tidak
bersifat final dan  mengikat, sehingga pimpinan Mahkamah Agung dalam
menjatuhkan sanksi tidak terikat oleh hasil laporan pengawasan Komisi Yudisial.

Bertolak dari urian diatas hubungan hukum yang timbul antara Mahkamah Agung dengan
Komisi Yudisial scbagaimana yang telah dipaparkan diatas merupakan hubungan fungsi
pengawasan dalam pembenian usul pejatuhan saksi, dalam hal ini Komisi Yudisiai hanya sebatas
memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi yang disampaikan melalui Ketua Mahkamah Agung
tentang adanya dugaan pelanggaran peritaku hakim yang telah didasarkan Pedoman Perilaku
Hakim (Code of Conduct), Hal ini disebabkan karena baik secara struktural MaupuR secara
fungsional Mahkamah Agung tidak mempunyai kewajiban untuk mengadakan hubungan hukum
dengan Komisi Yudisial, kecuali dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim.

Laporan hasil pengawasan dan rekomendasi penjatuhan sanksi dari Komisi Yudisial
selanjutnya disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk kemudian ditindaklanjuti oieh
Mahkamah Agung meialui TUADAWAS dengan melakukan pemeriksaan kepada hakim yang
bersangkutan dengan proses pemeriksaan berdasarken hukum acara yang berlaku. Dalam hal ini,
TUADAWAS Mahkamah Agung tidak terikat pada rekomendasi dari Komisi Yudisial, namun

terikat pada keterangan vang diperoleh selama proses pemeriksaan.
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BARB I
PELAKSANAAN PENGAWASAN PERILAKU HAKIM
OLEH

MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL

A, Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim Olch Mahkamah Agung

Fungsi penpawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia
sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab (I dipimpin oleh Pimpinan Mahkamah Agung yaitu
Ketua Muda Pengawasan. Untuk mclaksanakan fungsi pengawasan ini, Mahkmaah Agung telah
membentuk satuan kerja pengawasan fungsional, yartu Badan Pengawas Mahkamah Agung.

Pencapaian tujuan pengawasan tidak sepenuhnya terindikasi dar data dan angka secara
kuantitatif saja, karena pembenahan lembaga peradilan di Indonesia merupakan suatu proses yang
berkesinambungan dimana berbagai aspek harus berperan secara komperhensif kearnh
terwujikinya budaya keria dan etos kerja yang diharapkan dapat menunjang suatu bentuk
peradilan yang dikehendaki, sehingga aspek pembinaan yang bersifat kualintatif yang lebih
menekankan kepada segi kontrol atau pengendalian tidak mungkin dapat dilepaskan dari aspek
pengawasan itu sendiri* Dalam melaksanakan fungsi pengawasan khususnya terhadap perilaku
hakim, Mahkamah Agung tetap berpegang teguh pada kebijakan dalam upaya untuk

mengoptimalkan pengawasan melekat dan mengintensifkan pengawasan fungstonal.

“Ragir Manan, Restrukturisasi Badan Peradilan, Mzjalah Hukum Varia Peradilan Tahun Ke XX
No.239 Agustus, 2005, hal 9.
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Sebagai realisasinya, Mahkmah Agung teiah mengambit langkah-langkah strategis socara
sisternatis yang meliputi:

1. Di dalam Rapat Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 12 Januari
2006, Ketua Mahkmah Agung telah mencanangkan bahwa tahun 2006 scbagai Tahun
Pengawasan. Dengan pencanangan ini diharapkan munculnya kesadaran dari setiap
insane peradilan akan ani pentingnya fungsi pengawasan internal bagi suatu lembaga
publik.

2. Sebagai tindak lanjut dari pencanangan Tahun Pengawasan tersebut kemudian Mahkmah
Agung menerbitkan dan mensahkan Keputusan Ketua Mahkmah Agung Republik
Indonesia Nomor: KMA / 080 / SK / VIl / 2006 tanggal 24 Agustus 2006 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradiian. Pedoman ini
diharapkan dapat digunakan scbagai instrumen dalam melaksanakan pengawasan melekat
oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding, dan Mahkamah Agung,
serta olch Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam
melaksanakan pengawasan fungsional,

3. Diselenggarakannya Rapat Kerja Nasional Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan
Peradilan Seluruh Indonesia di Batam pada tanggal 11 sampai denpan 14 September 2006
yang menitkberatkan pada topik pengawasan dengan tema “Memaniapkan Fungsi
Pengawasan Sebagai Upaya Penyeimbang Kekuasaan Kehokiman Yang Merdeka Dalam
Rangka Peningkatan Kinerja Peradilan™. Di dalam Rapat Kerja Nasional ini, disamping
dilakukannya sosialisasi Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor: KMA / 080 / SK /
VIIl / 20006 tersebut, serta dilakukannya pembahasan mengenai Pedoman Perilaku
Hakim (Code of Conduct).

4. OScbagai tindak lanjut dari RAKERNAS tersebut, selanjunya Mahkmah Agung
menerbitkan dan mensahkan Keputusan Ketua Mahkmah Agung Republik Nomor: KMA
/096 / SK / X / 2006 tanggal tangal 19 Oktober 2006 Tentang Tangung Jawab Ketua
Ketua Pengadialn Tingkat Banding Dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam
Melaksanakan Tugas Pengawasan. Surat Keputusan ini disamping menenkankan tugas
dan wewenang Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat
Banding untuk menjalankan pengawasan terhadap jalannya peradilan dan tingkah laku

€ Ansyshrul, Efeltifitas Pengawasan Melekat Sebagai Salah Satu Solusi Pembenahan Pada
Durmia Peradilan Di Indonesia, Makalsh Yang Dissmpaikan Pada Acara Pembinaan / Koordinasi dan
Konsultansi Pengawasan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Ketua
Pengadilan, Tangerang, 2007, hal 3.
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hakim di wilaysh hukumnya masing-masing, juga memberikan kewenangan-kewenangan
untuk mefakukan tindakan sementara apabila terjadi penyimpangan.

5. Berdasarkan pembahasan, masukan, dan kesepakatan pada RAKERNAS tersebut diatas,
maka diterbitkanlah Keputusan Ketuaz Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
KMA /104A 7 SK / 2006 1anggal 22 Desember 2006 Tentang Pedoman perilaku Hakim,
yang merupakan hasil dari Kelompok Kerja Penyempumaan Pedoman perilaku Hakim.

Dengar. demikian, lima (5) langkah strategis yang telah ditempuh Mahkamah Agung
selama kurun wakiu 2006, yang juga telah menjadi landasan operasional bagi Badan Pengawasan
dalam melaksanakan pengawasan fungsional, yang esensinya adalah efektifitas pengawasan
melekat sebagni salah satu solusi pembenahan dunia peradilan di Indonesia.

Scsuai dengan  ketentuan Pasal 25 ayat (3) UU No § Tahun 2004 maka status Asisten
Bidang Pengawasan Mahkamah Agung ditingkatkan menjadi Badan Pengawasan Mahkamah
Agung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah
Agung. Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung mencakup dua (2) jenis
pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Dilihat dari subjek yang
melakukan pengawasan, jenis pengawasan dapat dibedakan menjadi Pengawasan Internal dan
Fengawasan Eksternal. Pengawasan internal mencakup dua bentuk pengawasan, yaitu
Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

Pelaksanaan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan yang dilakukan oleh
Mahkmah Agung, selain Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional, juga telah dilakukan
Pengawasan Rutin / Reguler. Adapun yang dimaksud dengan pengawasan nitin‘reguler adalah
pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Mahkmaah Agung, Pengadilan Tingkat
Banding, dan Pengadilan Tingkat Pertama secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai
dengan kewenangannya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan internal di lingkungan
lembaga peradilan di Indonesia telah dilaksanakan tiga macam bentuk pengawasan, yaitu

Pengawasan Mclekat, Pengawasan Fungsional, dan Pengawasan Rutin / Reguler. Pengawasan
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reguler / rutin ini dibentuk olch Mahkamsh Agung dalam rangka lebih mengoptimalkan
pengawasan kinerja aparat penyelengara peradilan di daerah.

Berkaitan dengan ketiga macam bentuk pengawasan dilakukan oleh Mahkamah Agung,
Pengawasan Meiekat merupakan pengawasan pokok dan memiliki nilai strategis, karena
pelaksanaan pengawasan ini berada langsung di dalam gerak operasional suatu instansi, terlebih
tagi lembaga peradilan scbagai instansi yang memberikan pefayanan publik secara langsung.
Schingga apabils Pengawasan Melckat ini dapat dijalankan dengan baik maka pengawasan ain
tidak diperlukan lagi. Dengan demikian, dibentuknya pengawasan fungsional dan pengawasan
reguler / rutin menandakan bahwa pengawasan melekat yang dilakukan oleh Mahkamah Agung
tidak berjalan dengan optimal.

Guna lebih memahami ani dari Pengawasan Melekat ini, maka pendapat yang tertuang
dalam Kebijaksanaan Pengawasan Umum di Lingkungan Departemen Dalam Negari, terbitan
1983 dapat dijadikaan sebagai rujukan, yaitu sebagai berikut:**

“Sebenamya pengawasan atasan langsung yang sering dikenal pula dengan “builr in
controf” itu merupakan salah satu cara pengawasan yang peling potensial, karena jarak
antara obyek dengan subyek pengawasan adalah begitu dekat sehingga setiap gejala
penyimpangan akan lebih mudah dan lebih cepat terlihat. Dengan demikian tindakan-
tindakan pencegahan dan penanggulangannya dapat dilakukan secara lebih dini dan febih
cepat. Sayang sekali “built in control” ini pada umumnya belum berjalan dengan baik”.
Lebih lanjut, berkaitan dengan pelaksanaan Pengawasan Melekat di lingkungan lembaga
peradilan Ansyahrul mengemukakan sebagai berikut:**
“Jenis pengawasan yang paling pokok dan strategis adalah pengawasan melekat,
sedangkan pengawasan fungsional hanya bersifat pelengkap saja. Apabila pengawasan
melekat telah berjalan dengan baik, maka pengawasan fungsional tidak dibutuhkan lagi.

Salah satu cara yang tepat untuk memulihkan citra dunia peradilan dewasa ini adalah

dengan memfungsikan pengawasan melekat secara optimal dan efektif. Untuk itu

diperiukan pemahaman yang mendalam mengenai substansi dan mekanisme pengawasan
melekat ini, dan dibutuhkan pula sosialiasi ke sefuruh jajaran Lembaga Peradilan™,

* Sujamto, Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1987,
hal 32-33.
 Ansyahrul, Ibid, hal 8.
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Dari uraian diatas, dapat diketahui terdapat dus (2) unsur yang penting dalam Pengawasan
Melekat yang dilaksanakan baik di lembaga eksekutif maupun di lembaga peradilan, yaitu
hierarkis dan kepemimpinan. Tingkatan hierarkis harus jelas dan tegas, dalam pengertian atasan
selaku pimpinan dan bawahan. Pimpinan harus mampu dan cakap dalamm memimpin,
mengendalikan, membina, mengarahkan, menggerakkan, dan memberikan motivasi bawahannya
dalam suatu tatanan budaya kenja yang profesional, efektif, dan efisien. Hal ini juga dikemukakan
oleh Sudibyo Trihatmodjo yang mengatakan bahwa:

“Pengawasan Melekat merupakan suatu bentuk pengawasan yang secara struktural/

hierarkis karena pengawasan dilakukar oilch atasan {angsung terhadap tugas bawahan,

sedangkan pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh suatu
unit kerja yang ditunjukkan untuk itu™.*

Bertolak dan uraian diatas, dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban dan pengawasan
di lingkungan lembaga peradilan tidak dapat dipisah-pisahkan. Pertanggungjawaban tugas
berjenjang naik {bottom up), dan pengawasan bertangga turun (fop down). Dalam hal ini
Martadi menyatakan bahwa:*?

“Secara konseptual, antara pertanggung jawaban dengan pengawasan kekuasaan

kehakiman mempunyai mempunyat hubungan timbal balik yang diibaratkan seperti dua

dan satu mata uang yang saling baerkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain (rwo
besides of one coin). Pertanggung jawaban adalah berjenjang naik dan pengawasan
bertangga turun”.

Dalam pelaksanaan tugas operasional antara pertanggungjawaban dan pengawasan harus
dapat berjalan seimbang. Olch karena pengawasan melekat scbagai salah satu bentuk pengawasan
internal yang memegang peranan penting dan strategis schagai salah satu solusi pembenahan di
lingkungan Jlembaga peradilan, maka Pengawasan Melekat harus dilaksanakan oleh seluruh
jajaran pengadilan secara komperhensif dan berkesinambungan, serta terprogram dan terarah.

Untuk itu, dem tercapainya keberhasilan dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan lembaga

% Sudibyo Trihatmodjo, Sistem Pengawasan, Lembaga Administrasi Negara, 2000,
hal 15-16.
§7 Martadi, Op Cit, 2006, hal 5.
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peradilan tersebut dituntut adanya leadership dan para pimpinan Mahkamah Agung beserta
seluruh pimpinan jajaren peradilan dibawahnya.

Beranjak dan uraian diatas, dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk pengawasan
merupakan hal penting, karena bentuk pengawasan di lingkungan lembaga peradilan sangat
spesifik, dalam pengertian tidak dapat diterapkan begitu saja sistem pengawasan yang dikenal di
lingkungan lembagg cksekutif. Adapun cin spesifik dari pengawasan di lingkungan peeradilan
adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan yang dilakukan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam

menjalankan tugas yustisialnya. Hal ini sesuai dengan prinsip yang berlaku secara

universal, yaitu prnsip Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka adalah kekuasaan

negara yang merdeka untu_k menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan berdasarksn Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik
Indonesia (Pasal 1 LU No 4 Tahun 2004).

2. Pengawasan yang terdapat di peradilan di Indonesia menerapkan prinsip rentang
kendali yang menckankan pada penentuan jumlah satuan organisasi atau orang yang
dibawahi.

3. Khusus pengawasan terhadap perilaku hakim, standart dan kritcria seorang pengawas
dituntut untuk lebih tinggi den standart dan kriteria rata-rata bagi seorang pengawas
pada institusi lainnya. Ha! ini disebabkan karena lembaga peradilan merupakan
tempat untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan yang akan menentukan nasib para

pencari keaditan.®

Berkaitan dengan pengawasan terhadap tingkah laku hskim, jenis kegiatan dan
mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh Mahkamah Agung berbeda dengan pengawasan
yang diterapkan pada aspck administrasi peradilan dan aspek teknis peradilan.  Adapun
pelaksaksaan dari mekanisme pengawasan tingkah terhadap perilaku hakim adalah sebagai

berikut:

¢ Ansyahrul, Ibid, hal 15.
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i. Pengawasan Melckat, dengan melakukan pengawasan seccara terus menerus (olch atas
kepada bawahan) dalam setiap pelaksanaan tugas dari setiap pejabat / personel pengadilan.
Adapun mekanisme tata kerja dan pengawasan melekat ini adalah sebagai sebagai benkut:

a. Setiap pimpinan pengadilan (termasuk Pimpinan Satuan Kerja) melakukan pengawasan
secara terus-menerus setiap pelaksanaan tugas dar pejabat personel pengadilan di
bawahnya.

b. Apabila ditemukan adanys penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan tugas
pejabat/perscael penpgadila, maka ptmpinan pengadilan (termasuk pimpinan Satuan Kerja)
harus melakukan penertiban.

¢. Apabila ditemukan perbuatan yang diketegorikan pelanggaran perilaku dalam pelaksanaan
tugas pejabat / personel pengadilan, maka pimpinan pengadilan (termasuk Pimpinan
Satuan Kerja) harus meleporkan kejadian tersebut kepada pengawas fungsional
Mahkamah Agung.

2. Pemantauar Pemberitsan, dengan mekanisme tata kerja sebagai berikut:

a. Petugas administrasi melakukan pemantauan dan mengumpulkan (misalnya datam bentuk
kliping) berita-berita yang menunjukkan indikasi terjadinya pelanggaran perilaku
Pejabat/Personel Pengadilan. Hal im dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan bagian
HUMAS Mahkamah Agung

b. Dalam hal ditemukan berita yang menunjukkan adanya dugasn pelanggaran perilaku
Pejabat/Personel Pengadilan dari hasil pemantauan pemberitaan media massa, petugas
bersangkutan mengisi formulir khusus-yang antara lain memuat info sumber berita,
personel yang diberitakan, ringkasan berita, serta klasifikasi dugaan pelanggaran yang
dilakukan, dan kemudian selambat-lambatnya dua {2} hari kerka seteiah berita dimuat di
medig, formulir tersebut disampaikan kepada Pengawas Fungsional yang relevan, serta
tembusan kepada Kepala Badan Pengawas dan Ketua Muda Pengawas. Oleh kerena itu
sejak awal perlu dibuat klasifikasi bentuk pelanggaran, yakni:

—  Korupsi

~ Penyalahgunaan wewenang/jabatan

-~ Masalah moral dan kesusilaan / perbuatan tercela

-~ Maladministrasi

— Indisipliner

— Tindakan arcgansi atau keberpihakan

—  Mutu pelayanan publik (termasuk kualitas putusan).
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3. Pemeriksasa Rutia, dengan mekanisme tata kerja scbagai berikut:

a. Sesual dengan batas wakiu berkala yang ditetapkan, setiap pengadilan mengirimkan
laporan-laporan yang rclevan kepada Badan Pengawas stau Pengawas Fungsional
mendatangi pengadilan untuk melakukan pemeriksaan.

b. Dalam laporan dikinmkan, setiap laporan diterima, dicatat oleh petugas administrasi dan
diteruskan kepada Pengawas Fungsional yang bertugas memeriksa dan menganalisis
laporan tersebut.

¢. Pengawas Fungsional melakukan penclitian awal (pencelaahan dan analisis) atas laporan
tersebut dan memberikan rekomendasi tindak lanjutnya kepada TUADAWAS dan kepada
Badan Pengawas dalam formulir khusus (dalam 10 hari kerja) yang isinya adalah sama
dengan bagian scbelumnya.

4. Pencrimaan Pengaduan Masysrakat, dengan mekanisme tata kerja sebagai berikut:

a. Petugas administrasi melakukan pencatatan setiap laporan masyarakat yang masuk (baik
masyarakat langsung, TUADAWAS, Ketua Mahkamah Agung, atau bagian lain) secara
administratif dalam formulir khusus (FORMULIR PENCATATAN LAPORAN /
PENGADUAN MASYARAKAT) dan menginimkan kepade Pengawas Fungsional yang
relevan-tergantung pada pihak yang dilaporkan-serta tembusan kepada Kepala Badan
Pengawas dan TUADAWAS, khususnya laporan atas pelanggaran perilaku yang diancam
dengan hukuman disiplin berat.

b. Pengawas Fungsional melakukan penelitian awal (penclaahan dan menganalisa) terhadap

Japoran tersebut dan membuat rekomendasi dalam formulir khusus (FORMULIR

PENELITIAN AWAL LAPORAN MASYARAKAT) untuk disampaikan kepada Kepala

Badan Pengawas dan TUADAWAS sebagi bahan Rapat Penentuan Tindak Lanjut.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bahwa disamping dilakukukan pengawasan
melekat dan pengawasan fungsional, guna lebih mengoptimalkan pengawasan perilaku hakim di
daerah, maka Mahkamah Agung juga melaksanakan pengawasan rutin / reguler. Pengawasan
rutin / reguler ini Pelaksanakan pengawasan rutin / regular ini dijalankan dengan melakukan
perneriksaan secara komperhensif terhadap seluruh aspek penyelenggaran peradilan yang
meliputi:

1. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kepaniteraan yang mencakup administrasi

persidangan dan administrasi perkara,
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2. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kesekretanatan yang mencakup: administrasi
kepegawaian, keuangan (current audit), inventaris, dan administrasi umum lainnya,

3. Evaluasi atas penyelenggaraan menejemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan
kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA / 080 / VIil / 2006A

maksud dan disclenggarakannya pengawasan rutin / regular dilaksanakan adalah untuk:

1. Menjaga lerselenggaranya manajemen peradilan dengan baik dan benar,

Menjapa terwujudnya tertib peradilan.

Menjaga pencapaian target yang telah ditetapkan scsuai dengan target program kerja.
Menjaga citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat.

Menjaga citra aparat peradilan yang profesional, bersth, dan berwibawa
Meningkatkan kinerja pelayanan publik.

R

Meningkatkan disiplin dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang
optimal.
8. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Pada pelaksanaan pengawasan nitin / reguler dijalankan dengan cara melakukan pemeriksaan

terhadap objek-objek pemerikssan yang meliputi bidang-bidang sebagai berikut:

1. Manajemen Peradilan, yaitu rangkaian kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang
diinginkan, meliputi perencensan, pelaksanaan, pengendalian / pengawasan dan
penilaian serta cvaluasi atas kegiatan yang dilakukan Pemeriksaan terhadap
manajemen peradilan meliputi:

8. Program kerja

b. Pelaksanaan / pencapaian target
c. Pengawasan dan pembinasn

d. Kendala dan hambatan

e. Evaluasi kegiatan

2. Administrasi Perkara, yaitu seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat pengadilan
yang diberi tugas untuk mengelola penanganan perkara yang meliputi prosedur
penerimaan perkara, keuangan perkara, pemberkasan perkara, penyelesaian perkara,
dan pembuatan laporan perkara sesuai dengan pola yang telah ditetapkan.
Pemeriksaan terhadap administrasi perkara meliputi:

a. Prosedur penerimaan perkara
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Prosedur penerimaan permohonan banding
Prosedur penerimaan permohonan kasasi
Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali

-S4

Prosedur penerimaan permohonan permohonan grasi / remisi untuk perkara
pidana.
f. Keuangan perkara
g. Pemberkasan dan kearsipan
h. Pelaporan
3. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan, yaitu seluruh kegiatan yang
harus dilakukan untuk pelaksanaan persidangan, meliputi sistem pembagian perkare,
penentuan majelis hakim, penentuan han sidang, pemanggilan, pembuatan berila
acara persidangan, dan tertib persidangan. Pemeriksaan terhadap administrasi
persidangan dan pelaksanaan putusan meliputi;
a. Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim
b. Ketetapan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara
c. Minutasi perkara
d. Pelaksanaan putusan (eksekusi).
4. Administrasi Umum, yaitu seluruh kegietan yang berhubungan dengan pengelolaan
di bidang :
a. Kepegawaian
b. Keuangan
¢. Inventans
d. Perpustakaan, tertib persuratan, dan perkantoran
5. Kinerja Pelzyanan Publik, yaitu suatu tingakat pencapaian atas pelaksanaan tugas
pelayanan publik di bidang hukum dan keadilan yang mendukung terwujudnya visi
dan misi lembaga peradilan. Pemeriksaan terhadap kinerja pelayanan publik
meliputi:
a. Pengelolaan manajemen
b. Mekanisme pengawasan
¢. Kepemimpinan
d. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia
¢. Pemeliharaan/ perawatan inventaris
f. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan, dan kerapihan
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g- Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara
h. Tingkat pengaduan masyrakat.

Adapun prosedur dan tahapan pelaksanaan pengawasan rutin / reguler adalah sebagai berikut:

1. Penentuan Objek Pengawasan

8. Pengadilan Tingkat Banding menentukan objek pengawasan yaitu pengadilan-pengadilan
tingkat pertama di bawahnya secara sistematis sesuai dengan rencana kerja yang telah
ditctapkan sebelumnya, dan anggran yang tersedia.

b. Badan Pengawasan menentukan objek pengawasan yaitu satuan-satvan kerja di
Lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding, dan Pengedilan Tingkat
Pertama secara sistematis sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumanya,
dan anggaran yang tersedia.

2. Persiapan Pelaksanaan Pengawasan

a. Pemantauan (monitonng) melalui teknis analisis, observasi, perbandingan dan evaluasi
atas faporan yang berkala dari objek yang pemeriksaan atau informasi baik yang diperoleh
dari sumber internal maupun eksternal.

b. Penciaahan

Proses ini adalah tahap mempelgjari aktivitas kegiatan objek pemeriksaan, ketentuan
perundang-undangan, kondisi dan latar belakang, termasuk iaporan-laporan dan
dokumen-dokumen yang berkenasn dengan objek pemeriksaan, antara lain untuk
menentukan aparat pengawas fungsional yang dipandang tepat melaksanakan tugas
pengawasan.

c. Penunjukan / pembentukan tim pemeriksa
Tim pemeriksa ditunjuk / dibentuk dengan menerbitkan surat tugas yang terdiri dari

pemeriksa, sekretaris, dan staf.

d. Mempersiapkan rencana kerja pemeriksaan, termasuk mempersiapkan blanko-blanko atau
formulir-formulir yang akan digunakan dalam pemeriksaan.

¢. Pemberitahuan kepada atasan objek pemeriksaan tentang akan dilakukan pengawasan.

f. Mengadakan komunikasi dengan objek pemeriksaan.

3. Pelaksanaan Pengawasan, dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Pertemuan awal dengan pimpinan objek pemeriksaan.

b. Mempelajari data-data dan melakukan prosedur pemeriksaan dengan analisa-analisa /
tehknik-tehknik pemeriksaan.

¢. Evaluasi pengendalian intern / sistetn manajemen objek pemeriksaan.
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d. Pengujian lapangan tentang validitas (keabsahan) keakuratan nilai / data dari kegiatan-
kegiatan objek pemeriksaan sebagaimana tersebut pada butir 111 diatas.
€. Meclakukan pemeriksaan terhadap:
— Register perkara, buku keuangan, berkas perkara tertentu, surat-surat, dan dokumen
lainnya.
- Sarana dan prasarana fisik, dengan cara observasi dan review dokumen data.
— Pejabal penanggung jawab, dengan cara melakukan wawancara atau tanya jawab.
~ Kondisi umum secara kwalitatif (kebersthan, kerapihan, ketertiban dan kenyamanan).
— Kondisi umum secara normatif (tertib administrasi, kedisiplinan, kepemimpinan, dan
etos kerja).
~ Administrasi umum (kepegawaian, keuangan, inventaris, tertib persuratan
perkantoran, dan perpustakaan).
4. Pembuatan Lembar Temuan dan Penandatanganan Kontrak Kinerja
a. Seluruh temuan dituangkan pada lembar temuan,
b. Lembar temuan berisi kondisi, kriteria, akibat, sebab, dan tanggapan objek pemeriksaan
atas temuan.
¢. Dalam hal adanya perbaiken-perbaikan yang yang memerlukan jangka waktu tertentu,
maka pimpinan objek pengawasan diminta untuk menandatangani kontrak kinerja bahwa
ia bersedia untuk melakukan perbaikan dalam waktu tertentu. Kontrak kinefja tersebut
akan digunakan kemudian apabila diadakan kembali pengawasan rutin,
5. Ekspos / Klarifikasi
Selesai pemeriksaan diadakan ekspos / kiarifikasi dihadapan manajemen / objek pemeriksaan,
yailu memaparkan temuan-temuan dan meminta tanggapan dari manajernen / objek
pemeriksaan serta memberikan petunjuk-petunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
6. Pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan
a. Selesai melakukan pemeriksaan, tim pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan,
b. Sistematika Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terdini atas:
Babi : Pendahuluan
BabII : Uraian Hasil Pemeriksaan
Bab Ill : Kesimpulan dan Hasil Rekomendasi
¢. Isi LHP terdiri atas:
~ Pendahuluan berisi temang dasar pemeriksaan, nama ketua dan anggota pemeriksa,
sasaran pemeriksaan, dan lamanya pemeriksaan ;
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~ Uraian hasil pemeriksaan memuat hasil informasi rinci dari hasil setiap temuan
pemeriksaan yang dilengakapi dengan data pendukung.
— Ringkasan hasil pemeriksaan memuat kesimpulan dari uraian hasil pemeriksaan,

d. Selambatnya-lambatnya 14 hari setelah pemeriksaan berakhir, ketua tim sudah harus
menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang memberi perintah dan
pejabat yang berwenang, termasuk atasan objek pemeriksaan melalui Badan Pengawasan
Mahkamah Agung.

e. Dalam hal yang sangat penting dan mendesak, |.HP dapat disampaikan secara lisan, akan

tetapi harus segera diikuti dengan laporan tertulis.

Adapun hubungan Pengawasan Rutin / Reguler dan Pengawasan Melekat yaitu:

l. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan lembaga peradilan wajib menjalakan
pengawasan melekat scbagai bagian dari pelaksanaan fungsinys untuk melakukan
pemeriksaan (rutin / reguler) dalam upaya pengendalian informal.

2. Pada pengendalian tingkat banding, wakil ketua bertindak sebagai sclaku koordinator
pelaksanaan tugas pengawasan dengan mengkoordinir para Hakim Tinggi Pengawas Daerah
(masing-masing pengadilantingkat pertama di daerahnya) dan Hakim Tinggi Pengawas
Bidang (unit-unit kega di pengadilan tingkat banding tersebut) yang telah ditunjuk, dengan
dibantu oleh beberapa orang panitera pengganti dan staf sebagai tenaga administrasi.

3. Pada Pengadilan Tingkat Pertama, Wakil Ketus bertindak sebagai selaku koordinator
pelaksanaan tugas pengawasan dengan mengkoordinir para Hakim Pengawas Bidang dan
Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) yang telah ditunjuk, dengan dibantu oleh
beberapa orang panitera pengganti dan staf sebagai tenaga administrasi,

Tindak lanjut dari pengawasan rutin / reguler yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat
Pertama dan Pengadilan Tinggi, diperoleh hasil rekomendasi yang dituangkan dalam laporan
yang selanjutnya dijadikan sebagai tolak ukur Badan Pengawasan Mahkamah Agung daiam
menjalankan tugas pengawasan. Adapun hasil rekomendasi sebagai berikut:

l. Hasil pengawasan harus selalu disertai dengan rekomendasi dari tim pemeriksa yang
dityjukan kepada pimpinan yang berwenang sebagai saran untuk ditindaklanjuti.
2. Tim Pemeriksa wajib untuk memantau sejauh mana rekomendasi mereka ditindaklanjuti olch

pimpinan yang berwenang.
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3. Termasuk dalam pengertian rekomendasi adalah pemnyataan dari objck pemertksaan yang
dituangkan dalam bentuk tertulis bahwa ia bersedia memperbaiki penyimpangan, kekeliruan,
dan atau kekurangan-kekurangan dalam tenggang waktu yang discpakati berasama (kontrak
kinena).

Berkaitan dengan mekanisme pengawasan terhadap tingkah laku hakim, Mahkamah

Agung juga telah mengatur perihal penanganan pengaduan. Dalam hal ini penanganan pengaduan

diatur secara sistematis dalam Lampiran IV Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor: KMA / 080 / SK / VIII / 2006. Adapun yang dimaksud dengan penanganan
pengaduan adalah rangkaian proses penanganan pengaduan yang ditujukan terhadap instansi
pelayanan publik, atau tingkah laku aparat pengadilan dengan cara melakukan monitoring, dan
atau konfirmasi, dan klarifikasi, dan atau investigasi (pemeriksaan) umuk.mmgungkapkan benar
tidaknya hal yang diajukan tersebut. Menurut Angka | Lampiran IV Keputusan Ketua Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor: KMA / 080 / SK / VIIi / 2006, maksud, tujuan, dan fungsi

penanganan pengaduan adalah sebagai berikut:
1. Maksud penanganan pengaduan adalah untuk:
- Merespon keluhan-keluhan, baik yang barasal dari pencari keadilan, masyarakat pada
umumnya, maupun dari intermal pengadilan sendiri
~ Membuktikan benar tidaknya hal yang diadukan
2. Tujuan penanganan pengaduan adalah untuk:
— Untuk menjaga citra dan wibawa lembaga peradilan
~ Untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa keluhan-keluhan mereka
diperhatikan.
- Untuk meningkatkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan
aparat keadilan.
3. Fungsi penanganan pengaduan adalah untuk:
~ Sebagai sarana pengendalian dan pembinaan
— Sebagai salah satu perwujwdian pertanggungjawaban pulik.
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Adapun tuang lingkup penanganan pengaduan meliputi mengenai penyelenggaraan
sesuatu ientang penyelenggaraan peradilan dan perbuatan seria tingkah laku para aparat
lembaga peradilan. Sedangkan kriteria yang digunakan daldm penanganan pengaduan
meliputi:

1. Hukum acara dan praktek pengadilan

2. Peraturan perundang-undangan yang terkait

3. Peraturan-peraturan tentang disiplin pegawai negeni sipil
4. Pedoman Perilaku Hakim dan Kode Etik Hakim

Disamping itu, maieri pengaduan yang ditujukan kepada aparat lembaga peradilan meliputi hal-
hal antara lain:

1. Penyalahgunaan wewenang / jabatan

2. Pelanggaran sumpah jabatan

3. Dugaan melakukan tindak pidana

4. Maladministrasi, yaitu lefjadinya kesalahan, atau kekeliruan, atau kelalaian yang
bersifat administratif

5. Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja, maupun karena
kelalaian dan ketidakpahaman.

6. Pelayanan publik yang tidak memuaskan, yang dapat merugikan pihak-pihak yang
berkepentingan pada khususnya, dan masyrakat pada umumnya mengenai aspek,
wakty, biaya, dan atau perilaku,

7. Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

8. Perbuatan tercela, yaitu berupa perbuatan-perbuatan amoral, asusila, atau perbuatan-
perbuatan yang tidak sclayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan
maupun selaku anggota masyarakat

9. Tindakan indisipliner.

10. Tindakan arogansi.
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B. Rapsat Peoentuas Tindak Lanjat Atas Temuan Dalam Kegiatan Pengawasan Perilaka
Hakim Oleh Mahkmah Agung

Bertolak dari uraian diatas, apabila dalam kegiatan pengawasan ditemukan hal-hal yang
signifikan yang membutuhkan rapat insident] {misainya adanya dugaan pelanggaran yang dimuat
dalam media massa), maka setiap minggu atau dua mingguy TUADAWAS dan Kepala Badan
Pengawasan akan menggelar rapat rutin untuk membahas dan menentukan tindak lanjut terhadap
temuan { penelitian awal) dari setiap kegiatan pengawasan,

Pada rapat ini setiap Penpawas Fungsional memaparkan hasil penelitian awal,
kesimpulan serta rekomendasi tindak lanjut atas dugaan pelanggaran perilaku Pejabat / Personel
Pengadilan yang berasal dan kegiatan pengawasan (pemenksaan nutin, pemantauan pemberitaan
media, laporan masyarakat, laporan dan Komisi Yudisial, dan dari sumber-sumber lain jika
ada)”, kepada TUADAWAS dan Kepala Badan Pengawasan Mahkmah Agung. Dalam rapat nitin
ini dibahas mengenai kualifikasi pelanggaran yang dilakukan berdasarkan ancaman hukuman
disiplin yang dapat dijatuhkan. Pada prinsipnya, setiap pelanggaran yang tidak dapat
dikualifikasikan apakah itu tenmasuk pelanggaran hukuman ringan, sedang, dan berat, yang dapat
dikualifikasikan adalah hukuman ancaman disiplin yang dapat dijatuhkan apakah hukuman
disiplin ringan, sedang, atau berat Hal tersebut berdasarkan intensitas pelanggaran yang
ditakukan oleh pejabat / personel pengadilan yang bersangkutan, dampak yang ditimbulkan, dan
sebagainya.

Berdasarkan pada Buku Kajian Pengembangan Sistem, Mekanisme, serta Tata Kerja
Pengawasan Penilaian Kualitas Dan Kinerja Hakim yang dibuat oleh Mahkamah Agung Republik

Indonesia pada tahun 2005, berkaitan dengan penentuan tindak lanjut atas temuan kegiatan

% Selain didapat dari kegiatan-kegiatan pengawasan yang ditetapkan secara baku sebagaimana
disebutkan pada bagian sebelumnya, dugaan adanya pelanggaran perilaku pejabat / personel pengadilan,
bisa juga di dapatkan melalui sumber-sumber lain, misalnye hasil pengamatan Pengawas Fungsional
terhadap pergaulan hakim-hakim tertentu,
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pengawasan (crhadap penilaku hakim, maks TUADAWAS dan Kepala Badan Pengawasan
berwenang menentukan:

I. Tindak lanjut dari setiap penelitian awal, yakni apakah akan ditindaklanjuti atau tidak
ditindakianjuti {atau diteruskan ke bagian / instansi lain yang berwenang)

2. Jenis pelanggaran (jiks ada kesalahan dalam penentuan jenis pelanggaran dalam
tahap sebclumnya); dan

3. Rekomendasi, yailu merupakan usul dan saran dari pelaksanaan pengawasan yang
didasarkan atas hasil dari pemeriksaan. Rekomendasi dapat berupa:
~  Pembetuian atas keasaiah yang ditemui
- Penyempurnaan atas kckurangan yang ditemui
~ Perbaikan atas kesalahan yang ditemui
- Penjatuhan hukuman disiplin atau penggunaan tindakan terhadap hakim yang

terbukti melakukan pelanggaran atau penyimpangan.

1. Hasil Pemeriksaan Awal Tidsk Aksn Ditindaldasjuti
Apabila dari hasil kegiatan pemeriksaan awal tidak ditindaklanjuti (khusus laporan
masyarakat), maka Baden Pengawas menyampaikan pemberitabuan (dengan tembusan
kepada TUADAWAS dan Sckretaris Mahkamah Agung) kepada pelapor alasan-alasan yang
jelas kepada pelapor tentang penyebab tidak dapat ditindaklanjutinya laporan / pengaduan
{maksimal 3 hari kerja setelah rapat penentuan).

2. Hasil Pemerilksann Awal Akan Ditindaklanjati
Apabila dari ha;il pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa terdapat adanya indikasi
atas dugean pelanggaran perilaku hakim, maka dengan memperhatikan keseluruhan bukti-
bukti yang di dapat pada saat dilakukan pengawasan, Mahkamsh Agung melalui
TUADAWAS dan Kepala Badan Pengawasan akan segera menindak lanjuti dengan

mekanisme sebagai berikut;
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2.1 Bakti Awal Karang Memadai
Dalam hat ini apabila TUADAWAS dan Kepala Badan Pengawasan menganggap hasil
pemeriksaan atas dugean pelanggaran perilaku pejabat / personel pengadilan cukup
penting untuk diperiksa lebih lanjut, namun proses selanjuinya tidak dapat dilakukan
karena kurangnya bukti atau keterangan awal yang memadai, TUADAWAS dan Kepala
Badan Pengawasan dapat meminta pengawas fungsional yang bersangkutan untuk
melengkapi bukti atau keterangan awal yang dibutchkan, termasuk meminta informasi
tambahan dari pelapor atau media massa secara tertulis {apabila dugaan pelanggaran
perilaku berasal dari laporan masyarakat atau media massa-maksimal 3 hari kerja setelah
rapat penentuan).
2.2 Bukti Awal Memad.ai
Apabila TUADAWAS dan Kepala Badan Pengawas menganggap hasil penelitian awal atas
dugaan pelanggaran perilaku pejabat / personel perlu ditindakianjuti dan bukti awalnya
sudah cukup memadai, maka:
2.2.1 Dalam Hal Pelanggaran Dengan Ancaman Hukuman Disiplin Ringan
Kepala Badan Pengawas skan menunjuk pengawas fungsional untuk menangani
perakara tersebut.
2.2.2. Dalam Hal Pelanggaran Dengan Ancaman Hukuman Disiplin Sedang Dan Berat

a. TUADAWAS dan Kepala Badan Pengawas membentuk Tim Pemeriksa-dengan
tembusan ke Ketua dan Wakil Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial
{maksimal 3 hari kerja setelah rapat penentuan), jika;

— Pelanggaran perilaku dilakukan oleh Hakim Agung, Ketua Pengadilan Tinggi
atau Pejabat Eselon 11 pada Mahkamah Agung ; atau ..

- Pelanggaran perilaku berat (misainya terkait dengan tindak pidana korupsi
atau pelanggaran perilaku yang sangat tercela) yang menarik perhatian publik
yang dilakukan oleh setiap personel / pejabat pengadilan,
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Komposisi dari Tim Pemeriksa ini meliputi:
1. Tuada atau Hakim Apgung yang ditunjuk khusus dengan jangka waktu
tertentu untuk membantu kegiatan pengawasan

2. Pengawas Fungsional

3. Sekretaris (petugas administrast badan pengawas)

b. TUADAWAS dan Kepata Badan Pengawas memerimahkan Ketua Pengadilan Tinggi
(KPT) membentuk Tim Pemeriksa jika dianggap perfu. Pemeriksa-dengan tembusan
ke Ketus dan Wakil Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial (maksimal
5 han kerja setelah rapat pencntuan).

Komposisi anggota Tim Pemeriksa mefiputi:
1. Hakim Tinggi-yang khusus untuk waktu tertentu untuk membantu kegiatan
pengawasan.
2. Sekretaris (petugas administrasi badan pengawas)

¢. Kepala Badan Pengawas membentuk Tim Pemeriksa sendin jika dugaan pelanggaran
perilakunya tidak termasuk dalam kategori di atas-tembusan ke TUADAWAS, Ketua
dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial,

Sebagai tindak lanjut dari hasil perneriksaan sebagaimana yang peneliti uraikan diatas,
maka TUADAWAS, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial selanjutnya akan
membagl kegiatan dan prosedur pemeriksaan berdasarkan kualitas pelanggaran yang dilakukan
oleh hakim dengan tingkatan sebagai berikut:

1. Pelanggaran Yang Diancam Dengan Hukuman Disiplin Ringan
Apabila pada penelitian awal ditemukan indikasi adanya.pelanggamn yang disncam dengan
hukuman disiplin ringan, maka dalam hal ini selambat-lambatnya 5 (lima) hasi kesrja setelah
penunjukan, Pengawas Fungsional sudah harus melakukan kegiatan yakni sebagai berikut:
- Mengumpuikan informasi lebih lanjut, termasuk meminta informasi tambahan kepada

Pelapor secara tertulis, jika benar-benar dibutuhkan (maksimal 10 hari ketja).
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— Mengirim surat pemberitahuan kepada terperiksa mengenai dugaan pelanggaran yang
dilakukannya (maksimal 5 han kerja) dan meminta terperiksa memberikan tanggapan
lengkap secara tertulis (makstmal 10 han kerja).

— Menyusun laporan laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi untuk diserahkan kepada
Kepala Badan Pengawas (maksimal 5 han kerja)

— Kepala Badan Pengawasan memutuskan terbukii tidaknya dugaan pelanggaran dan periu
tidaknya penjatuhan sanksi (maksimal 5 han kerja).

2. Pelanggaran Yang Diancam Dengan Hukuman Disiplin Sedang Dan Berat

Apabila pada penelitian awal ditemukan indikasi adanya pelanggaran yang diancam dengan

hukuman disiplin sedang dan berat, maka selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setclah

penunjukan, Tim Pemeriksa sudah harus memulai melakukan i(cgiatan-kegiatan dengan
tahapan-tahapan sebagai berikut: Pengumpulan Informasi dan Bukti Lanjutan, Meminta

Keterangan Pemeriksa dan Penyusunan Laporan Pemeriksaan, yang lebih lanjut akan

dijabarkan sebagai berikut:

2.1 Pengumpulan Informasi dan Bukti Lanjutan
a. Tim Pemeriksa melakukan kegiatan-kegiatan antara lain:
~ Melakukan pemeriksaan dokumen, catatan, dan laporan milik pengaditan.

- Meminta keterangan lebih ianjut kepada pelapor atau media massa (jika diperlukan)
beik dengan memanggil, mendatangi yang bersangutan atau secara tertulis, termasuk
meminta dokumen atau bukti-bukti fisik dari pelapor yang dapat memperkuat
laporannya.

~ Meminta keterangan dari saksi-saksi atau pihak-pihak lain (kalau ada), termasuk
meminta dokumen atau bukti-bukti fisik yang mungkin dibutuhkan dalam
pemeriksaan,
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b. Prosedur Pemeriksaan meliputi:

- Kegiatan-kegiatan diatas dilakukan dalam waktu maksimal 10 hari kerja dan dapat
diperpanjang $ hari kerja atas ijin TUADAWAS / Kepala Badan Pengawasan /
Ketua Pengadilan tinggi.

— Pemberitahuan untuk meminta keterangan kepada pelapor atau saksi, selama 3
(tiga) hari kerja sebelumn tanggal pemenksaan,

- Surat pemberitahuan tersebut, sekurang-kurangnya memuat tempat dan tanggal
pemeriksaan dilakukan; penjelasan singkat mengenai dugaan pelanggaran perilaku
yang sedang diperiksa (bagi saksi); dan keterangan dan informasi apa yang akan
diminta dari saksi atau pelapor.

~  Pelapor dan saksi tidak memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan kepada
Tim Pemeriksa. Oleh karena itu, pelapor dan saksi bisa saja menyampaikan
penoiakan kepads Tim Pemeniksa untuk memberikan keterangan.

— Selama pemeriksaan masih dapat diteruskan tanpa keterangan dari pelapor atau
saksi, maka pemeriksaan harus tetap dilanjutkan.

- Dalam hal Tim Pemeriksa menganggap pemeriksaan tidak dapat diteruskan
disebabkan alasan tertentu, Tim Pemeriksa wajib menyampaikan alasan yang jelas
kepada TUADAWAS.

Setiap kegiatan meminta keterangan kepada saksi atau pelapor secara langsung, maka dalam hal
ini harus dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP yang dibuat untuk setiap kegiatan
pemenksaan saksi dan pelapor, harus memuat:

1. Tempat, tanggal, dan waktu pemeriksaan dilakukan.

2. Identitas lengkap saksi atau pelapor

3. Pernyataan saksi dan pelapor bahwa semua keterangan yang diberikan
adalah benar dan diberikan tanpa paksaan.

4. Tanda tangan dan saksi atau pelapor

5. Tanda tangan pemeniksa / Tim Pemeriksa; dan Sekretaris.

2.2 Meminta Keterangan Terperiksa (Hakim, Panitera, Pegawai)
a. Kegiatan Pemeriksaan, pada kegiatan ini Tim Pemeriksa melakukan kegiatan-kegiatan
sebagai benkut:
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~ Meminta keterangan dan terperiksa, baik dengan memanggil ataupun dengan
mendatangi pihak yang bersangkutan.
- Meminta terperiksa untuk menyerahkan dokumen atau bukti-bukti lainnya yang
dibutuhkan dalam pemeriksaan.
b. Prosedur Pemeriksaan, pada dasamya Tim Perneriksa melakukan kegiatan-kegiatan
sama seperti diatas, dengan perkecualian sebagai berikut:

—  Sural pemebritahuan permintaan keterangan ditembuskan sebagai pemberitahuan
kepada Ketua Pengadilan tempat periksa bertugas.

— Terperiksa wajib memberikan keterangan, informasi, atau bukti yang diminta
oleh tim Pemeriksa

~  Setelah dua (2) kali dilakukan pemberitahuan (pemanggitan) yang sah Terperiksa
tidak memenuhi panggilan atau tidak memberikan keterangan, informasi, atau
bukti yang diminta oleh Tim Pemeriksa, maka Terperiksa dapat dijatuhkan sanksi
administratif sementara pemeriksaan tetap dilanjutkan,

- Selama pemeriksaan dalam tahap ini, Terperiksa tidak boleh didampingi oleh
Penasihat Hukum

2.3 Pemeriksaan Ulang (Pengumpulan Bukti Tambghan)

Dalam hal jika benar-benar dianggap perlu (misainya ada kesaksian yang kuat nemun
bertentangan dari pelapor dan saksi dengan Terperiksa), maka Tim Pemeriksa, dengan
persetujuan  TUADAWAS dan Ketua Badan Pengawasan dapat melakukan
pemeriksaan ulang untuk mengumpuikan bukti tambahan dari pelapor, saksi, dan atau
terperiksa maksimai 1 kali lagi (dalam hal ini pemeriksaan dilakukan maksimal 10 hari

kerja)

2.4 Penyusunan Laporan Akhir Pemeriksaan

4. Setelah Tim Pemeriksa menganggap semua kegiatan pemeriksaan yang ditakukan
sudah cukup, dan dapat mengambil kesimpulan atas dugaan pelanggaran perilaku

yang diperiksa, maka Tim Pemeriksa wajib menyusun laporan akhir pemeriksaan
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dan menyampaikannya kepada TUADAWAS / Kepala Badan Pengawas / Kews
Pengadilan Tinggi (maksimal 5 har kerja),
b. Laporan Akhir Pemeriksaan berisi:

— Resume dan dugaan pelanggaran perilaku yang diperiksa dengan menyebutkan
nama Pejabat / Personel / Pengadiian Terperiksa, tempat Terperiksa bertugas,
deskripsi dugaan awal pelanggaran perilaku yang dilakukan, sumber informasi
dugaan pelanggaran perilaku tersebut (Pelapor, media massa, dan scbagainya)
dan keterangan-keterangan atau alat bukti awal yang mendukung dugaan
pelanggaran penlaku tersebut sehingga periu dilakukan pemeriksaan lebih
fanjut.

— Resume kegiatan-kegiatan pemeriksaan yang sudah dilakukan (informasi,
keterangan atau alat bukti awal yang mendukung dugaan pelanggaran pecilaku
tersebut sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut).

~ Kesimpulan dari hasi! kegiatan pemenksaan.

= Rekomendasi dari Tim Pemeriksa

-~ Lampiran seluruh dokumen yang dikeluarkan dan dibuat olech Tim Pemeriksa
sclama proses pemeriksaan, seperti Surat Pemberitshuan  Permintaan
Keterangan dan Berita Acara;

— Lampiran setiap alat bukti yang digunakan dalam pemeriksaan;

— Tangga! pembuatan laporan dan tands tangan seluruh dari Tim Pemeriksa ke
TUADAWAS dan Badan Pengawas (dilaksanakan dalam waktu 5 hari kerja)

c. Jika Tim Pemeriksa dibentuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka Ketua pengadilan
Tinggi meneruskan Laporan Akhir Pemeriksaan dani Tim Pemeriksa dan Badan
Pengawas (dilakukan dalam waktu 5 hari kerja)
3. Penentuan Rekomendasi Ahkir Hasil Pemeriksaan Dan Penjatuhan Sanksi
Pada prinsipnya pejabat / petugas pengawasan hanya berwenang untuk memberikan
rekomendasi, sedangkan untuk penjatuhan sanksi hanya dapat dilakukan oleh atasan yang
berwenang menghukum atau pejabat yang ditunjuk yang diberikan wewenang untuk
memberikan sanksi atau kepada Badan Kepegawaian (untuk personel pengadilan non
hakim)™. Rekomendssi dasi pejabat / petugas pengawasan mempunyai kekuatann mengikat,
kecuali terdapat bukti lain yang lebih kuat yang dapat mengakibatkan terbantahnya hasil-hasil
pemeriksaan pejabat / petugas pengawasan. Adapun terhadap mekanisme pelanggaran yang
diancam dengan hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat adalah sebagai berikut:

™ pasal 1 PP Nomor 30 Tahun 1980
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3.1 Pelanggaran Yang Disncam Dengan Hukuman Disiplin Ringan
Kepala Badan Pengawasan mengambil keputusan atas hasil akhir pemeriksaan dan
menentukan rekomendasi kepada Pejabat / Atasan Yang Berwenang Menghukum dengan
tembusan ke Wakil Mahkamah Agung, TUADAWAS, TUADABIN, Sekretaris
Mahkamah Agung, Pelapor dan Terperiksa (maksimal 5 hari keja setelah menerima
laporan akhir tersebut). Keputusan atas hasil pemeriksaan antara lain berisi:

— Rekomendasi kepada Jab / Ankum untuk menetapkan terperiksa yang melakukan
pelanggaran dijatuhi sanksi administratif.

-~ Rekomendasi kepada Jab / Ankum untuk menetapkan terperiksa yang tidak terbukti
melakukan pelanggaran dirchabilitasi namanya kepada publik (jika dugaan
pelanggaran perilaku hakim sudah terpublikasikan).

3.2 Pelanggaran Yang Diancam Dengan Hukuman Disiplin Sedang

Kepala Badan Pengawasan, dengan berkonsultansi kepada TUADAWAS, akan
mengambil keputusanatas laporan atas hasil akhir pemeriksaan dan menentukan
tindakan yang dianggap perlu dengan tembusan ke Wakil Ketua Non Yudisial
Mahkamah Agung, TUADAWAS, Sekretaris Mahkamah Agung, Pelapor dan
Terperiksa (maksimal 5 hari kerja setelah menerima laporan akhir tersebut). Keputusan
atas hasil pemeriksaan tersebut antara lain berisikan:

~ Menetapkan Terperiksa melakukan pelanggaran dan menjatuhkan sanksi
administratif.

— Menetapkan Terperiksa tidak melakukan pelanggaran dan merehabilitasi nama
terperiksa ke publik (jika dugaan pelanggaran ini sudah terpublikasikan).
3.3 Pelanggaran Yang Diancam Dengan Hukuman Disiplin Berat

a. Dalam hal TUADAWAS dan Kepala Badan Pengawas berpendapat hasil pemeriksaan
masih kurang lengkap, untuk dapat menentukan rekomendasinya, TUADAWAS dan
Kepala Badan Pengawas dapat meminta Tim Pemeriksa untuk melengkapi
pemeriksaan dugaan pelanggaran perilaku tersebut (maksimal 5 hari kerja), atau

mengganti Tim Pemeriksa.
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b. Dalam hal TUADAWAS dan Kepala Badan Pengawas berpendapat hasil pemertksaan
sudah lengkap, TUADAWAS dan Kepala Badan Pengawas menentukan rekomendast
untuk diserahkan kepada Ketua Mahkmah Agung dengan tembusan ke Wakil Ketua
Muda Non Yudisial Mahkamah Agung, TUADABIN, Sekretaris Mahkamah Agung,
Pelapor dan Terpeiksa (maksimal 5 hant kerja setelah menerima Laporan Akhir
Pemeriksaan tersebint). Rekomendasi lersebut antara lain berisi:

~ Menyatakan Terperiksa melakukan pelanggaran dan mengusulkan penjatuhan
sanksi administratif, yang berupa pemberhentian sementara alau pemberhentian
tetap.

-~ Menyatakan Terperiksa tidak melakukan pelanggaran dan merchabilitasi nama
Terperiksa ke publik {jika dugaan pelanggaran ini sudah terpublikasikan).

Berkenasn dengan “penindakan”interen Mahkamah Agung terhadap pimpinan hakim
agung dan hakim yang terbukti telah melakukan pelanggaran Code of Conduct, dalam hal ini
apabila dilakukan oleh hakim agung maka akan dikenakan sanksi hukuman sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 12 UU ayat (1) No 5§ Tahun 2004 yang menyatakan:

(1) Ketua, Wakil Ketus, Ketua Muda, da Hakim Anggots Mahkamah Agung
diberhentikan tidak hormat dai jabatannyan oleh Presiden atas usul Ketua
Mahkamah Agung dengan alasan;

8. Dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoich kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara (5) tahun atau lebih

b. Melakukan perbuatan tercela

c. Terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaan.

d. Melanggar sumpah atau janji jabatan; atau

¢. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf f dilakukan setelah
yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela did di
hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Agung,
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(3) Ketentuan mengenat  pemnbentukan, susunan, dan tatas kerja kehormatan
Mahkamah Agung diatur Mahkamah Agung.
Dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf b UU No § Tahun 2004 dijelaskan bahwa yany

dimaksud dengan “perbuatan tercela™ adalah perbuatan atau sikap, baik di dalam maupun di luar
pengadiian yang dapat merendahkan jabatan hakim. Selanjutnya, pasal yang mengatur tentang
pemberhentian bagt scorang Hakim Agung vang melanpgar Pedoman Perilaku Hakim secara tegas
diatur datam Pasal 13 yang menyatakan bahwa:

{1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Angpota Mahkamah Agung
sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud datam Pasai
12 ayat (1) dapat diberhentikan sementara dan jabatannya oleh Presiden atas usul
Mahkamah Agung.

(2) Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12
ayat (2}

Terhadap seorang Hakim Agung yanp diberhentikan karena adanya perintah penangkapan dan
penahanan diatur dalamPasal 14 UU No 5 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa:

n Apabila terhadap seorang Hakim Agung ada perintah penangkapan yang diikuti
oleh penahanan, dengan sendirinya Hakim Agung tersebut diberhentikan
sementara dar jabatannya,

() Apabila seorang Hakim Agung dituntut di muka Pengadilan dalam perkara
pidana seperti tercantum dalam Pasal 2 ayat (4} Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tanpa ditahan, maka ia dapat diberhentikan sementara dari
jabatannya.

Tata cara pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat terhadap Hakim Agung
diatur dalam Pasal 15 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidek hormat, dan pemberhentian sementara,
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serta hak-hak pejabat vang diberhentikan diatur dengan Peraturan Pemerintah™. Adapun Peraturan
Pemerintah sebagaimans yang dimaksud dalam Pasal 15 adalah PP Nomor 30 Tahun 1980
Tentang Disiplin Pegawai Negen.

Sehubungan dengan penindakan terhadap hakim di bawah Mahkamsh Agung diatur
dalam Pasal 20 UU No 8 Tahun 2004, Pasat 19 UU No 6 Tahun 2006, Pasal 25 UU No 3! Tahun
1997, dan Pasal 20 UU No 9 Tahun 2004 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan tidak hormat dan jabatannya
oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Apung dengan alasan;

a. Dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara (5) tahun aau lebih.

b. Melakukan perbuatan tercela

c. Terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjaiankan tugas pekerjaan.

d. Melanggar sumpah atau janji jabatan; atau

¢. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

(2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan scbagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf f dilakukan setelah

yang bersangkutan dibert kesempatan secukupnya untuk membela diri di

hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Agung.

3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja kehormatan

Mahkamah Agung diatur Mahkamah Agung.

Adapun tata cara pemberhentian hakim di bawah Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 21 UU

No 4 Tahun 2004, Pasal 20 UU No 6 Tahun 2006, dan Pasal 21 UU No 9 Tahun 2004, yang
menyatakan bahwa “Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya dengan sendirinya
diberhentikan sebagai Pegawai Negeri”. Dari ketentuan Pasal 15 UU No 5 Tahun 2004 Pasal 21
UU No 8 Tahun 2004 tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No
43 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda, Hakim Agung
pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua pengadilan adalah

Pejabat Negara™. Ketidaksesuaian ini karena menurut Pasal 15 UU No § Tahun 2004, Pasal 21
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UU No 4 Tahun 2004, Pasal 20 UU No 6 Tzhun 2006, dan Pasal 21 UU No 9 Tahun 2004,
Hakim adalah Pegawai Negeri bukan Pejabat Negara.

Terhadap Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan sebelum diberhentikan tidak
dengan hormat, dapal diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.
Adapun yang dimaksud dengan “tindakan diberhentikan sementara” dari jabatannya, yakni
dilakukan dengan membebaskan untuk scmentara hakim yang bersangkutan dari tugas-tugas
memeriksa dan mengadili perkara (Jazim disebut dengan hakim yustisial). Tindakan sementara ini
dapat berlanjut sebagai tindakan tetap, tergantung pada tingkat kesalahan hakim yang
bersangkutan. Dengan demikian, terkait dengan pendisiplinan hakim yang berupa penindakan
pemberhentian hakim sebelum waktu diatur melalui mekanisme interen Mahkamah Agung oleh
Ketua Mahkamah Agung melaiui mek@ismc khusus,

Betolak dari uraian tersebut diatas, dalam hal menyatakan bersalah atau tidak bersalah
dari Terperiksa, TUADAWAS dan Kepala Badan Pengawas tidak terikat pada rekomendasi Tim
Pemeriksa, namun terikat pada informasi yang diperoleh selama proses pemeriksaan. Dalam hat
Ketua Mahkamah Agung menyetujui usulan sanksi pemberhentian, berlaku ketentuan Pasal 18
ayat (2) UU No 5 Tahun 2004, Pasal 20 ayat (2) UU No 8 Tahun 2004, Pasa! 20 ayat (2) UU No
9 Tahun 2004, dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai Majelis

Kehormatan Mahkamah Agung atau Majelis Kehormatan Hakim.

TESIS HUBUNGAN FUNGSI PENGAWASAN MANHAMIHWGDNBINGTYAS NOVITASARI




ADLN Perpustkaan Universitas Airlangga

102

C. Peciaksanaan Peogawasag Perilaka Hakim Oleh Komisi Yadisial

Sebagaimana yang tefah peneliti bahas pada Bab 11, berkaitan dengan pelaksanaan tugas
Kornisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta
perilaku hakim, untuk dapat menjalankan lugas pengawasan secara batk diperiukan suatu aturan
khusus mengenai tata cara proses tersebut. Hukum acara ini harus mengatur seluruh tahapan
proses pengawasan mulai dan tahap memutuskan untuk menindaklanjuti iaporan hasil masyarakat
atau hasil pengamatan Komisi atau tidak (tahap prapencarian fakta), tahap melakukan pencanian
fakta dan penentuan untuk menindaklanjuti hasil pencarian fakia alau tidak, dan tahap memeriksa
dan memutus dugaan pelanggaran perilaku hakim.

Sebagai tindak tanjut dari Pasal 24B ayat | UUD 1942 danUU No 22 Tahua 2004, maka
pada tanggal 22 Agustus 2005 Komisi Yudisial telah membuat dan menetapkan Peraturan Komisi
Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tabun 2005 Tentang Tata Cara Pengawasan Hakim. Pada
dasarmya peraturan tersebut merupakan suatu aturan mengenai hukum acara proses pengawasan
hakim.Dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2005 membagi tahapan atas:

1 Tahap Pra Pencarian Fakta

Metode Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berbeda
metode pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dalam malakukan pengawasan
terhadap tingkah laku hakim jenis kegiatan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui
pengawasan melekat, pemantauan pemberitaan, pemeriksaan nutin, dan penerimaan pengaduan
dari masyarakat. Sedangkan Komisi Yudisial dalam menjalankan tugasnya mengawasi hakim
didasarkan pada sumber informasi yaitu tentang adanya dugaan pelanggaran perilaku hakim dar
laporan masyarakat dan pemberitaan dari media massa. Informasi dugaan pelanggaran yang
berasal dari masyarakat kemudian dibahas dalam sidang pleno untuk diteruskan atau tidak ke
tahap pencarian fakta. Dalam hal adanya dugaan pelanggaran yang dipercieh dari media massa

wajib diteruskan untuk kemudian dilakukuan permeriksaan.
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Untuk menentukan apakan sustu laporan dapat diteruskan atau tidak, Komisi Yudisial
dapat meminta informasi tambahan dari pelapor. Hasil dani keputusan Komisi Yudisial beserta
alasannya wajib disampaikan kapada pelapor dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas)
hari sejak keputusan diambil.

Dalam rapat pleno yang membahas untuk meneruskan suatu laporan atau hasil
pengamatan / temuan Komist Yudisial tentang dugaan pelangparan atas ada atau tidak adanya
dugaan petanggaran perilaku hakim. Menunut Pasal | angka |1 Peraturan Komisi Yudisial Nomor
2 Tahun 2005 yang dimaksud dengan rapat pleno adalah rapat anggota Komisi Yudisial yang
merupakan alat kelengkapan Komisi Yudisial baik untuk mengambil keputusan maupun tidak
mengambil keputusan.

2 Pencarian Fakta

Dalam hal Komisi Yudisial memutuskan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat,
maka Komisi Yudisial akan menunjuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari 2 (dua) orang anggota
Komisi Yudisial. Untuk menghindari conflict of interest, sctiap anggota Tim Pemeriksa wajib
mengundurkan diri apabila anggota dari Tim Pemeriksa tersebut terikat hubungan keluarga
sedarah atau semenda sampai derajad ketiga, hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai
dengan hakim yang diduga melakukan pelanggaran.

Tim Pemeriksa tersebut selanjutnya mencari fakta-fakta seputar dugaan pelanggaran yan
dilakukan oleh hakim. dalam melakukan pencarian fakta tersebut, Tim Pemeriksa berwenang
untuk melakukan hai-hal sebagaimana yang telah diatur dalam tugas dan wewenang Komisi
Yudisial.Seluruh proses pencarian fakta harus didokumentasikan dalam suatu berita acara. Berita
Acara Pemeriksaan ini selanjutnya harus ditandatangani oleh semus pihak yang tertibat dalam
tindakan-tindakan pencarian fakts, kecuali untuk pelanggaran sedang dan berat, dalam melakukan
pencarian fakta Tim Pemeriksa wajib meminta dan mendengar secara langsung dari Hakim yang
diduga melakukan pelanggaran. Sedangkan untuk adanya dugaan pelanggaran ringan, Tim
Pemeriksa dapat meminta keterangan dari Hakim secara tertulis.
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Pada saat Tim Pemcriksa akan meminta dan mendengarkan keterangan dari hakim yang
diduga melakukan pelanggaran, maka Tim Pemeriksa wajib memberi surat pemberitahuan kepada
Hakim yang bersangkutan dan Ketua Pengadiian tempat dimana Hakim tersebut bertugas. Surat
pemberitahuan kepada Ketua Pengadiian sebagaimana dimaksud diatas bukan merupakan bentuk
permohonan ijin, namun sebagai informasi dan bentuk penghargaan atas kedudukan Ketua
Pengadilan. Apabila menurut Tim Pemeriksa, terdapat bukti yang kuat bahwa hakim yang
bersangkutan tclah melakukan pelanggaran, maka Tim Pemeriksa dapat meminta Komisi
Yudisial untuk menggelar proses unfuk menggelar proses pemeriksaan lanjutan. Namun jika Tim
Pemerikss bemandangan bahwa tidak ada bukti yeng kuat bahwa hekim yang bersangkutan
melgkukan pelanggaran, make Tim Pemeriksa wajib meminta Komisi Yudisial untuk
mengadakan rapat pleno untuk memutuskan perlu tidaknya mengadakan proses pemcriksaan.
lanjutan. Adapun tujuan pengaturan Tim Pemeriksa tidak dapat tidak melanjutkan hasil pencarian
fakta tanpa persetujuan mayoritas anggota Komisi Yudisial dalam rapat pleno dimaksudkan untuk
memastikan bahwa setiap laporan masyarakat atau hasil temuan komisi yang tidak akan diproses
lebih lanjut diputuskan dengan hati-hati (karena diputus oleh mayoritas anggota Komisi
Yudisial). Sedang pengaturan bahwa Tim Pemeriksa tidak memerlukan persetujuan rapat pleno
untuk meminta digelarnys proses pemeriksaan dimaksudkan agar anggota Komisi Yudisial ysng
tidsk menjadi Tim Pemeriksa tidak perlu mendengar [ebih jauh perihal benar salahnya hakim
yang diduga melakukan kesalahan sebelum proses pemeriksaan dilaksanakan sehingga proses
pemeriksaan lebih berarti. Dalam hal ini, jika Komisi Yudisial harus mengadakan rapat pleno
untuk membahas rekomendasi Tim Pemeriksa yang menyatakan bahwa yang telah ada cukup
bukti tantang dugaan pelanggaran hakim, maka sebelum proses pemeriksaan dilakukan Komisi
Yudisial sudah akan memiiiki praduga tentang kesalahan hakim. Padahal disisi lain, dalam proses
pemeriksaan nanti hakim yang diduga melakukan kesalahan melakukan pelanggaran wajib

menggunakan haknya untuk membela diri secara langsung dihadapan Komist Yudisial.
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Hasil keputusan tersebut wajib diberitahukan kapada pihak pelapor dalam watu setambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keluarmya keputusan. Dalam hal Komisi Yudisial
memutuskan  untuk tidak mengadakan proses pemenksaan lanjutan, sementara laporan
masyarakat atau temuan Komisi Yudisial sebelumnya telah dimuat dalam media massa, maka
dalam hal ini Komisi Yudisial melakukan upaya untuk rahabilitasi nama hakim yang
bersangkutan dengan melakukan pembentahuan secara terbuka kepada publik, misalnya dengan
mengadakan pertemuan lerbuka dengan media massa.

[Dalam hai secrang hakim yang diduga melakukan pelanggaran tetah mengakui kesalahan
dalam proses pencarian fakta dan bersedia menerima sanksi dalam bentuk apapun, maka Komisi
Yudisial tidak perlu mengadakan proses pemeriksaan secara terbuka, namun dapat langsung
merekomendasikan pemjatuhan sanksi kepada pihak yang berwenang yaitu Ketua Mahkamah
Agung untuk menjatuhkan sanksi tersebut. Proses penjatuhan sanksi akan dilakukan dalam proses
terbuka, walaupun tanpa perlu kehadiran hakim yang terbukti melakukan pelanggaran.

Dalam hal Komisi Yudisial memutuskan untuk tidak menindaklanjuti hasil dari
pemeriksaan tentang adanya dugaan pelenggaran yang dilakukan oleh hakim, maka pelapor dan
masyarakal dapatdapat mengajukan gugatan perdata terhadap Komisi Yudisial ke
Pengadilan Hukum acara proses tersebut adalah hukum acara yang digunakan dalam proses
praperadilan. Mengingat tujuan dari pemberian hak ini kapada pelapor dan mesyarakat adalah
dalam rangka mendinkan prinsip akuntabilitas dan guna memastikan Komisi Y udisial menjalakan
tugasnya dengan baik, maka hal yang dapat dituntut henyalah agar Komisi Yudisial meneruskan
hasil pencarian fakta ke tahap pemeriksaan, bukan ganti rugi finansial.

3 Pemeriksaan

Pada tahap pemeriksaan ini apabila dianalogikan dengan porses persidangan peradilan

pidana, maka hampir keseluruhan proses pemeriksaan ini memiliki persamaan dengan proses

tersebut. Bedanys, adalah proses pemeriksaan hakim memilik dua (2) model, yaitu:
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a. Pemenksaan melalui surat-menyurat. Pada metode ini proses pemerikszan dilakukan
bagi pemcriksaan dugaan pclanggaran ringan dan sedang.Dalam proses pemeriksaan
melalui surat-menyurat dimaksudkan untuk mengefisienkan proses pemeriksaan

b. Pemeriksaan secara langsung dan lerbuka. Pada metode ini, proses pemeriksaan
dilakukan atas adanva dugaan pelanggaran berat

Adapun tata cara dan mekanisme pemeriksaan melalui surat-menyurat dan pemeriksaan secara

langsung akan dijabarkan sebagai berikut:

8. Pemeriksaan Melalui Surat-Menyurat (Pelanggaran Ringan Dan Sedang)
Pada pemcriksaan ini dilakukan apabila jika berdasarkan Tim Pemeriksa atau pada rapat
pleno diputuskan bahwa ditemukan dugaan kuat telah terjadi pelanggaranringan atau sedang
oleh hakim, maka Komisi Yudisial segera membentuk Majelis Pemeriksa yang terdiri
anggota Komisi Yudisial, selain anggota yang menjadi Tim Pemeriksa.
Dalam waktu selambat-lambatnya 21(dua puluh satu) han kerja sgjak terbentuknya Majelis
Pemeriksa, Majelis Pemeriksa menginmkan bahan pemeriksaan kepada hakim yang di duga
melakukan pelanggaran. Bahan pemeriksaan tersebut setidaknya berisikan nama dan
kedudukan hskim yang dilakukan melakukan pelanggaran, uraian mengenai dugaan
pelanggaran serta pasal yang diduga telah dilanggar oleh hakim tersebut. Bersamaan dengan
pengiriman bahan pemeriksaan, Majelis Pemerntksa berkewajiban untuk meberikan surat
pemberitahuan mengenai proses pemeriksaan hakim yang bersangkutan kepada Ketua
Pengadilan dimana hakim tersebut bertugas.
Majelis Pemeriksa memberikan kesempatan kepada hakim yang bersangkutan untuk
melakukan pembelaan diri secara tertulis. Pembelaan hakim secara tertulis tersebut harus
diserahkan kepada Komisi Yudisial dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hakim
yang bersangkutan menerima bahan pemeriksaan.Hak membels ini merupakan hak yang
dijamin dalam sejumliah ketentuan intemasional. Segera setelah diterimanya pembelaan diri

secara tertulis, Majelis Pemeriksa mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan
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yang menentukan terbukti atau tidak terbuktinya suatu dugaan pelanggaran yang dilakukan
oleh hakim. Musyawarah tersebut jupa memutuskan sanksi atau rekome:ndasi yang akan
dijatuhkan kepada hakim yang berasangkutan, jika dianggap pelanggaran tersebut terbukti.
Putusan Majelis Pemeriksa yang bersifat rekomendasi penjatuhan sankst memuat:

1. Nama lengkap dan kedudukan hakim yang bersangkutan.

2. Uraian mengenat dugaan pelanggaran

3. Pertimbangan mengenai fakta pelanggaran dan pembelaan diri hakim yang menjadi
dasar pengambilan keputusan.

4, Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pervkomendasian sanksi
dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan,
disertai keadasn yang memberatkan dan yang meringankan hakim yang
bersangkutan. '

5. Hari dan tanggal diadakannya rapat pleno

6. Pernyataan keasalahan hakim yang bersangkutan beserta rekomendasi sanksi yang
akan dijatuhkan.

7. Hari dan tanggal putusan, serta nama anggota dari Tim Pemeriksa

Pada pirusan Majelis Pemeriksa yang tidak bersifat merekomendasikan penjatuhan sanksi berisi:

1. Nama lengkap dan kedudukan hakim yang bersangkutan.
2. Uraian mengenai dugaan pelanggaran

i

Pertimbangan mengenai fakta pelanggaran dan pembelaan diri hakim yang menjadi
dasar pengambilan keputusan.

Han dan tanggal diadakannya rapat pleno

Hari dan tanggal putusan, serta nama anggota dari Tim Pemeriksa

Pemyataan bahwa hakim yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran.
Pemyataan sebagai bentuk rehabilitasi bagi hakim yang tidak terbukti melakukan
pelanggaran.

NS e

Selain putusan mengenai terbukti atau tidak terbuktinya dugaan pelanggaran wajib
diberitahukan kepada hakim dan pelapor dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah

keputusan dikeluarkan. Kecuali untuk sanksi berupa teguran terbuka, salinan putusan
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mengenai pelanggaran ringan yang dilakukan oleh hakim bersifat rahasia, sedangkan putusan
mengenar pelanggaran sedang dapat diakses publik. Untuk melindungi pelapor, bahan
pemeriksaan dan putusan Majelis Pemeriksaan yang memuat identitas pelapor wajib
dirahasiakan Disamping itu, seluruh angpota Majelis Pemeriksa dilarang menunjukkan sikap
atau mengeluarkan pemyataan berkaitan dengan keyakinan mengenai salah atau tidaknya
hakim yang tengah dipenksa.
b. Pemeriksaan Secara Terbuka
Dalam hal laporan atau temuan yang ditindaklanjuti dianggap oleh Komisi Yudisial sebagai
jenis pelanggaran berat, maka Komisi Yudisial membentuk Majelis Pemeriksa dengan
peraturan yang sama seperti Majelis Pemenksa dalam pelanggaran ringan dar sedang. proses
- pemeriksaan dirulai dengan memberikan pemanggilan kepada hakim yang akan diperiksa
senmpai dengan menjatuhkan putusan tentang bersaiah atau tidakanya hakim yang diperiksa
Adapun tahapan pemerikasaan secara terbuka akan diuraikan sebagai benkut:
. Pemanggilan
Pada tahapan ini, dalam selambatnya 2! (dua puluh satu) har setelah dibentuknya
Majelis Pemeriksa, Majelis Pemeriksaan melakukan pemenggilan secara sah terhadap
hakim yang bersangkutan untuk hadir ke Kantor Komisi Yudisial. Pemenggilan
dinyatakan sah apabila disampaikan dengan surat penpgilan kepada hakim yang
bersangkutan di tempat kerjanya. Susat penggilan tersebut setidaknya memuat informasi
tentang tanggal, hari, dan jam berlangsungnya pemeriksaan serta bahan pemeriksaan.
2. Pemeriksaan
Pada sidang pertama pemeriksaan, Ketua Majelis Pemeriksa membuka proses
pemeriksaan dan pernyataan pemeriksaan terbuks untuk umum kecuali untuk jerus
pelanggaran berat yang menyangkut kesusilaan. Apabila hakim yang akan diperiksa tidak
hadir, Ketua Majelis Pemeriksa meneliti apakah pemanggilan teiah dilakukan dengan sah.

Jika pemanggilan yang telah dilakukan dengan tidak sah, maka Ketua Majelis Sidang
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menunda sidang dan memerintahkan untuk diadakan pemanggilan ulang. Dan apabiia
pemanggilan telah dilakukan secara sah, maka Ketua Majclis Pemeriksa memerintahkan
untuk diadakan pemanggilan sekali lagi. Dan jika sctelah dua (2) kali diadakan
pemanggilan secara sah hakim yang akan dipertksa tidak hadir juga tanpa alasan yang
pauit, maka pemerksaan akan tetap dilakukan tanpa kehadiran hakim yang bersangkutan,
Sidang pemeriksaan dimulai dengan pembacaan Bahan Pemeniksaan, dan selanjutnya
sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada 1iakim yang bersangkutan atau
kuasanya untuk mempersiapkan pembelaan diri dalam waktu 14 (empat belas) han.
Dalam sidang kedua pemeriksaan, hakim yang bersangkutan atau kuasanya membacakan
pembelaan din. Dari pembelaan diri tersebut, Majelis Pemeriksa berhak untuk
mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap hakim.Apabila berdasarkan hasil pembelaan
din majelis menganggap perlu mendengar keterangan saksi, pelapor, atau keterangan dari
pihak-pihak lain, maka Majelis dapat mengadakan sidang pemeriksaan secara berturut-
turut untuk mendengar keterangan pihak-pihak tersebut. Apabila berdasarkan keterangan
tambahan yang diperoleh Majelis Pemeriksa sebagaimana diuraikan diatas Majelis
menganggap perlu untuk memanggil hakim yang diduga melakukan pelanggaran, maka
Majelis Pemeriksa kemudian dapat memanggil kembali hakim tersebut

Putusan

Tahap berikutnya adalah musyswarah Mejelis Pemeriksa. Dalam waktu selambat-
lambatnya 14 {empat beias) hari sejak pembelaan diri atau setelzh proses pencarian
keterangan tambahan dilakukan, Majelis Pemeriksa mengadakan musyawarash untuk
mengambil keputusan yang menentukan terbukti atau tidaknya suatu dugaan pelanggaran
yang dilakukan oleh hakim tersebut.

Bentuk putusan Majelis Pemeriksa dalam proses pemeriksaan pelanggaran berat ini sama
dengan bentuk putusan pemeriksaan pada pelanggaran ringan dan sedang. Pada putusan

ini berisikan mengenai rekomendasi sanksi yang skan dijatuhkan pada hakim yang
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terbukti dengan sah dan meyakinkan telah meiskukan pelanggaran Dalam hal ini Komisi
Yudistal dalam rapat pleno berwenang menilai jenis dan kualitas pelanggaran terhadap
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan yang diatur dalam Code of Conduct dan menentukan jenis sanksi berdasarkan
pelangpran  Adapun jemis pelangparan yang dapat dirckomendasikan oleh Komisi
Yudisial adalah:

a. teguran tertulis
b. pemberhentian sementara.

¢. pemberhentian.

Bertolak dan urmian diatas, hasil dan pemenksaan dari Komisi Yudisial yang berupa
rckomendasi selanjutntya disampaikakan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk kemudian
ditindaklanjuti olebh Mahkamah Agung. Dalam hal ini, hubungan fungsi pengawasan antara
Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagaimana yang diatur dalam Pesal 21 UU No 22
Tahun 2004 yang menyatakan bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim
kepada pimpinan Mahkamah Agung mempunyai makna yuridis, yakni hasil rekomendasi yang
berupa usul penjatuhan sanksi harus ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.

Hasil laporan dan rekomendasi dari Komisi Yudisial selanjutnya digunakan sebagai
bahan pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Namun dalam hal ini Mahkamah
Agung tidak terikat pada hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari Komisi Yudisial, akan tetapt
terikat pada informasi yang diperoleh selama proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Mahkamah

Agung.
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D. Perbandingan Pelaksanaas Pengawasan Peritakn Hakim Oleh Mahkamah Agung Daa
Komisi Yudisial
Beranjak dari mekanisme kegiatan pelaksanaan pengawasan perilaku hakim yang telah
peneliti paparkan diatas, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari pelaksanaan
pengawasan baik dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, yang dalam hal ini
perlu untuk dikaji lebih dalam. Adapun persamaan dalam pelaksanaan pengawasan perilaku
hakim adalah sebagai berikut:
1. Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial mempunyai kewajiban dalam menjaga
kerahasiaan keterangan dalam melskukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita
Acara Pemeriksaan (Pasai32 UU No § Tahun 2004 juncto Pasal 22 ayat (2) Ut No
22 Tahun 2004)
2. Pengawasan dan pemeriksaan, tidak boieh mengurangi kebebasan hakim dalam
memeriksa dan memutus perkara (Pasal 32 ayat (5) UU No $ Tahun 2004 juncto
Pasal 22 ayat (3) UU No 22 Tahun 2004)
Mengingat dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi
Yudisial terdapat perbedaan yang cukup krusial, maka dalam hal ini periu diadakan perbandingan
lebih lanjut mengenai hal-hal yang menjadi perbedaan atas pelaksanaan tersebut. Perbedaan dari
pelaksanaan pengawasan perilaku hakim meliputi: dasar hukum pengawasan, sifat dan jenis
pengawasan, ruang lingkup pengawasan, mekanisme pengawasan, dan tindakan disipliner.
Adapun perbedaan dalam pelaksanaan pengawasan antara Mahkamah Agung dengan Komisi

Yudisial adalah sebagai berikut:
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Table Perbardingso Perbedaan Pelalszasan Pengawasan Perilaku Hakim Oleh

Mahkamab Agung Dengan Komisi Yudisial

MAHKAMAH AGUNG

KOMISI YUDISIAL

Dasar Haknm K&ér‘ﬁ'ﬁgxn Pengawasan:
Dasar hukum Mahkamah Agung dalam
melakukan  pengawasan terhadap perilaku
hakim didasarkan pada ketentuan:

- Pasal 24A ayat (1) UUD 1945

-~ Pasal |11 ayat {4) UU No 4 Tahun 2004

— Pasal 32 UU No 5 Tahun 2005

— Pasal 14 UU No 8 Tahun 2004

— Pasal 5 UU No 3 Tahun 2006

~ Pasal 44 UU No 31 Tahun 1997

— Pasal 13 UU No 9 Tahun 2004

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 11 ayat (4) UU
No 4 Tahun 2004 jo Pasal 32 UU No 5 Tahun
2004, maka Mahkamah Agung mengeluarkan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: KMA / 104A / SK /7 XI1 /
2006 Teniang Pedoman Perilaku Hakim dan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: KMA / 080 / SK / Vil /
2006 Tentang Pedoman Pengawasan Di
Lingkungan Lembaga Peradilan.

Dasar Hukum Kewensagan Pengawasan:
Dalam tugas  pengawasan
terhadap perilaku  hakim didasarkan pada

manjalankan

ketentuan:

~ Pasal 24B ayat (1) UUD 1945

-~ Pasal 34 ayat (3) UU No 4 Tahun 2004

-~ Pasal 13 huruf b jo Pasal 20 UU No 22
Tahun 2004

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 248 ayat (1)

UUD 1945 jo Pasal 20 UU No 22 tahun 2004,

maka Yudisial  mengeluarkan

Keputusan Komisi Yudisial No 2 Tahun 2005

Tentang Tata Cara Pengawasan Hakim.

Komisi

Sifat Pengawasan:

Dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 24
ayat (2) UUD 1945, Pasal 11 ayat (4) UU No 4
Tahun 2004, dan Pasal 32 UU No 5 Tahun
2004, yang menycbutkan bahwa Mahkamah
Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman yang membawahi empat badan

peradilan dalam lingkungan peradilan umum,

Sifat Pengawasan:

Sifat pengawasan yang dilakukan oleh Komisi
Yudisial menurnt ketentuan Pasal 24B ayar (1)
UUD 1945 adalah bersifat “komplementer”.
Artinya, tugas menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku
hakim bukan merupakan kewenangan eksklusif

yang hanya dimiliki Komisi Yudisial,
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lingkungan peradilan zig}ama, tingkungan
peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata
usaha negara. Oleh karena itu frasa dimaksud
mengandung  pengertian  bahwa

Mahkamah Agung

secara
“melekat (inherent)”
mempunyai fungsi pengawasan tertinggi dan
seluruh badan peradilan yang berada di

bawahnya.

Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara
tertinggi dani empat lingkungan peradilan yang
berada di bawahnya juga mempunyai fungsi
pengawasan yang meliputi  pengawasan
terhadap aspek teknis yustisial, pengawasan
administratif  peradilan, dan pengawasan

terhadap perilaku hakim.

Jenis Pengawssan:
Dalam melakukan pengawasan terhadap
perilaku hakim, Mahkamah Agung membentuk
pengawasan melekat. Mengingat rentang
kendali pengawasan Mahkamah Agung yang
meliputi seluruh hakim di seluruh Indonesia
dari keempat lingkungan peradilan yang barada
di bawahnya, @ maka  guna  lebih
mengoptimalkan pengawasan melekat, maka
Mahkamazah Agung  juga

pengawasan fungsional dan pengawasan rutin /

membentuk

reguler. Dari ketiga jenis pengawasan yang
dijalankan oleh Mahkamah Agung tersebut
dapat  diketshui  bahwa  dalam  hal
pertanggungjawaban tugas pengawasan bersifat
berjenjang naik “botfom up”, dan pelaksanaan
pengawasan bersifat bertangga turun ‘“top

down"”.

Jenis Pengawasan:
Dalam UU No 22 Tahun 2004 udak mengatur
secara cksplisit mengenai jenis penvawasan
terhadap perilaku yang dilakukan oleh Komisi
Yudisial. Akan tetapi

Yudisial bukan sebagai

mengingat  Komitsi
pelaku kekuasaan
kehakiman, maka jenis pengawasan oleh
Komisi Yudisiai adalah pengawasan eksternal
yang bersifat sebagei komplementer dari
pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah

Agung.
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Ruang Lingkup Pengawasaa:
Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan

olch Mahkamah Agung meliputi: teknis

yustisial, administrasi peradilan, finansial
peradilan, dan perbuatan aparat pengadilan
{termasuk perilaku hakim).

Ruang Lingkap Pcagawasan

Dalam Pasal 34 ayat (3) UU No 4 Tahun 2004
juncto Pasal 20 UU No 4 Tahun 2004 tidak
mengatur secara eksplisit tentang ruang lingkup
pengawasan yang dilakukan oleh Komisi
Yudisial. Dalam hal ini scharusnya yang
menjadi lingkup pengawasan yang
dilakukan oleh Komisi Yudisial hanya sebatas
pada “Perilaku Hakim” yang berkaitan dengan
Pedoman Perilaku Hakim “Ethic of Conduct™.

ruang

Mekanisme Pengawasan:

Dalam mengawasi perilaku hakim, Mahkamah
Agung menjalankan mekanismc pengawasan
yang
Pemantauvan Pemberitaan, Pemeriksaan Rutin,
dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat.
Mekanisme yang diterapkan oleh Mahkamah
Agung dalam melakukan pengawasan terhadap
perilaku  hakim melibatkan paran  serta
masyarakat dan Komisi Yudisial. Dalam
melakukan pemeriksaan terhadap hakim,
Mahkamah Agung konsisten berpegang tegung

meliputi: ~ Pengawasan  Melekat,

Melanisme Pengawasan:

Dalam melakukan tugas pengawasan, Komisi
Yudisial baru menjalankan tugas tersebmt |
apabila pengaduan dari masyarakat dan media
massa yang memberikan laporan tentang
adanya indikasi dan dugaan pelanggaran yang
dilakukan oleh hakim.Dengan demikian dasar
pengawasan yang dilakukan oleh Komisi
Yudisial didasarkan pada laporan masyarakat.
Baik dalam UU No 22 Tahun 2004 maupun
Keputusan Komisi Yudisial No 2 Tahun 2005
tidak menyebutkan secara cksplisit tentang asas

pada asas “Praduga TidaBersalah™, Praduga Tidak Bersalah dalam memeriksa
hakim.
Tindakan Disipliner: Tindskan Disipliner:

Tindakan disipliner yang diberikan oleh
Mahkamah Agung melalui  TUADAWAS
kepada hakim yang terbukti melakukan
pelanggaran dalem Pedoman Perilaku Hakim.

Apabila dari hasil kegiatan pengawasan dan
pemeriksaan yang didasarkan pada pengaduan
masyarakat, setelah diadakan pemeriksaan oleh
Tim Pemeriksa, maka TUADAWAS dan

Tindakan disipliner yang dapat diberikan oleh
Yudisial adalah sebatas pada
rekomendasi penjatuban saaksi yang berupa
teguran tertulis, pemberhentian sementars, dan
pemberhentian.  Rekomendasi  penjatuhan
sanksi tersebut kemudian diserahkan kepada
Mahkamah Agung melali TUADAWAS
untuk segera dilakukan pemerikasaan lebih

Komisi
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Kepaia Badan Pengawasan Mahkamah Agung
didapatkan adanya pelanggaran, maka hakim
yang bersangkutan akan dijatuhi tindakan
disipliner (hukuman) berdasarkan tingkatan
kesalahan. Hukuman disiplin yang dijatuhkan

lanjut terhadap hakim yang yang diduga
melakukan pelanggaran.Dalam melaksanakan
tindakan disipliner, Komisi Yudisial tidak
berwenang menjatuhkan sanksi secara tegas
dan mengikat sebagaimana yang dilakukan

oleh Mahkamah Agung kepada hakim bersifat
final dan mengikat.

oleh Mahkamah Agung, karcna
Yudisial bukan

kekuasaan kehakiman.

Komisi

sebagai lembaga pelaku

Berdasarkan perbandingan yang telsh dipaparkan diatas, nampak bahwa Mahkamazh
Agung sebagai pengadilan negara tertinggi berwenang dalam melakukan pengawasan tertinggi
terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan daiam menjalankan
kekuasaan kehakiman. Hal ini merupakan konsckwensi dari pemberlakuan sistemn satu atap “one
roof system™ di lembaga peradilan, yang di dalam sistem tersebut telah diietakkan kebijakan
bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yustisial, urusan
administrasi peradilan, finansial, dan orpanisasi peradilan berada di bawah satu atap di bawah
Mahkamah Agung. Pencerminan atas sifat melekat “inferent” Mahkamah Agung dalam
melakukan pengawasan terhadap badan peradilan yang berads di bawahnya terlihat dalam
ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Pasal 11 ayat (4) UU No 4 Tahun 2004 dan Pasal 32 UU
No 5 Tahun 2005.

Bertolak dari keseluruhan uraian yang telah dipaparkan diatas, pelaksanaan hubungan
fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagaimana
yang telah diuraikan diatas, jelas bahwa hubungan antara Mahkamah Agung dengan Komisi
Yudisial terjadi karena kewajiban Komisi Yudisial memberitahukan hasil pengawasan kepada
Mahkamah A gung sebagai bahan dalam pelaksanaan tugasnya mengawasi perbuatan tingkah laku
para hakim dalam menjalankan fungsi justisialnya. Sejak disampaikannya hasil laporan
pengawasan dari Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung, maka pada saat itulah

Mahkamah Agung melalui TUADAWAS menindaklanjuti laporan dengan berkewajiban
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melakukan pemenksaan terhadap hakim yang diduga meianggar prinsip-prinsip sebagaimana
yang diatur dalam Pedoman Perilaku Hakim. Laporan hasil pengawasan dari Komisi Y udisial
dijadikan sebagai dasar bukti adanya pelanpgaran perilakn hakim. Akan 1ectapi dalam
menjatuhkan sanksi disiplin, TUADAWAS tidak terikat oleh hasil laporan dan usul penjatuhan
sanksi yang disampaikan oleh Komisi Yudisial, akan tetapi terikat oleh hasil pemeriksaan dan
hasil rekomendasi pelaksanaan pemeriksaan yang disampaikan oleh Badan Pengawasan

Mahkamah Agung.
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BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada Bab [, 1I, dan ill yang telah diteliti diatas, dengan didasarkan
pada pendekatan normatif dan pendekatan konseplual yang -digunakan dalam penelitian hukum
i, maka berkensan dengan masalah-masalah penclitian yang dikaji diperoleh kesimpulan dan
saran sebagai bertkut:

A. Kesimpulan
1. Dalam hubungan fungsi pengawasan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial
terhadap perilaku hakim distmpulkan bahwa:

1.1 | Secara normatil’ kewenangan pengawasan terhadap perilaku hakim, selain dimiliki
oleh Mahkamah Agung, juga dimiliki oleh Komisi Yudisial. Oleh karena ity telah
terjadi tumpang tindih pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim. Hal
ini disebabkan Komisi Yudisial memiliki dasar hukum yang kuat, karena diatur
dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman,

1.2 Prinsip checks and balances tidak dapat diterapkan dalam hubungan fungsi
pengawasan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial, hal ini disebabkan
karena Komisi Yudisial scbagai lembaga penunjang (awxiliary organ) dari
Mahkamah Agung (main organ). Sebagai lembaga penunjang, secara substantif, sifat
tugas Komisi Yudisial hanya berkaitan dengan penegakan disiplin dan etik, bukan
mengawasi perilaku hakim pada saat menjalankan fungsi yustisialnya.

1.3 Dengan didasarkan pada pasal 22 huruf ¢ UU No 22 Tahun 2004, maka hubungan
fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim antara Mahkamah Agung dengan Komisi
Yudisial adalah hubungan dalam pemberian rekomendasi yang berupa usul

penjatuhan sanksi yang digjukan kepada Ketua Mahkamah Agung. Dalam
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menjalankan fungsi pengawasan terhadap penlaku hakim tidak terdapat hubungan
fungsional maupun hubungan struktural antara Mahkamah Agung dengan Komisi
Yudisial.

2. Pada pelaksanaan fungsi pengasawasan terhadap perilaku hakim yang dijalankan oleh

Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial disimpuikan bahwa:

2.1 Mahkamah Agung sebagai penpadilan ncgara tertinggi dan sckaligus sebagai
penigawasan fertinggi dari seluruh badan peradilan yang berada di bawahnya
berwenang mengarahkan jalannya kekuasaan kchakiman dengan mengawasi dan
melakukan pembinaan dalam bidang administrasi peradilan, finansial peradifan,
organisasi peradilan, dan tekhnis yundis, termasuk perbuatan tingkah laku hakim
dalam manjalankan fungsi justisiainya. .

2.2 Sebagai konsckwensi yuridis, hasil rekomendasi penjatuhan sanksi dari Komisi
Yudisial dapat dikatekan tidak memiliki kekuatan yang mengikat dan final. Hal ini
didasarkan pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 juncto Pasai 2 UU No 4
Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial bukan sebagai iembaga pelaku
kekuasaan kehakiman.

2.3 Dalam memberikan sanksi penjatuban hukuman pada hakim yang telah melakukan
peltanggaran, Ketua Muda Pengawasan (TUADAWAS) tidak terikat oieh keterangan
dan rekomendasi dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial,
namun terikat pada hasil keterangan yang didapat pada saat pemeriksaan Penjatuhan
sanksi terhadap hakim atas pelanggaran Pedoman Perileku Hakim yang dijatuhkan

oleh Mahkamah Agung melalui TUADAWAS bersifat mengikat dan final.
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B. Saraa

Hubungan Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi
pengawasan terhadap peritaku hakim merupakan konsep baru di lingkungan lembaga peradilan,
untuk itu dalam pelaksaanaannya terdapat beberapa hal yang pertu dibenahi:

1. Pertu segera diadakan revisi mengenai pasal-pasal yang berkaitan dengan pelaksanaan
fungsi pengawasan terhadap hakim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (4) UU
No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat
(1) burf ¢, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (2), ayal (3), dan ayat (5), Pasal 24 ayat (1),
Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) UU No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Adapun
revisi materi perubahan terhadap pasal-pasal yang tcrkait dengan norma pengawasan,
yang meliputi: prinsip-prinsip dalam melaksanakan pengawasan perilaku hakim,
pengertian perilaku hakim, ruang lingkup pengawasan yakni subyek dan objek
pengawasan, substansi pengawasan, dan mekanisme pengawasan terhadap perilaku
hakim,

2. Dalam penclusuran dan penyelidikan atas adanya dugaan pelanggaran perilaku hakim,
tanpa harus berbenturan dengan indepedensi hakim, membutubkan pemahaman dan
pengalaman yang mendalam, yang dalam hal ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh
Komisi Yudisial tanpa dukungan pengawaasan intemal dari Mahkamah Agung. Oleh
sebab itu, scharusnya para hakim agung juga termasuk di dalam struktur organisasi
pengawas Komisi Yudisial dan turut terlibat dalam setiap kegiatan pengawasan yang
dilaksanakan oleh Komisi Yudisial.

3. Untuk mewujudkan dan menciptakan hakim yang memiliki integritas tinggi, profesional,
dan berwibawa dalam menjalankan tugasnya, maka negara periu melaksanakan

mekanisme reward dan punishment yang konsisten.
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A. PEMBUKAAN. -

Pengadilan yang imandirt.” netrl (iidak berpilaky, kompeten dan berwibawa yang
mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan
-keadilan merupakan condifio sine qua non atau persyaratan mutlak dakam sebual
negura yang hcrdusm“kan hlllkllll‘l. Hanya pengadilan yang memiliki semua kriteria
.o it el
tersehut yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Scbagaimulama
lembaga peradifan,. posisi, dan: peran hakim menjadi sangat penting, terlebih
dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui pulusannya, scorang hakim
dapat mengalihkan-hak -kcricmilikan scscorang, mencabut kebebasan warga negara,
menyatakan  tidak® sah  tindakan sewenang-wenang . pemerintah  terhadap
masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup sescorang,
Olch scbab'ilu,-scmua kewenangan yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan
~dalam rangka menegakkan ‘hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu
dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam fafal sumpah scorang
hakim. di inana“_-su-liap-_qr‘alnl‘g.'sama kedudukannya di depan hukum dan hakim.
Kewenangan hikim: yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tingg,
sehingga  putusan pengadifan yang diucapkan dcngzh irah-irah “Demi Keedilan
berdasarkan Keu__r{;rf.;grm- }I'ff_i.?fg, Moha FEsd” m-i,_-ngandung arti bahwa kewajiban
menegakkan !tukﬁn;_,:kcb‘cnaran dan keadilan itu wajib dipertanggungiawabkan
secara  horizontal kt_:p.ada semua manusia,  dan secara vertthol

dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Unluk nu:wujud!gztil _' ["Jt-:lll‘;','z.ldi.f;l;} schagaimana dikcmuk;\k:l-n di atas tidaklah mudih
Karenit adanya hcrb.".lg'ai hambatan, . Hambatan .itu antara lain timbul dari dalam
badan peradilan ‘.5"cndiri terutama yang berkaitan dengan kurang cfektifnya
pungiwasan inlcrlml; dan cenderung meningkatnya berbagai bentuk penyatah-
gunaanr wewenang oleh hakim. Sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan,
hakim harus berintegritas dan profesional, serta membutuhkan  kepercayaan
masyarekat dan pencart keadilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangaya.

Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempereayai hakim, adalah

Pedonren Eika Ltika m‘[i[akﬁ takim. Komisi Yudisial 2006 . :
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perstaba dan Iu:kim-yang l‘;érs;ingku[:m‘ batk dalam menjalankan weas yudistalnya
inaupun dadam keschariannya. Sejalan dengan tugas dan woewenangoya itu, hakim
dituntwt untk selalu nicnjag_u_ dan mencgakkan Kehormatan, keluhuran marntabat,
serta ctika peritake hakim dafam rangka menegakkan hukum,  kebenaran dan

keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Bsa:

Berdasarkan tugas dan wewenangnya tersebut, maka sifat hakim  dilambangkan
ditlny kartika, cokra, condrag sari, dan firta yang berarti sifat tersebut harus
diimplementasikan dalany etika pecilaku hakim vang senantiase berlandaskan pada
prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur,
serta menjunjung tinggi kejujuran. Keagwaan kepada Tuban Yang Maha Esa
adatah tandasan -dar - semwua prinsip dalam pedeman etika perilaku hakim,
Ketaqwaan berarti percaya dan tagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan
agama dan kepercayaannya mﬁsing-masing nienurut dasar kemanusiaan yang adil
dan beradab. Ketagwaan kepada Tuhan Yang Maiw Fsa ini dapat mendorong
hakim untuk berperilaku baik dan penuly tanggung jawab sesuai ajaran dan

tuntunan agama dan Kepercayaan yang dianutnya.

Kewajiban hakim ‘:l.lﬁ.llfl_k _rr%gn;c!ihum kehormatan dan kelulnaran martabat, serta

etika  periluku z'.:(;v{f_m _..sé.b':ziga'unana ditentukan dalam  peraturan  perundang-
i b I

undangan  harus * diimplementasikan  secara  konkret  dan konsisten  dalam

menjalankan tugas ,y'udisi_;:lﬁya maupun di {uar tegas yudisialnya, sebab hal itu

berkaitan crat dengan upaya pencgakan hukum, kebenaran dan keadilan.

Rehormaran adalah k.(.‘i_ll.lll|i‘&lim-'illllll nana baik-yang senantiasa harus dijaga dan
dipertahankan dengan .Si;l}:li.k-hi'likl'!)":i olev hakim dalam menjalinkan  fungsi
pengadilan, Kehormatan Iu_l_kim flu terutama tertihat pada putusan yang dibuatnya,
dan pertimbangan yang melandasi, atau Keseluruhan proses pengambilan putusan
vane bukan suja Ibc.riundus;l\'a_n peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa

Keadilan dan kearifun dafam masyarakat, Schagaimana halnya  kehormatan,

heluhwran martalat merupakan tngkat harkat kemanusiaan atau harga dirl yang

Pedaman Enka Faka peritaio teekim, Kamasi Yodoial 2006 3
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mulia yang sepatatny Udak hanya dimifiki, etapi haras dijaga dan dipotabankan
oleh hakim metalui stkap tindak atau perilaku yang berbudi pekerts lubur, Dengan
sikap tindak awu perilaku yang berbudi pekerti lubur fulah kehormatan dan

Keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan.

Rehormatan dan keluhuran marabat berkaitan CI"d.l dengan etika perilaka. Etka
adafah kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhluk mengenat benar
dan salah yang dianat satu golongan atau masyarakat. Perilaku dapat dia;‘iik;m
scbagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan
ucapan yang scsuai dengan apa yang dinggap pantas oleh kaidah-kaidah hukuim
yang berlaku, Etika berprilekn adalah sikap dan peritaku yang didasarkan kepada
kematangan jiwa yang disclaraskan dengan norma-norma yang berlaku di dalam
masyarakat. Implementasi- terhadap pedoman etika perilake  hakim  dapat
menimbulkan kcpcrcayaan,. atau ketidak-percayaan masyarakat kepada putusan
pengadilan, Oleh Karena itu, hakim dituntut untuk sclatue berperilaky yang berbudi

pekertt luhur, Makim yang berbudi pekerti luhur dapat menunjukkan babwa profesi
hakim adalab suatu kemuliaan (officiton nobile).

Profesi hakim mcmiliki si.s.lcm etika yang mampu menciptakan disiplin tala kerja
dan menycdiakan garis bal‘ls lata nilai yang menjadi pedoman bagi hakim uniuk
menyeicsaikan Iunas clan wcwcnangnya dalam menjalankan  lungsi  serfa
pengembangan proﬁ:s'ihya : Sislcm etika Lagi profesi hakin dirumuskan sceara
kotkret dafam suatu uodc cuk prilaku hakim yang sccara harafiah berarti etika
yany ditulis. K()dL L[lk thdt‘d[ kompas yang memberikan atau menunjukkan arah
bagt sualu p:oﬁ_sz dqn sekalmus memjamin mutu moral profesi v dalam
masyarakat. lu;uan kodc clzk int adalah menjunjung tinggi martabat profesi atau
seperangkat ,Lguda_h _ pu_"li,sk_u_ bcbagql pedoman  yang hurus dipatuhi dalam

mengemban suatu profesi.

Keberadaan suaty pedoman ctika perilaky hakim sangat dibutuhkan dalam rangka

menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat. serta ctika perifaku

Pedotsan Euka ks peofake hakim, Somist Yedisial 2600 1
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hakim. Ofeh Karena itu, hakim dituntat untuk berintegritas dan professional, seria
menrpunfung tngel pedoman etika perilaku hakim. Profesionalisme tanpa ctika
menjadikannya “hebas sayap”™ (vuegel vrij) dalam adti tanpa kendali dan tanpa
pengarahan. Schalikaya, ctika tanpa profesionalisme menjadikannya “frenpuh
sayap” (vivegel f(m.;) dalam arti tidak maju bahkan tidak tegak. Pelanggaran atas
suaty pedoman ctika pertlaku hakim, tdaklah terbatas sebagai masalah internal

badan peradilan, tetapi juga merupakan masalah masyarakat pencari keadilan.

Salah satu wewenang Komisi Yudistal sebagaimana diamanatkan Undang Undang
Dasar Negara Republik [ndonesia Tahun 1945 yang diatur lebih lanjut dengan
Undang Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial adalalh menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran manabat, serta etika perifaku hakim. Untuk
melaksanakan kewcenangan Komisi Yudistal secara cfektil dibutuhkan adanya

statu pedoman ctika perilaku hakim.

Pedoman Luka. Perilaku Flakim ini dimaksudkan itk mengater mengenai etika
perilaku hakim yang dilarang, diwajibkan, dan diperbolehkan, baik di dalum
mauvptn di luar pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Pedoman imi dibuat
berdasarkan ?7?.?_.3_(”@(:!0_1'{’ Principles of YVudiciol Conduct atau Prinsip-prinsip
Dasar Kode Lllk Hakim yang merupakan hasil periemuan para hakim di Den Haaz
pada tanggai 25 - 26 Nopember 2002. Prinsip-prinsip Dasar Kode Etik Hakim itu

meuat hal-hat sebagat berikut :

Vo Prinsip R(’f:(.’z’m,\l'uu.
Prinsip int merupakan prasyarat terhadap aran hukem dan suaa jaminan
mendasar atas spaw persidangan yang adil, Oleh kerena it seorang Hakim
harus mencgakkan dan membert contoh mengenai kebebasan peradifan baik

dalum aspek perorangan maupun aspek kelembagaan,

Pedaman basa ke periabar hakim, B amis Y oadivial 2006 v
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2.0 Prinsiy Kendakberpihokan.
Prinsip ini sangatlah peating untuk pelaksanaan secarn tepat dari peradidan. Hal
it tdak hanyva berlaha werhadap keputusan i sendis tetapi juga terhadap

proses dadam mana keputusan #tu dibuat,

e

Privser bategrites,

Prinsip integritas saneat penting untuk pelaksamuan peradidan secary twpat,

4. Prinsip Kesopann.
Pristsip Kesopanan sareat penting dirkony peiaksinuan sepada kegiatan scorang,

bakim.

5. 1”.*'.1‘-!!.\'.‘.;) K(',\'(’f{”'{f{'”!.
Prinsip i memastikan kescarasn perlakuan erhadap semua orang dihadapan
pengadilane sangatlah  penting  guna pelaksanaan peradidan schagmmana

mestny.

O. Prissip Koaipetensi dan Ketaatan,
Prinsip hompetensi dan Ketatan adalah prasyarat techadsp  pelaksanaan

peradilan sebagnimana mestinyi,

Prinsip-prinsip  Dasar Kode Ltk Hakim  sebagauimana divratkan  di - atas,
dinmiplementastkan dalany Pedoman Etka Perilaka Hakim vang dibagi menjadi 1
(schelias) penpatiran sehawn berikat @ (3 Berperdakn Adil. (2y Berperidoku
Mevjeivne Tinead KNeacoaraant of Heddaperi Hikuse, (3) Berpevitakn hujur, (4)
Bevperilaler Avif den Bijaksana, (3 Bertanggune Javab, (0)  Berperilaki
Menguanne Tinegd Harca Diei (7) Berintegrivas Tingged (83 Berdisplin Tinggi, (9)

Berperdakoy Bendedy Hon, (Y0) Rersidap Mandird, dans (V1) Borsikagr Profesional.

Podonve bk ad dice peciana hahom, Komea YViodeadd [ {r
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Pedoman Etika Perifaku Hakim ini adalah hasi) kerja dan kajian yang mendalam
dari Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan memperhatikan masukan dari
berbagai pihak melalui kegiatan Konsultasi Publik yung diselenggarakan di 8
(delapan) kota. I‘Icscrla konsultast publik terdie atas unsur hakim, prakiisi hukom,

akademisi hukum, serta unsur masyarakal termasuk lembaga swadaya masyarakat,

Pedoman Ctika Peritaku Hakim int diperiukan sebagai pedonman bagi hakim untuk
bersikap dan berperilaku, serta micrupakan pedoman bagi Komisi Yudisial

Republik Indonesia dalam imelaksanakan fungsi pengawasan (erhadap hakim.

Pedoman [Ciika Peritaki Hakim ini terdiri dari Pembukaan, Terminologi, dan
Pengaturan yang terdiri dari pasal-pasal tentang perilaku yang menjadi larangan,

kewajiban, dan kebolehan bagi hakim, serta Penutup.

B. TERMINQGLOG]I

I. Mokim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua
fingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim
Mahkamah -Konstitusi sebagimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar

Negara Republik .I.nd_'onc;sia Tahun 1945,

2. Pegawai pengadilan adgia_h seluruh pegawai yang bekerja di badan peradiian.

3. Penuntut umum adalah Jaksa Penutut Umum atau Oditur Militer.
4. Lingkungan Peradilan. adalah badan  peradilan yang berada di bawah
Mahmakah Agung dalam lingkungan peraditan umum, peradilan agama,

peradilan mifiter, dan peradifan tala usaha ncgara, serta pengadilan Khusus

yang berada datam hingkungan peradifan tersebut,

Pegoman Gtika Lk periiaia hakim, Komidsi Y udisial 2006 7
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3. Keluarga hakim adalah keluarga sedarah atau semenda sampai dergjat keliga
atau hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerat

- G- PENGATURAN
[. BERPERILAKU ADIL
Prinsip :
Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa
saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua
orang sama kedudukannya, Adil juga berarti suatu perilaku atau tindakan yang
tidak memihak '
Pencrapan :

1.1, Umum

{13 Scorang hakim wajib melaksanakan tugas-tugasnya dengan menghormat asi

praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.
(2) Secorang hakim_ wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di duar
pengadifan, dan tctap menjaga serta meaumbubkan kepercayaan masyarakal

pencari keadilan.

(3) Scorang  hakim wajib menghindari bal-hal vang -dapat mengakibatkan

pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan

a - . . oo -
Pedoman Loka Euka penilahy hakii, Komist Y adiad 2004 3
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persetujuan pihak fsinaya sehubungan dengan suatu proscs hukuin vang belum

dipwuskan atou ditunda. kecuali ;

a. atas sepengetaluan dan persetujuan pihak lainnya, untuk bermusyawarah
sceara drpisal dengan pihak - tersebut dan advokatnya dalum rangka
perdamaian

b, undang-undang secara tegas tidak melarang.

2. BERPERILAKU MENJUNJUNG TINGG! KESETARAAN DI HADAPAN
HUKUM

Prinsip

Kesetaraan adatah suatu tingkat atau kedudukan yang sama dari sctiap orang daium
suatu hat tertentu, sehingga orang yang bersangkutan harus memperoleh perlakuan

yang sama dengan orang, lain tanpa ada pengecualian.

Pencrapan i

(1) Scorang hakim wajib menyadari serta memahami keberagaman  dalam
masyarakat dan perbedaan yang timbul dari berbagai sumber, termasuk tetapi
tidak terbatas pada suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, agama atau
Kepercayian, g(}l‘t)llg:,_llll, kecacatan, umur, status perkiwinan, orientasi scksual,
status sostal dan ekonomi, dan sebab-sebab lainnya yang sejents.

(2} Seorang hakim datany menjalankan tugas yudisialnya diturang berpraduga atau
berprasangka  terhadap sescorang atau suatu kelompok atas  alasan-al?

scbhagaimana dimaksud pada butir (1).

Pediman Luka b ubhs pesibubu bukbn, Ko o« Vudisal 20
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(3) Scorang hakim wajib memima kepada pegawai pengadilan, advokat, dan
penuntut umum serta pihak lainnya yang tunduk pada arahan dan pengawasan

hakim unek  menerapkan  standar perilaku yang  sama dengan hakim

scbagaimana dimak<ud dalam butir (2).

(4) Seorang hakim dilarang dengon sengaja mengizinkan pegawai pengadilan atau
pilak-pihak laim untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya

sidang, schingga mentmbuikan perbedaan periakuan terhadap para pihak yang

terkait dengan suate perkara,

(5) Scorang hakim wajib meminta para advokat dalam proses persidangan untuk
menahan diri dari perbuatan dan perkataan yang menimbulkan prasangka,

kecuali jika sesuai dengan hukum yang berlaku serta berhubungan dengan
perkara yang sedang diaditi.

-

3. BERPERILAKU JUIUR

Prinsips -
Keyujuran adalah berani menyatakan bahwa vang benar adalah benar, dan yang
salah adalah salah. Kejujuran ini mendorong terbentuknya pribadi yang kual, dan
membangkitkan kesadaran akan hakekat tentana yang hak dan vang batil,

Penerepan

3.1, Umum

Scoraing hakim wajib menghindari perbuatan t=eela,

Pedoiy Buka Buba peridake hakun, Komise Yudise, 2o i
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mengaar dan wirat seria datan kegintan-kegiatan yang berkenaan dengan

hukum, sistan hukom, ketatalihsanaan pengadilan atau hal-hat yang terkait

ali

dengannya.

(10} Scorang hakiny dapat miermbentan, e ihat serta dalam organisasi para hakim

atine torud serta dabiom fembiers vane mewakile hepentingan para hakim,
42 Pemberian Pendapat ataw Keterangan kepada Publik
(1) Seorany hakim dilarang menpcinarkan pernyataan kepada masyarakat yang

dapat mempengarubi, menghambat atau menggangeu berlangsungnya proses

peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak,

e

o

Scorany hakim yang diteeard an oleh peaoadilan dapat menjelaskan kepada
masyarukat  tentng  proseduar poradilan atw mformasi lain yang  tidak

berhabongan dengan masalale = oea putian dand suatu perkaca tertentu.

(3

L

Scorang hakiny dapat memberhan heterngan ataw menulis artikel dalam surat
Kabar atau terbitan berkala dan hontuk hontnibusi pemikiran lainnya  uniuk
menginformasikan  kepada  maeyarakal menpena hukum alay mengenai

administrasi peradilan secara unuum.

{4) Scorang hakim dikirang semberi pondapat, komentar, kritik atan pembenaran
secara terbuka atas suatu putican pengadidan yang belom nremiliki kekuatan

hukrens tetap dalam Kondisi apapun,

(5) Scorang hakim dHarang members pepdapat atte bomentar secara terbuka atas
putusan penpadidan yang telain mienn s kekuatan iskom telap, kecualt dalam
sehuady forum hiady,

Podimgi Puna ko pencho oo 800 0 0 L0 el 15

TESIS

HUBUNGAN FUNGSI PENGAWASAN MANHAMIHWGDNBINGTYAS NOVITASARI




DRI YA UeRunG i |
| I}ade ¢ 5

ADLN Perpustkaan Universitas Airlangga

R DA RITRN

INGasIA) Furudaoam uep seiing srewecpepad sepneqeye vpeiss Sundlusumn
NBIUN LRy yprawn epos eduboruasow uep sedng peiioa Sued npsas

PIERAS CAUNIBO-YIRQDS Gt e e Nopun aerpeesay o gepepe quaseliBunddueiagg
shsung

HV A VFL)NI']DDNV.L)ITIEVE"

ngod ieired pep simiuad see ep eodieprtudw Sunepp anyeg Sunens (4)

ey (ueyeyiagyepaan) o deyis iIdumnduawe yepn Suel
TyEL . RN L Is e e

jrwe uep uRpeyendsEnay uetkiGay wepep sedisnuedaag edep ey Sueioag (g)

resutuaduy NGuey meyioguuow yepn Suefuedas oy
seujeuoIsnoad ep SRIIBAMUL LTYIRYSUINAL yMUun ueniniag Sues  egepinu

1sesiueSio mens smnSudd nege vioinue g weqeluaun edep anyey Sueoag (7)

wievey uepeeed epuiuadeig
NP1 INGISIA UBIBIN-URILIEON Hurfurdds twnyng eeeuesyepd uep wnyiny
WANSIS "wnyny 1pudTudw vAvug sipnd vou wmaeISoy wrep wedisiuediag

uep Jeleduoat CHEInY LRG0 Csipenow Ceaemqisy wdep weyey Sumoeag (1)

IR DN urp o S rwa N RIsog unwpay ueeriay oy




sednudg uenySuesiaq Juek wyet) eboost aeppeiiad ip o eaeypadiag Suel

Moy DI TUNOARIS MESHI UL L Y g vt
e Yo e SeYOAR R IR R Yo eyednane

nee ek ueegelsepopdbysivano mdep muyeSp gesepeiag seons
Cdun Resn 1YesTR uep uediuenay

ISYUSUTAL PINRS WRIR LD UEIRGH A0 e ey Jeqas Suwmepip wymy Sieeos ()
Coegespyueierday (7o

ehuissjord

gep uepipesd urpeg seewogay mep greewr vdefow smey wirypey Sinzoag
USRI 1
Tundesoun

-

“Bueio denas yoajo1$3un Gunfunfip

uep ueyunyepadip snaey Sues MRRULIOUAY  URp ROBLTIE quepr wip edieg)
: d!ﬂ'u!.id.
ENIG VOMVIEIDONIE ONAINIENTIN (VTG 9

apetid msiauadoy ynni veymseep edusmieyas

AuES Isewiopel amyeseESuan e seepdeydundonu Sumnpp unyey’ Smtosg

LRI | (Smuou] ueeunSiuay

L]




Codisung
ADLN Perpustkaan Universitas Airlangga

o

IDONLLSVIRIOTENRIAY L

quyeape nuircss atordiaq Jussepp wiyeg veunsuad Sucions
nIsuD, i eseial el 2y 6o

Neywd yug enpay yajo infnasip
1jenooy ‘waeyrading Gurd vyegid vied nep aoquunssag Suek pAvig weyeuniiuow

ueSuap  wiyeyg  edeqas eduseitm ueosesypod  ueSusp  uSungmpng Sund

vreypad weiprloy edwm depeyisy veesynowod ueynyraw Sueepp unyny Suroeag

sednj ueyur efusy wepec vmm8sy po

e Sued vefuepun-Suepunaad veamerad yajo

ueymuap Suck cluwe) deySues senegel nySuvunw Suvaepp wiyey furiens (7)

urjeqiut eduey winyig
YREESCL THIIDW HESUdE Sued ey wend) nept chmnioy noSEue yuun
{uatenyop tleyFudt nnpe DULIURIANE ¥NSLIIDT) WNYRLY CYISEE URYLIDQUIDW  "q

avie ueturpes i ad p yegd ipefusw igasy wyey e

DApenany eNospe esayedrp ruvwneigas eloyag Sueeip wepeyg Sunzoag ()
ugipria, )

UBPTY LETGUDD UUSBUNGNGINGE BT o] GURLIDYD G DR IYOAPY  IPRIUdLY Oy




pseu uep tilueginisd ueane s ne gt wdep wieyey Fueioay (9)

i 11\\1..mA ) N Perpustiaan H '|V151' no Iﬁnl % ey dnn ey od wepep

oo Sued wmun gnpnaad epwpoape aeiuap Sunstur) yepit undoen

FUNSTUL] YN CURSUHRpI sepegueses gepo iepaigiudain gifa wayeyg Sueong (9)

rrand nens nslarosm aweep

UEBUIUNADY MIJUOY  einepe e dijyiiune

S wLnUUIIDY

ERUIBHDL ISTLOO U I ragouane e ey g qefeas ey Sueoag (1)

urFunnadsy g uoy
eAURpE nepeqiyriiean efep vaeep et Gued wey wahunsgny-oeSungny

BRI CISESII0 THertne g e s e ueRungng ‘aseSmnpayay uep

EpEGHd ASURGEU e ne o peg ue st sy e puoy niundume uenyiaes g

Sued wiymy voewe aposeepad e appeSuowe Sueiepp ey Sueloay ()

RIS RN

veeAeaiday  umpendeaw aderp saes aepppading steer soyer Snsosg (1)

Ty e ayeiadiog sensg e funosg (1)
lll{l[lll’} 1 i

suuderang,)

weHRAea i uep goin Sued uerpequday deyis

-'_‘

1)

ul Sunlunfusue njepy eSusedng uejeuesyedwe weep tsg 153y SEVER DY




G IPTHUIU WINDGAS PAUIRAW 15000
peiz ueeiayad uequep e b e e ueye Sund yepd wed we@uap
neye vreydad  ued@RNRemustiaen Universitas Nripnggp 1uefiovustu Jegiam yroand

upinyFuesiog Sund vunin ap enspesd s ppeRus Swempp ey Sunody {7)

epat Qg dues unppriiod pepiepp aedueprsaad cped ingosio) vieysad
wepep nunedd e yoApE prind o ppesuau gewd urppyluesiag

Supk WIP§RL rueile 1y |r_:1,‘31.l.1d moeny |“pl:ﬁu;~m ‘Sumnnp Wiy 3“.‘-’-’033(1)
urneday uep sesiueiig uvelonsg velunqnyy 7z,

e mey i weueuow Suek jeNoape
neie 1syes i wpeuad weyediog ued yegd veSuap 1w efues Sunk
ueuewanad ueSungny eLunduawe rEprRinesIag SueA Ry Bued p vieysd

MENS 1[IPESUIL ¥Mun yepusue nem epeiinsw yepn eAnmedos winjey Sucioas (7)
waeyiadiag Sued yed
urduop 1813010q 1) undnEieay 1D Rewe nuens ariungnyg e ‘einay whup
edwies wpudwas nee yraepos wlionay wedungay efundwow ueinyduesing
Bued wiyey cuvw ap ereyisd cnens yipeSuowe Suetepp  wepey Suvioay (1)
GRERIRNINIY D PRI uedungu e

LESONUMDY it juoN Ty

aeyaad uedueuntu

LUR{EP NI Jeyaape ynlunidur neye FATISYD PPUBLIW ‘raryLad uersyLad

n:'qlucp:-dlumu srpumpd e uegnyeom E’.m?,ut;;p wiyey ﬁumong {z)




ADLN Perpustkaan Universitas Airlangga

(3) Scorang hakim dilarang mengadili suatu perkara dimana yang bersangkutan
mengetahu) babwa suami 7 boteri afau erang i atav anak atau angsota
keluarganya yang lain mempunyai hubungan dan kepentingan pekerjaan yang

substansial dalam perkara tersebut, schingga dapat mempengaruhi proses

¥,

- peradiian,

(4) Seorang hakim dilzrang menpadil uats porkata yang salah satu pihakaya
adalah organisast atau partin politik denana hiakim yang bersangkutan masih

atau pernah terlibat secara aktif dalams oreamsast atau partad politik tersebut.

7.2.3. Hubungan Finansial

Scorang hakim dilarang mengadifi suate perkara dimana vang bersangkutan
mengetahui bahwa suami /isters atau orang tua atan anak atau anggota keluarganya
yang lain mempunyal hubungan dan keaentinean finansial (teemasuk kepemilikan)
yang substansial dalam perkara tersebut, sehingga dapat mempengarchi proses

peradslan,
7.3, Prosedur Pengunduran Din

(1) Seorang hakan yang mempunyie honthk Kepentingan sebagaimana diatur

dalam butir (7.2) wajil scgeca memgmdurhan diri dari penenganan perkara.
{2} Scarang hakine wajib meauety poimbangan kepada Ketua Pengadilan di
mana a2 bertugas apabila nmbui keraguan bagi hakim yang bersangkutan

mengenal apakah g terkens hoewapiban mengundurkan diri atau tidak dari

penanganan suatu perkara, o h

[*edosnan Lok Geha parribeho haking, s et b 2
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2 lubungan dengan Pemenintaiy Dacah

Seorang haknn didarane menerima o hadiab, hibals, pemberian, pinjaman, atau
manlaat fainnya, Khususeyn yang her 00t atan tenes iengrus dari Pemerintah
Dacrah, wataupun pemberian ez ndab memperearohi pelaksonaan tugas-
tugas yudisialnya,

& BLRDISIPLIN TINGGH

Prinsip :

Disiplin adalah ketaatan atau kepatuiion pada norma-norma yang diyakini sebagai
panggilan fubur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencan
kebenaran dan keadilan,

Pencrupan

S Pesadiln vang Sederbiana, Cepon den s a e

sSeerang hakim wajib menunjuhbi oot arsnes oo ak-hak dari para pihak

akan proses peradilan yang sedeihin, copat dan Frava ningan.
S Pendisribusian Perkara
Neorang haking yang menjadi Keta Peacadidan stau pihak lain yang ditunjuk,

wajib mendisinbusikan perkia bepads hahim secarn adif, dan menghindart ©

pendistribusian perkara kepada haben sang meniitiki konflik kepentingan,

vt Stk Dk pendab o Babem, Flone . W udeaal poe 22
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9o DERVERAKU RENDAH LA LI
Prinsip

Rendal haty adatah hesadaran akan Loeilatsan Femsmpuan dir dan jash dan

Keanghuhan.
Penerapan

(1} Scorang hakim dalam melab-aond s tioas wapite busperilaku yang rasional,

realistis, st imenghindart ponsiaba sane aroean dan otanter,

(2) Scorang hukim wapib senantioen mensnjukkan porifaku yang berbudi pekert
Whur baik dalinn mclaksanahan tozas vadedas maupun dalom kehidupan

scharn-har.

(0. BERSIKAP MANDIRI
I"rinsip :

Mlandins adaah kemampuan bentindek sendin tdakh terpantung pada pihak lain,
bebas dasi camptir tangan siapepon, dan bebas dari pengaruly apapun, Kebebasan
peradilan adalah soatu prasywsat tezhidap aturan hukwn dan suatu jaminan
mendasar atas suatu persidangan y..m-;" ahl. Olet Rarena e, seorang hakim harus

menegakkan dan memberi cortolr menzcenm hebebasan peradilon, baik dalam

aspek perorangan, struktur, maupun helenwoan,

Pedontas | s o poritabo habo v

[
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Penerapan ;

(1} Scorang hakin wajib engalankon tugas yodisialoya sccara bebas atas dasar
fakta-fokta dan bebas dari peagaruh luar, bujukan, tckanan, ancaman baik
langsung maupun tidak langsung,

(2} Seorang hakim wajib bebas darl hubungan yang tidak patut dengan lembaga
cksekatif maupun legisiatif serta kelompok fain yang berpotensi mengancam

kemandirian (independensiy haki dan badan pecadilan.

{3} Scorang hakim wajib bebas dani sepala bentuk tekanan dalam pengambilan

“kepuiusan,

(4) Seorang hakiny wajib berperdaku puna memperkuat kepercayaan masyarakat
terihadap badan peradilan.

11 BERSHAP PROFESIONALL

Prinsip :

Profesional adalah suatu sikap meral vang dilandast oleh  tekad  untuk
melaksanukan  pekerjoan denean peah Lesunpenhan, serta didukuag  oleh
pengetanuin, Keermptlan dian wasonan b

Penerapan

(1) Seorang hakim wajib mengunmaban veee vedisialnya di atas kegiatan yang

Lain,
(2) Scorang hakaom wapib melak sl an pes vediabinva secara profesional.
Pedoman Unba ok pesilaku habim, Faomea Yok 0o 24

TESIS HUBUNGAN FUNGSI PENGAWASAN MANHAMIHWGDNBINGTYAS NOVITASARI




- ADLN Perpusikaan Universitas Airlangga

(3) Scorang hakim wajib meningl ot peseciahioen dan kelrampifannya yang

diperfukan untuk pelaksanaan tweas vude g

(]

.

Seoraag hakim wajib anclobsan:d g il s e ateya, 1enmasuk etapi
idak terbatas pada memerinfad oo poev e bl wstak mengirimkan

putusan, secar efinien, baik din Lot v o

(5

—

Senrang hakim wajib bertangrongiovad oo admistratl don memeliharg

kompetensi profesional dalam adminesteaa peradilan.

Seorang hakim wijib menghindan teradiena kelehiruan dalam mengambif

—-

6
‘putusan, ataa mengabaikan kit vang dapat senierat wrdakwa atau para pihak
atay dengan sengajamembual pertimbangin: yany, menguntungkan terdakwa

“atau pera pihak dalam meagadil soats perbacs ving ditasganinya.

b rENUTUR

(1) Scorany hakm yaoy didupa telah meclebahan pelanggaran terhadap pedoman
int diperiksa olelt Kamist Yudinial
(2) Kamisi Yudisiad memberikan rehomendicd amis hasit penieriksaan kepada

Majelis Kehormatan Hakin,

(3) Seorang haking sing dirckomembesioan olel Romisi Yodisial  diberi

hesempatan ook membels din g Sl Kehormtan Llakins.

() Ketwa Pengadibin wajib menoadal dan sienpatuhblan sanksi berdasarkan

prtusan Majelis Kehiotnatan ki,

Produtnn aka it a protilaes Babang, Fooer o W
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